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Salam Redaksi 
 

Salam Semangat. . . 
Tiada kata yang dapat mewakili kegembiraan kami saat menyampaikan edisi 

pertama Journal of Political Issues.  Journal of Political Issues kini hadir kemballi 
dengan terbitan terbaru Volume 1 Nomor 2 Januari 2020 yang terbit sesuai dengan 
jadwal yang ditargetkan. Melalui proses Open Journal System, secara tidak langsung 
dapat kita sadari bahwa peran dari teknologi dapat membantu kita dalam berbagai 
macam hal, terutama dalam mengelola jurnal secara elektronik. 

Terbitan Januari, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2020 kali ini memuat enam artikel 
berbobot dan menarik yang dikontribusikan oleh para penulis dari berbagai instansi baik 
di Indonesia maupun di luar Indonesia. Berbagai macam tema dalam bidang politik 
dalam edisi ini akan membawa pembaca untuk lebih dekat dengan dunia sains dalam 
bidang Politik. Artikel pertama ditulis oleh Muhammad Arief Virgy, Yusa Djuyandi dan 
Wawan Darmawan yang membahas gerakan yang dilakukan oleh Greenpeace untuk 
menekn Wilmar International sebagai pelaku deforestasi untuk dapat 
mengimplementasikan Kebijakan NDPE. Artikel Kedua ditulis oleh Restu Karlina 
Rahayu yang membahas terkait Distraction and Diversion Inside China’s Great Firewall 
dalam potret kritik analisis menggunakan pemikiran Margaret E. Roberts. 

Artikel ketiga ditulis oleh Mohamad Rapik, Bunga Permatasari dan Adinda Farah 
Anisya berkaitan dengan Program yang dilakukan oleh Forum Koordinasi Pencegahan 
Terorisme untuk melakukan deradikalisasi gerakan Terorisme di Indonesia. Artikel 
keempat yang ditulis oleh Ovina Mastira, Nizwan Zukhri, dan Darman Saputra 
menunjukkan PAD Kabupaten Belitung lebih baik daripada Kota Pangkalpinang dilihat 
dari laju kontribusi pajak daerah. Artikel kelima ditulis oleh Asya Putri Cahyani, Samsul 
Ode dan Dewi Maria Herawati yang menjelaskan terkait penerapan Citizen Relation 
Management dalam pelayanan publik di DKI Jakarta. Artikel Keenam ditulis oleh Imam 
Sumantri yang menjelaskan paradigma santri dalam merumuskan pilihan politik 
mengingat secara konervatif Kyai memiliki pola interaksi yang sakral dengan para 
santri. 

Akhirnya, Journal of Political Issues mengucapkan terima kasih dan penghargaan 
setinggi-tingginya kepada tim pengelola edisi Journal of Political Issues Volume 1 
Nomor 2 Januari 2020 serta kepada mitra bestari (Reviewer) yang berperan aktif 
membantu penerbitan jurnal ini. Journal of Political Issues tidak akan pernah berhenti 
untuk mengedepankan kualitas artikel yang diterbitkan dan terus berusaha secara 
konsisten untuk mempersiapkan dan mempersembahkan pengetahuan baru dalam 
lingkup Politik. Kami berharap artikel-artikel tersebut akan memberikan manfaat bagi 
para pembaca dalam menambah wawasan. Kami juga mengajak para pembaca 
berkontribusi untuk berbagi ilmu dan bidang keahliannya untuk menuliskan karya ilmiah 
dalam bentuk jurnal di edisi Journal of Political Issues Volume 2 Nomor 1 Juli 2020 
yang akan terbit sesuai dengan target terbitan. Terima Kasih. 
 
Selamat membaca, 
Salam Publikasi! 
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ABSTRACT 

Abstract Greenpeace Indonesia looking for Wilmar International as actor for making 
deforestation.. Greenpeace Indonesia pressured Wilmar International to commit to 

implementing their No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) policy 
through the establishment of a transnational advocacy network to make enough power 
to put pressure on Wilmar International. Through this method, Greenpeace Indonesia 
succeeded in making Wilmar International pressured and changed its behavior. This 
research analyzes how Greenpeace Indonesia's strategy in forming transnational 
advocacy networks so that the network suppresses and monitors the behavior of target 
actor through the Keck & Sikkink Transnational Advocacy Network theory. 
Researchers used qualitative methods with a case study approach. Data collection 

comes from primary and secondary data and data collection through literature 
studies from books, journals and articles. The results of this study indicate that 
Greenpeace Indonesia is very optimal in carrying out Information Politics and 
Leverage Politics strategies. Greenpeace Indonesia has creative and confrontational 
methods in implementing the Symbolic Politics strategy. But the weakness of this 
strategy is that Greenpeace Indonesia seems to be exclusive in carrying out its actions 
by other environmental NGOs, especially domestic-based environmental NGOs. The 
weaknesses of these four strategies are Accountability Politics where Greenpeace 
Indonesia does not have the commitment of Wilmar International which has binding 

legal force. 

 
Abstrak Greenpeace Indonesia saat ini menyoroti Wilmar Internasional sebagai 
pelaku deforestasi. Greenpeace Indonesia menekan Wilmar International untuk 
berkomitmen mengimplementasikan kebijakan No Deforestation, No Peat, No 
Exploitation (NDPE) mereka lewat pembentukan jaringan advokasi transnasional 

guna membuat powernya cukup untuk menekan Wilmar International. Lewat metode 
tersebut, Greenpeace Indonesia berhasil membuat Wilmar International terdesak dan 
merubah perilakunya. Penelitian ini menganalisis bagaimana strategi Greenpeace 
Indonesia dalam membentuk jaringan advokasi transnasional hingga jaringan tersebut 
menekan dan memantau perilaku aktor target melalui teori Transnational Advocacy 
Network Keck & Sikkink. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 
studi kasus. Pengumpulan data berasal dari data primer dan sekunder serta 
pengumpulan data melalui studi kepustakaan dari buku, jurnal dan artikel. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa Greenpeace Indonesia sangat optimal dalam 
melakukan strategi Information Politics dan Leverage Politics. Greenpeace Indonesia 
memiliki metode yang kreatif dan konfrontatif dalam mengimplementasikan strategi 
Symbolic Politics. Tetapi kelemahan dari strategi ini yaitu Greenpeace Indonesia 
terkesan eksklusif dalam melakukan aksi-aksinya oleh NGO lingkungan lain 
khususnya NGO lingkungan yang basisnya domestik. Kelemahan dari empat strategi 
ini yaitu Accountability Politics dimana Greenpeace Indonesia tidak memiliki 
komitmen dari Wilmar International yang memiliki kekuatan hukum mengikat 

sehingga Greenpeace Indonesia hanya mengandalkan tekanan publik dalam menekan 
Wilmar International guna berkomitmen menjalankan kebijakan NDPE. 

Tentang Penulis: 

Muhammad Arief Virgy, menyelesaikan studi Sarjana (S1) di Departemen Ilmu 

Politik Universitas Padjadjaran 2019. 

Yusa Djuyandi, menyelesaikan Doktor (S3) di Universitas Padjadjaran pada tahun 

2016. Saat ini penulis adalah dosen Departemen Ilmu Politik Universits Padjadjaran 

Wawan Budi Darmawan, menyelesaikan Doktor (S3) di Universitas Padjadjaran 

pada tahun 2017. Saat ini penulis adalah dosen Departemen Ilmu Politik  Universitas 
Padjajaran. 

mailto:arieffirgyy@gmail.com
https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.9
https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.9
https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.9
https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.9
https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.9


Volume 1| Nomor 2| Januari 2020  Journal of Political Issues -75 

DOI: https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.9  E-ISSN: 2685-7766 

 

PENDAHULUAN 

Perluasan areal perkebunan kelapa sawit Indonesia dilakukan sebagai akibat dari 

predikatnya sebagai eksportir kelapa sawit terbesar dunia sehingga hal ini memicu praktik 

deforestasi berkembang. Dari tahun ke tahun, luas lahan perkebunan kelapa sawit selalu 

mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2016 mengalami penurunan. Kenaikan tersebut 

berkisar antara 2,77 sampai dengan 4,70 persen per tahun dan mengalami penurunan pada 

tahun 2016 sebesar 0,52 persen. Pada tahun 2013 lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia 

tercatat seluas 10,47 juta hektar, meningkat menjadi 11,26 juta hektar pada tahun 2015 atau 

terjadi peningkatan 7,60 persen. Pada tahun 2016 luas areal perkebunan kelapa sawit 

menurun sebesar 0,52 persen dari tahun 2015 menjadi 11,20 juta hektar. Selanjutnya, pada 

tahun 2017 luas areal perkebunan kelapa sawit diperkirakan kembali mengalami peningkatan 

9,80 persen dari tahun 2016 menjadi 12,30 juta hektar (Badan Pusat Statistik, 2018). Bila 

dikalkulasikan dari tahun 1995 hingga 2015, laju deforestasi dari pembukaan kebun kelapa 

sawit di Indonesia rata-rata 117.000 hektar pertahun (Austin K. , 2017). Sedangkan menurut 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia 24 juta hektar 

(ha) hutan hujan Indonesia dihancurkan dalam kurun waktu 1990 hingga 2015 dan 19% 

deforestasi yang  dilakukan antara tahun 2015 – 2017 terjadi di konsesi kelapa sawit 

(Greenpeace Indonesia, 2018). Riset lain yang berasal dari Kemen G Austin, Amanda 

Schwantes, Yaofeng Gu, dan Prasad S Kasibhatla menunjukkan bahwa ekspansi perkebunan 

kelapa sawit dari tahun 2001-2016 menyebabkan hilangnya 23 persen hilangnya tutupan 

hutan Indonesia (Austin K. G., 2019)  

Oleh karenanya, pengembangan minyak kelapa sawit melalui perluasan areal 

perkebunan kelapa sawit menyebabkan keanekaragaman hayati berkurang seperti makin 

berkurangnya spesies langka macam harimau sumatera dan orang utan (Brown & Jacobson, 

2005). Selain itu, konversi kebun kelapa sawit untuk tanah hutan hujan tropis menyumbang 

emisi karbon sebanyak 610 Mg of CO2
ha-1

 dan untuk lahan gambut sebanyak 6000 Mg of 

CO2
ha-1

 (Fargione, J. Hill, Tilman, Polasky, & Hawthorne, 2008). Hal tersebut menempatkan 

Indonesia sebagai salah satu penghasil emisi global terbesar disamping Amerika Serikat dan 

China (Titiyoga, 2015).  

Isu ini tak pelak menjadi perhatian NGO (Non Governmental Organization) yang 

berfokus pada isu lingkungan, termasuk isu Deforestasi yang diakibatkan oleh industri kelapa 

sawit. Wilmar International sebagai produsen yang tergabung dalam Consumer Goods Forum 

menjadi aktor yang paling disorot oleh Greenpeace Indonesia dikarenakan tidak adanya 

komitmen untuk merealisasikan janji yang telah dibuat pada tahun 2013 guna mencegah 

rantai pasok kelapa sawit hasil deforestasi dan janji tersebut memiliki tenggat waktu untuk  

diimplementasikan paling lambat pada tahun 2020 (Greenpeace Indonesia, 2018). Wilmar 

International sendiri merupakan pemasok minyak kelapa sawit terbesar di dunia yang 

bertanggung jawab atas 40% perdagangan global dan aktor pertama yang mempublikasikan 

kebijakan No Deforestation, No Peat, No Exploitation Policy (NDPE). Wilmar International 

juga tidak hanya memperdagangkan minyak kelapa sawit dari produsen yang melakukan 

praktik deforestasi, tetapi juga Wilmar International menjadi rute utama ke pasar dari 

produsen-produsen tersebut. Hal tersebut terbukti dari pasokan minyak wilmar dimana 

sebanyak 80% dipasok dari pihak ketiga (Greenpeace Indonesia, 2018). 

Greenpeace Indonesia sebagai salah satu NGO yang berfokus pada isu lingkungan memiliki 

tujuan untuk menghentikan laju deforestasi hutan Indonesia dan lahan gambut yang hilang 

yang diakibatkan oleh masifnya industri kelapa sawit. Greenpeace Indonesia melakukan 

beberapa metode advokasi dimulai dari publikasi laporan terhadap suatu isu hingga 

konfrontasi langsung terhadap aktor targetnya. Salah satu manifestasi dari advokasi tersebut 

yaitu adanya sebuah kampanye anti deforestasi terhadap salah satu produsen terbesar minyak 

kelapa sawit dunia yakni Wilmar International. Wilmar International ditenggarai 

https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.9
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melakukan praktik deforestasi hutan Indonesia sebagai implikasi dari adanya kegiatan 

produksi minyak kelapa sawit yang dilakukannya. 

Wilmar International menyangkal tuduhan yang disematkan padanya. Tumanggor, 

Direktur PT. Wilmar Nabati Indonesia menyebutkan bahwa tuduhan tersebut tidak benar. 

Agar dapat mengimplementasikan komitmen Wilmar International dalam menerapkan 

kebijakan NDPE, maka Greenpeace Indonesia menuntut Wilmar International untuk 

mempublikasikan peta-peta konsesi guna mengetahui seluruh operasi dan memutus rantai 

pasok dengan produsen yang terbukti melakukan deforestasi. Namun, Wilmar International 

menyangkal bahwa hal tersebut tidak dilakukan karena publikasi peta konsesi memerlukan 

perizinan dari Kepala Daerah setempat dan menyalahi aturan jika tidak melalui aturan-aturan 

perizinan (Safitri, 2018).  

Karena Wilmar International tidak mempublikasikan peta konsesinya sebagai 

manifestasi komitmen kebijakan NDPE, maka Greenpeace Indonesia pun melakukan 

advokasi terhadap Wilmar International agar mengubah kebijakannya guna berkomitmen 

terhadap kebijakan NDPE. Advokasi yang dibangun oleh Greenpeace Indonesia ternyata 

mendapatkan respon dari Wilmar International. Wilmar International menggandeng 

Aidenvironment untuk memastikan bahwa kelapa sawit yang dijual oleh Wilmar International 

bebas dari deforestasi (Safitri, 2018). Aidenvironment merupakan konsultan independen yang 

berfokus pada isu perubahan iklim. Keputusan tersebut diambil karena adanya tekanan dari 

Greenpeace Indonesia yang kerap menuding bahwa pemasok sawit Wilmar International 

melakukan deforestasi hutan. Selain itu, Wilmar International juga berkomitmen pada akhir 

2019 akan menggunakan satelit guna memantau semua pemasok minyak kelapa sawitnya 

sehingga pemasok minyak kelapa sawit Wilmar International yang melakukan praktik 

Deforestasi akan mudah ditelusuri, termasuk peta konsesi yang belum tercantum (Greenpeace 

Indonesia, 2018). Hal tersebut menandakan bahwa gerakan yang dilakukan oleh Greenpeace 

Indonesia berhasil menekan Wilmar selaku produsen terbesar minyak kelapa sawit dunia. 

Greenpeace Indonesia sebagai NGO yang berfokus pada isu lingkungan tidak 

memiliki power yang cukup untuk bisa mengubah arah kebijakan dari Wilmar International. 

Oleh karenanya, Greenpeace Indonesia membentuk suatu jaringan advokasi yang bersifat 

transnasional guna menekan Wilmar International agar mengubah arah kebijakannya. 

Jaringan tersebut dapat membuat suatu aktor memobilisasi informasi secara strategis suatu 

isu guna membujuk, menekan, dan mendapatkan pengaruh dari organisasi lain serta 

pemerintah yang jauh lebih kuat dari aktor yang memobilisasi jaringan (Keck & Sikkink, 

1998). 

Untuk menganalisis strategi yang digunakan oleh Greenpeace Indonesia, maka 

peneliti menggunakan teori transnational advocacy network sebagai alat analisisnya. Teori 

ini menjelaskan tentang bagaimana suatu NGO melakukan pengorganisasian dengan 

membuat suatu jaringan yang terstruktur untuk menekan suatu aktor dalam pembuatan 

kebijakan. Cakupan jaringan yang dibentuk tidak hanya domestik, melainkan juga 

transnasional (1998).  Untuk menjalankan strategi ini, maka digunakanlah empat komponen 

strategi yaitu information politics, symbolic politics, leverage politics, dan accountability 

politics.  

Information politics merupakan strategi penggunaan data, riset, dan menganalisanya 

untuk dijadikan bahan advokasi dan kampanye yang suatu NGO lakukan dan k. Information 

politics juga merupakan suatu kemampuan untuk mentransfer informasi dengan cepat yaitu 

informasi politik yang memiliki kentungan dan memiliki kredibilitas yang dapat dipercaya 

dengan kata lain faktual. Symbolic politics merupakan kemampuan dalam memberikan suatu 

kesan yang kuat melalui simbol, aksi, ataupun cerita dimana nantinya dapat berguna untuk 

melukiskan, atau menggambarkan situasi ataupun tuntutan terhadap individu. Leverage 

politics yaitu strategi yang menggunakan jejaring dari pihak NGO yang dalam posisi lebih 
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lemah untuk mengajak partisipasi NGO yang lebih kuat pengaruhnya dalam proses 

menjalankan kampanyenya. Terakhir yaitu accountability politics dimana tujuan dari strategi 

ini adalah untuk mengikat komitmen dari aktor yang lebih kuat guna sepenuhnya 

menjalankan kebijakan atau prinsip-prinsip yang telah mereka nyatakan sebelumnya. 

Penelitian ini menggunakan Greenpeace Indonesia sebagai unit analisis dan Wilmar 

International sebagai aktor targetnya, terkait advokasi kasus deforestasinya diteliti dalam 

rentang waktu 2013 hingga 2018. Rentang waktu yang diteliti dalam penelitian ini dipilih 

karena advokasi yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia merupakan advokasi lanjutan 

dari advokasi sebelumnya dimana pada tahun 2013 Wilmar International sudah berkomitmen 

untuk menerapkan kebijakan NDPE pada Desember 2013. Namun, praktik deforestasi 

nyatanya tidak menemui perlambatan dan bahkan dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan hingga pada tahun 2018 Wilmar International kembali berkomitmen untuk 

menerapkan kebijakan NDPE.  

 

METODE PENELITIAN  

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Adapun teori penelitian kualitatif yang digunakan adalah metode penelitian 

kualitatif dengan pendekatan studi kasus (Cresswell, 2012) dan teknik pengumpulan data 

melalui wawancara kualitatif dan dokumen kualitatif (Cresswell, 2012). Dalam menentukan 

informan teknik purposive dan teknik snowball. Teknik Purposive adalah teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011). Sedangkan teknik Snowball adalah 

teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar (Sugiyono, 

2011). Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada pengurus Greenpeace 

Indonesia. Untuk mendapatkan kedalaman informasi mengenai jaringan yang dibentuk oleh 

Greenpeace Indonesia, maka peneliti memilih beberapa nama dari anggota NGO yang 

direkomendasikan oleh pengurus Greenpeace Indonesia. Selain itu, peneliti juga 

mewawancarai ahli hukum internasional dan hukum lingkungan guna menganalisis 

dokumen-dokumen komitmen kebijakan NDPE dari Wilmar International yang dirilis ke 

publik. Data sekunder diperoleh dari berita, literatur jurnal, buku, dan artikel. Melalui 

informasi-informasi tersebut, peneliti mengumpulkan data yang spesifik, menganalisis data 

tersebut untuk kemudian ditafsirkan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari penelitian 

ini. Data-data yang dimaksud seperti metode Greenpeace Indonesia menyebarkan informasi 

mengenai deforestasi yang dilakukan oleh Wilmar International, aksi-aksi yang dilakukan 

oleh Greenpeace Indonesia kepada Wilmar International maupun konsumennya, tekanan 

yang dilakukan oleh jaringan Greenpeace Indonesia terhadap aktor yang berkaitan dengan 

Wilmar International, hingga dokumen legal yang didapatkan oleh Greenpeace Indonesia 

sebagai jaminan untuk perubahan perilaku dari Wilmar International. Untuk memvalidasi 

data, peneliti melakukan triangulasi dan konsultasi dengan ahli. Triangulasi data dilakukan 

dengan membandingkan dan mengecek kembali kepercayaan suatu data yang diperoleh dari 

informan melalui berbagai sumber baik data. Waktu penelitian sendiri dimulai dari Februari 

2019 hingga September 2019. Sedangkan teknik analisis data dilakukan melalui tiga kegiatan 

yaitu reduksi data, data display, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Guna membentuk jaringan advokasi transnasional serta menekan dan memantau 

perilaku dari Wilmar International, Greenpeace Indonesia menggunakan strategi-strategi 

sebagaimana dijelaskan oleh Keck and Sikkink (1998) yaitu information politics, symbolic 

politics, leverage politics, and accountability politics. 
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Information Politics 

Information Politics dilakukan oleh Greenpeace Indonesia dengan menggunakan cara 

mempublikasi beberapa laporan yang dapat diunduh oleh publik pada laman resmi serta pada 

akun ofisial sosial media dari Greenpeace Indonesia. Laporan-laporan mengenai kasus 

deforestasi yang dilakukan Wilmar International dapat diakses pada laman resmi Greenpeace 

Indonesia.
1
 Dari laporan-laporan tersebut, Greenpeace Indonesia memberikan informasi 

bahwa Wilmar International menjadi aktor yang tidak hanya memperdagangkan minyak 

kelapa sawit dari produsen-produsen yang melakukan deforestasi, tetapi Wilmar International 

menjadi rute utama produsen-produsen kelapa sawit ke pasar global. 

Seluruh laporan yang dipublikasikan Greenpeace Indonesia mengenai kasus 

deforestasi yang dilakukan oleh Wilmar International merupakan hasil dari riset mendalam 

yang dilakukan oleh Tim Riset Khusus Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia. Tim riset ini 

melakukan investigasi mengenai rantai pasok untuk mengetahui dari mana saja Wilmar 

International mendapatkan minyak kelapa sawitnya hingga kepada siapa saja Wilmar 

International menjual minyak kelapa sawitnya. Dengan demikian, Greenpeace Indonesia 

mengetahui bagaimana hubungan antara Wilmar International dengan produsen minyak 

kelapa sawit lain serta hubungan antara Wilmar International dengan consumer brand 

terkenal. Dalam proses risetnya, Greenpeace Indonesia menggunakan prinsip scientific based 

dengan beberapa sumber data, di antaranya adalah data ofisial dari pemerintah karena 

kredibilitasnya sudah terjamin.
2
 Data dari pemerintah tersebut kemudian diolah dan 

diinvestigasi langsung ke lapangan sesuai dengan prinsip dari Greenpeace sendiri yaitu 

Bearing Witness atau menyaksikan langsung kejadian di lapangan serta mewawancarai 

langsung penduduk setempat yang merasakan dampak deforestasi dari perluasan perkebunan 

kelapa sawit.
3
 Selain itu, Greenpeace Indonesia mengunakan teknologi analysis mapping 

melalui GIS (Geographic Information System) Mapping. Data-data tersebut kemudian 

dipublikasikan pada laporan-laporan Greenpeace Indonesia yang dapat diakses publik dengan 

harapan bahwa publik mendapatkan paparan informasi yang cukup mengenai fokus isu yang 

diangkat Greenpeace Indonesia terhadap aktor targetnya yaitu Wilmar International, sehingga 

publik, termasuk NGO yang berfokus pada isu yang sama, diharapkan memiliki kesadaran 

terhadap isu yang cukup dan mendukung gerakan Greenpeace Indonesia terhadap Wilmar  

International.  

Internet sendiri merupakan jenis media yang cepat menjangkau publik serta murah 

(Keck & Sikkink, 1998), sehingga Greenpeace Indonesia memilih menggunakan internet 

sebagai medium untuk menyebarkan informasi mengenai deforestasi yang dilakukan oleh 

Wilmar International. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah 

memfasilitasi NGO untuk membangun basis jaringannya, sehingga mereka memperoleh 

power dari komitmen dan energi aktivis yang memiliki fokus isu yang sama (Mansell & 

Wehn, 1998). Oleh karenanya Greenpeace Indonesia dapat dengan lebih mudah menjalin 

jaringan dengan beberapa NGO yang memiliki fokus yang sama seperti Walhi (Wahana 

Lingkungan Hidup Indonesia), Sawit Watch, SPKS (Serikat Petani Kelapa Sawit), FWI 

(Forest Watch Indonesia), JPIK (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan), Madani 

Berkelanjutan, dan Yayasan Pusaka.  

Laporan-laporan yang Greenpeace Indonesia meliputi License to Kill (Greenpeace 

Indonesia, 2013) yang dikeluarkan pada Oktober 2013 menyebutkan antara tahun 2009 

hingga 2011 telah terjadi ekspansi secara besar-besaran perkebunan kelapa sawit yang 

mengakibatkan rusaknya habitat Harimau Sumatera dan laporan tersebut juga menyebutkan 

                                                
1 Dapat diakses di http://www.greenpeace.org/indonesia 
2 Annisa Rahmawati, wawancara pribadi, 15 Mei 2019 
3
 Ibid 
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adanya afiliasi brand besar terhadap Wilmar International. Under Fire (Greenpeace 

Indonesia, 2015) yang dikeluarkan pada November 2015 menyebutkan perusahaan-

perusahaan pemasok minyak kelapa sawit Wilmar International melakukan deforestasi 

melalui metode pembakaran lahan hutan dan menyebabkan dampak kesehatan yang masif 

terhadap masyarakat sekitar. Deadly Trade Off (Greenpeace Indonesia, 2016) yang 

dikeluarkan pada September 2016 melaporkan Wilmar International sebagai pemasok IOI 

disebut memiliki kegagalan sistemik dalam menjalankan kebijakan NDPE. Dirty Bankers 

(Greenpeace Indonesia, 2017) yang dikeluarkan pada Februari 2017 menyebutkan HSBC 

Holdings Plc sebagai penyedia jasa keuangan terbesar bagi produsen-produsen kelapa sawit 

pemasok Wilmar International melalui pinjaman serta fasilitas kredit lainnya. Moment of 

Truth (Greenpeace Indonesia, 2018) yang dikeluarkan pada pada Maret 2018 menyebutkan 

tidak adanya upaya transparansi yang memadai dari brand-brand besar dalam mengungkap 

rantai pasoknya guna mendukung kebijakan NDPE. Rogue Trader (Greenpeace Indonesia, 

2018) yang dikeluarkan pada Juni 2018 menyebutkan hubungan antara Wilmar International 

dengan Gama. Terakhir yaitu Final Countdown (Greenpeace Indonesia, 2018) yang 

dikeluarkan pada September 2018 menyebutkan Wilmar International menjadi aktor target 

yang disebutkan bertanggungjawab terhadap deforestasi hutan Indonesia dalam kurun waktu 

2013 hingga 2018 dan menunjukkan bahwa Wilmar International tidak berkomitmen 

menjalankan kebijakan NDPE yang telah disepakatinya sejak tahun 2013. Dari laporan-

laporan tersebut, Greenpeace Indonesia memberikan informasi bahwa Wilmar International 

menjadi aktor yang tidak hanya memperdagangkan minyak kelapa sawit dari produsen-

produsen yang melakukan deforestasi, tetapi Wilmar International menjadi rute utama 

produsen-produsen kelapa sawit ke pasar global. 

Laporan-laporan tersebut dipublikasi lewat internet tersebut menjadi rujukan NGO-

NGO lain untuk mengamplifikasi advokasi isu deforestasi yang diakibatkan oleh industri 

kelapa sawit ataupun isu deforestasi yang secara spesifik dilakukan oleh Wilmar 

International. Laporan tersebut menjadi acuan NGO-NGO lain untuk memonitor dari 

implementasi komitmen kebijakan NDPE yang dikeluarkan oleh Wilmar International 

maupun produsen lain hingga memonitor Wilmar International maupun produsen lain untuk 

menerapkan pengembangan kebijakan mapping platform guna melacak deforestasi di seluruh 

rantai pasoknya. Walaupun metode advokasinya berbeda dengan Greenpeace Indonesia 

dimana Greenpeace Indonesia menyasar market brand sebagai metodenya, namun NGO-

NGO tersebut merasa terbantukan oleh Greenpeace Indonesia dikarenakan informasi yang 

disebarkan oleh Greenpeace Indonesia dapat menambah referensi NGO-NGO dalam 

mengadvokasikan isu deforestasi akibat tata kelola industri kelapa sawit yang masih buruk.
4
 

Pada dasarnya information politics digunakan untuk membuat jaringan advokasi 

transnasional oleh Greenpeace Indonesia. Tujuan dari strategi ini adalah membentuk satu 

kesepahaman bahwa isu deforestasi yang dilakukan oleh Wilmar International perlu 

mendapatkan perhatian lebih oleh NGO-NGO lain. NGO-NGO ini memiliki satu 

kesepahaman dengan Greenpeace Indonesia bahwa industri kelapa sawit Indonesia perlu 

dibenahi, terutama perihal transparansi data konsesi kelapa sawit yang selama ini kerap 

menjadi masalah, dan hal ini juga menjadikan Wilmar International bermasalah.
5
 Selain itu, 

informasi yang disebarkan oleh Greenpeace Indonesia membuat NGO-NGO lain juga 

memiliki kesepahaman bahwa ekspansi hutan dan lahan gambut oleh perkebunan kelapa 

sawit harus dihentikan. Kesepahaman inilah yang membuat Greenpeace Indonesia beserta 

NGO-NGO lain seperti Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), Sawit Watch, SPKS 

(Serikat Petani Kelapa Sawit), FWI (Forest Watch Indonesia), JPIK (Jaringan Pemantau 

Independen Kehutanan), Madani Berkelanjutan, dan Yayasan Pusaka membentuk jaringan 

berupa koalisi dalam beberapa isu, semisal koalisi untuk meninjau dan perbaikan ISPO, 

                                                
4
 Teguh Surya, wawancara pribadi, 1 Juli 2019. 

5
 Ibid 
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koalisi untuk meninjau program restorasi gambut, hingga koalisi untuk mendorong adanya 

transparansi data konsesi kelapa sawit. Walaupun koalisi ini tidak ditujukkan langsung 

kepada Wilmar International, namun koalisi ini memiliki kaitannya dengan isu deforestasi 

yang dilakukan oleh Wilmar International, sehingga gerakan Greenpeace Indonesia dapat 

teramplifikasi dengan baik oleh koalisi-koalisi yang terbentuk.   

Dalam tahapan information politics, persebaran informasi yang dilakukan oleh 

Greenpeace Indonesia berbasiskan scientific based. Ketidakpastian data dan fakta adalah 

salah satu dimensi yang paling sering ditemui dari permasalahan lingkungan (Keck & 

Sikkink, 1998). Oleh karenanya, Greenpeace Indonesia menggunakan penggunaan teknologi 

mapping yang dipadukan dengan investigasi langsung ke lapangan serta penggunaan data 

dari pemerintah membuat riset-riset dari Greenpeace Indonesia memiliki kredibilitas yang 

tinggi. Basis tersebut membuat eskalasi advokasi yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia 

seperti kampanye dan lobi semakin kuat. Selain itu, penelitian dari peneliti Universitas 

Harvard dan Universitas Columbia terkait dampak dari deforestasi yang diakibatkan oleh 

perluasan perkebunan kelapa sawit menambah legitimasi dari Greenpeace Indonesia untuk 

mengadvokasi isu deforestasi yang dilakukan oleh Wilmar International (Koplitz SN, 2016).  

Greenpeace Indonesia menyadari, bahwa agar publik memiliki kepedulian dan respon 

terhadap isu yang digaungkan, maka diperlukan edukasi terkait perspektif moral serta data 

dan fakta yang bersifat scientific (Mate, 2001). Oleh karenanya, Greenpeace Indonesia 

memeberkan informasi mengenai tiadanya jaminan dari Wilmar International untuk 

menerapkan kebijakan NDPE dalam rantai pasoknya yang termanifestasi dari laporan-laporan 

mengenai analisis pemetaan terhadap lahan produksi Wilmar International serta perusahaan-

perusahaan pemasoknya. Selain itu, masyarakat hanya akan membeli produk-produk rumah 

tangga yang terbebas dari praktik eksploitasi lingkungan ketika mereka mendapatkan 

informasi yang kredibel. Kebanyakan masyarakat tidak memiliki akses informasi mengenai 

dampak lingkungan maupun sosial dari produk yang mereka beli (O'Rourke, 2005). Dengan 

demikian, Greenpeace Indonesia tampil untuk memberikan informasi alternatif yang kredibel 

mengenai produk-produk yang biasa dibeli oleh masyarakat, dengan harapan masyarakat 

dapat membeli produk yang produksinya memperhatikan aspek lingkungan. 

Agar mendapatkan simpati publik, Greenpeace Indonesia juga menggunakan narasi 

atau cerita dari dampak yang dihasilkan oleh deforestasi yang dilakukan oleh Wilmar 

International. Contohnya, Greenpeace Indonesia menggunakan narasi bahwa akibat adanya 

aktivitas perluasan perkebunan kelapa sawit, menyebabkan adanya penurunan secara 

signifikan populasi hewan langka, terutama Harimau Sumatera dan Orang Utan (Greenpeace 

Indonesia, 2013). Greenpeace Indonesia juga menggunakan narasi dampak dari metode 

deforestasi berupa pembakaran lahan yang mengakibatkan adanya kematian sebanyak 

100.000 jiwa dan ditenggarai disebabkan oleh penyakit pernapasan akibat kabut asap 

(Greenpeace Indonesia, 2018). Narasi-narasi tersebut digunakan karena apabila tidak ada 

contoh dampak yang memiliki efek yang nyata, maka para aktivis tidak dapat memotivasi 

masyarakat untuk melakukan penghentian praktik deforestasi (Keck & Sikkink, 1999). 

Dengan ada narasi tersebut, baik aktivis maupun orang yang sebelumnya tidak aware 

terhadap permasalahan deforestasi dapat memiliki awareness yang lebih dibandingkan 

dengan sebelumnya. Selain itu, guna membuat Wilmar International mau membuka dialog 

dan lobi dengan Greenpeace Indonesia, maka metode yang digunakan yaitu naming and 

shaming atau mempermalukan Wilmar International dihadapan publik.
6
 Data dan informasi 

mengenai deforestasi, rantai pasok, konflik agraria, hingga eksploitasi pekerja yang dilakukan 

oleh Wilmar International tersebut merepresentasikan strategi naming and shaming dari 

Greenpeace Indonesia. 

                                                
6
 Annisa Rahmawati, wawancara pribadi, 15 Mei 2019. 
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Persebaran informasi tersebut memiliki pengaruh yang cukup kuat, seperti misalnya 

persepsi publik yang mempengaruhi harga saham Wilmar International yang anjlok di pasar 

saham (Wihardandi, 2013). Selain itu, persebaran informasi mengenai deforestasi dalam 

konsesi di Gama, anak perusahaan Wilmar International, juga mengakibatkan pendiri Wilmar 

International Martua Sitorus dan Kepala Perwakilan Wilmar International untuk Indonesia 

Hendri Saksti mundur dari Wilmar International (Kabar Energi, 2018) (Daubach, 2018). 

Greenpeace Indonesia dengan strategi naming and shaming-nya berusaha memecahkan 

comfort zone dari Wilmar International melalui pemberian edukasi kepada publik mengenai 

permasalahan deforestasi yang dilakukan oleh Wilmar International. Greenpeace Indonesia 

menggunakan cara persuasi dan issue framing untuk memenangkan simpati publik dengan 

menggunakan kekuatan data dan informasi sebagai basis eskalasi advokasi yang dilakukan 

sehingga memiliki legitimasi yang cukup untuk menekan Wilmar International. Dengan 

demikian, gerakan yang diinisiasi oleh Greenpeace Indonesia dapat lebih masif berkat 

dukungan dari publik yang sudah teredukasi dan mengetahui data dan fakta mengenai 

deforestasi yang dilakukan oleh Wilmar International. 

Selanjutnya, untuk memecah comfort zone dari Wilmar International, Greenpeace 

Indonesia juga memeberkan data dan fakta mengenai rantai pasok dari Wilmar International 

hingga konsumen dari Wilmar International seperti Colgate Palmolive, Mondelez 

International, Nestle Oil, Procter & Gamle, Reckitt Benckiser, dan produk lainnya. Hal 

tersebut bertujuan untuk mempermalukan perusahaan-perusahaan yang terlibat aktivitas 

dagang dengan Wilmar International sehingga perusahaan-perusahaan tersebut dapat 

menekan Wilmar International melalui pemutusan hubungan dagang atau kerjasama dalam 

segala bentuk. Selain itu, Greenpeace Indonesia juga memeberkan data mengenai aliran dana 

dari Bank terkemuka agar dapat memutus aliran dana terhadap Wilmar International beserta 

perusahaan produsennya. Hal ini dilakukan agar Wilmar International berada pada posisi 

terdesak untuk melaksanakan tuntuan dari Greenpeace Indonesia yaitu menerapkan kebijakan 

NDPE. Taktik ini sesuai dengan model analisa dari Gritten dan Mola-Yudego (2010) yaitu 

Blanket Strategy dimana NGO melakukan tekanan terhadap pihak ketiga yang berkaitan 

langsung dengan aktor target untuk selanjutnya tekanan tersebut diteruskan oleh pihak ketiga 

kepada aktor target. 

Greenpeace Indonesia sebagai political entrepreneur dapat memobilisasi sumber daya 

informasi dikarenakan adanya struktur peluang politik di Indonesia. Kondisi politik suatu 

negara menjadi hal yang penting karena hal tersebut mempengaruhi keterbukaan akses 

informasi. Sejak beralihnya Indonesia ke sistem politik yang lebih demokratis, otomatis 

keterbukaan akses informasi menjadi ada dibandingkan pada masa dimana Indonesia 

memiliki sistem politik yang sentralistik dan tertutup. Struktur peluang politik menjadi salah 

satu variabel dinamika protes mengenai permasalahan lingkungan di Indonesia (Situmorang, 

2013). Karena akses informasi yang terbuka di Indonesia, Greenpeace Indonesia 

menggunakan media untuk memobilisasi masyarakat Indonesia dan global agar mengetahui 

isu deforestasi yang sedang berlangsung di Indonesia, dengan Wilmar International sebagai 

aktor utama yang bertanggungjawab terkait isu tersebut. 

Untuk mendapatkan perhatian publik, selain membagikan informasi perihal dampak 

nyata akibat deforestasi, juga perlu memperhatikan waktu yang tepat untuk membagikan 

informasinya sehingga mendapat perhatian dari publik (Keck & Sikkink, 1998). Namun, 

dalam tahapan information politics, hal yang belum dilakukan oleh Greenpeace Indonesia 

adalah mengemas informasi terkait deforestasi oleh Wilmar International dalam waktu yang 

tepat sehingga kurang mendapat atensi dari masyarakat Indonesia akan substansi yang 

berusaha ingin disampaikan. Sebagian masyarakat Indonesia menganggap bahwa informasi 

yang disampaikan Greenpeace Indonesia terkait Wilmar International adalah black campaign 

dan mengancam komoditas kelapa sawit Indonesia yang notabene merupakan salah satu 

penyumbang devisa terbesar dunia. Padahal, Greenpeace Indonesia telah menyatakan bahwa 
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apa yang dilakukan olehnya bukan merupakan bentuk dari gerakan anti sawit. Bahkan, 

Greenpeace Indonesia mengakui bahwa sawit merupakan komoditas penting untuk 

perekonomian Indonesia. Apabila Greenpeace Indonesia menyebarkan informasi pada saat 

waktu yang tepat, maka atensi publik akan meningkat sehingga mengamplifikasi pesan yang 

berusaha disampaikan.  

 

Symbolic Politics 

Symbolic Politics digunakan oleh Greenpeace Indonesia untuk menarik perhatian 

masyarakat sehingga dapat menggiring opini publik. Mereka menggunakan metode aksi 

kreatif agar masyarakat memiliki perhatian lebih terhadap isu deforestasi yang dilakukan oleh 

Wilmar International. Aksi kreatif juga merupakan bentuk untuk memperkuat laporan yang 

sebelumnya sudah dipublikasikan. Tujuan dari penggunaan metode ini seperti halnya 

kampanye pada umumnya yaitu bermaksud untuk mengubah pola pikir masyarakat ataupun 

perilaku seseorang untuk melakukan sesuatu.
7
 Melakukan sesuatu yang dimaksud yaitu untuk 

melindungi hutan Indonesia yang habis akibat perilaku deforestasi dari ekspansi perkebunan 

kelapa sawit. Untuk mendapatkan atensi sehingga masyarakat terinspirasi oleh pesan yang 

disampaikan oleh Greenpeace Indonesia maka prinsip seperti non-violent direct action 

dilakukan pada setiap aksi kreatifnya.
8
 Prinsip tersebut dilakukan oleh Greenpeace Indonesia 

agar dapat diintepretasikan dan diidentifikasikan dengan mudah bahwa kampanye yang 

diusung oleh Greenpeace Indonesia merujuk pada isu deforestasi yang dilakukan oleh 

Wilmar International dan pihak-pihak yang terlibat dengannya. Hal ini penting dilakukan 

mengingat seperti yang dikatakan oleh Keck & Sikkink (1998), bahwa kampanye perlu 

dilakukan oleh NGO melalui beberapa area yang simbolis atau menggunakan barang (item) 

yang dapat dengan mudah diingat dan diidentifikasikan oleh publik dengan isu dan kampanye 

yang sedang berlangsung.  

Aktivis membingkai masalah dengan mengidentifikasi dan memberikan penjelasan 

yang meyakinkan untuk peristiwa simbolik yang kuat, yang pada gilirannya menjadi 

katalisator untuk pertumbuhan jaringan. Interpretasi simbolik adalah bagian dari proses 

persuasi yang dengannya jaringan menciptakan kesadaran dan memperluas konstituensi 

mereka (Keck & Sikkink, 1998). Dengan demikian, aksi yang dilakukan oleh Greenpeace 

Indonesia dapat menjadi jembatan untuk mengamplifikasi jaringan dengan Greenpeace 

lainnya, terutama Greenpeace US dan Greenpeace Uni Eropa. Greenpeace Indonesia 

membangun koalisi dengan jaringannya di Eropa dan US tersebut agar terbentuk adanya 

kesepahaman dan saling mengerti untuk bekerja sama sehingga jaringan ini bisa menguatkan 

satu sama lain. Greenpeace Indonesia menyadari bahwa agar permasalahan lokal menjadi isu 

transnasional, maka hal yang perlu dilakukan oleh Greenpeace Indonesia yaitu menjalin 

hubungan dengan para juru kampanye yang bekerja pada masalah yang sama atau serumpun 

di daerah lain. 

Aksi kreatif yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia dianggap memiliki kreatifitas 

oleh NGO lain dengan sifatnya yaitu Kreatif dan Konfrontatif.
9
 Mereka memiliki mesin yang 

mumpuni untuk melakukan serangkaian aksi tersebut sehingga dapat menginspirasi NGO-

NGO lokal lain untuk melakukan aksi yang memiliki kreatifitas tersebut. Namun, Greenpeace 

Indonesia dalam melakukan serangkaian aksi seringkali di rasa eksklusif oleh NGO lain 

dikarenakan mereka jarang bahkan tidak melibatkan aksi-aksi kreatif yang kerap 

dilakukannya dengan koalisi yang sudah dibentuk sebelumnya seperti koalisi untuk meninjau 

dan perbaikan ISPO, koalisi untuk meninjau program restorasi gambut, hingga koalisi untuk 

                                                
7 Annisa Rahmawati, Wawancara Pribadi, 15 Mei 2019 
8 Ibid 
9
 Teguh Surya, Wawancara Pribadi, 1 Juli 2019 
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mendorong adanya transparansi data konsesi kelapa sawit.
10

 Hal tersebut terjadi dikarenakan 

aksi-aksi yang dilakukan memiliki resiko tinggi bagi keselamatan para juru kampanyenya, 

sehingga Greenpeace Indonesia tidak menyertakan NGO lain dalam aksi kreatifnya 

dikarenakan orang yang mengikuti aksi dari Greenpeace Indonesia memerlukan keahlian 

khusus. Untuk mengikuti serangkaian aksi tersebut, para juru kampanye perlu mengikuti 

pelatihan khusus dan harus lulus dalam pelatihan tersebut sehingga dapat dianggap layak 

mengikuti aksi. Aksi-aksi seperti memanjat gedung tinggi, pembentangan spanduk pada lahan 

konsesi, hingga penghentian bulldozer di area hutan merupakan beberapa contoh aksi yang 

memerlukan pelatihan khusus dikarenakanya sifatnya yang memiliki resiko tinggi. 

Selain dilakukan di Indonesia, Greenpeace Indonesia melalui jaringannya di Uni 

Eropa yaitu Greenpeace Unit Eropa melakukan aksi kreatif di Negara-negara Uni Eropa. 

NGO menggunakan jejaring advokasi transnasionalnya untuk menarik perhatian dan 

meningkatkan kesadaran akan isu yang diadvokasikan oleh NGO tersebut dalam 

kampanyenya (Keck & Sikkink, 1998). Kampanye lingkungan di daerah setempat mungkin 

gencar, inventif, dan terkadang berlarut-larut, tetapi NGO biasanya tidak dapat mewujudkan 

tujuan mereka karena pihak yang memiliki kekuatan untuk membuat keputusan yang 

mempengaruhi daerah setempat bukanlah NGO itu sendiri (Rootes, 2013). Oleh karena itu, 

Greenpeace Indonesia melalui jaringannya di Uni Eropa melakukan aksi di daerah yang 

pemerintahannya memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan Indonesia. Alasan aksi 

dilakukan di daerah Uni Eropa didasarkan pada dua hal, pertama kawasan Uni Eropa saat ini 

merupakan salah satu importir terbesar minyak kelapa sawit Indonesia, kedua sejak 4 April 

2017, Uni Eropa menerapkan peraturan non-tarif barang-barang impor, yakni resolusi yang 

dikeluarkan oleh Parlemen Eropa berjudul Palm Oil and Deforestation of the Rainforests 

(Kelapa Sawit dan Deforestasi Hutan Hujan) (European Union, 2017), dimana Parlemen 

Eropa merasa bahwa perlu adanya sistem audit dan pengawasan terhadap segala skema 

sertifikasi kelapa sawit sehingga kelapa sawit yang masuk ke Eropa sudah dijamin memenuhi 

standar perkebunan berkelanjutan. Sebelumnya, Indonesia sudah mengeluarkan skema 

sertifikasi untuk kelapa sawit yang dinamakan Indonesian Sustainable Palm Oil System 

(ISPO) sejak tahun 2011 yang memastikan bahwa kelapa sawit Indonesia memenuhi kriteria 

Good Agricultural Practices yang sesuai dengan prinsip sosial, ekonomi, dan lingkungan 

yang berkelanjutan (Pink, 2019). Namun, Uni Eropa belum mengakui ISPO sebagai 

sertifikasi yang menjamin kelapa sawit Indonesia memenuhi kaidah perkebunan 

berkelanjutan sehingga komoditas tersebut menjadi sulit untuk masuk ke pasar Uni Eropa 

(Ammurabi, 2019). Peraturan ini dimaksudkan untuk menyortir minyak kelapa sawit yang 

masuk ke Uni Eropa. Sebelum menerima minyak kelapa sawit, Uni Eropa akan terlebih 

dahulu memeriksa bagaimana kelapa sawit ditanam dan diproses. Ketika ada ketidaksesuaian 

terhadap mereka, maka pembelian akan dihentikan. Aksi yang dilakukan ini bertujuan untuk 

memicu perluasan isu deforestasi akibat ekspansi kelapa sawit kepada publik, terutama Uni 

Eropa dimana sejak 4 April 2017 mereka telah menerapkan kebijakan impor kelapa sawit 

yang harus diproduksi dengan cara-cara yang tidak merusak lingkungan. 

Inilah momentum yang dimanfaatkan oleh Greenpeace Indonesia untuk melakukan 

aksi kreatif terhadap Wilmar International di kawasan Uni Eropa. Pada November 2018 

Greenpeace Indonesia  melakukan aksi menaiki kapal tanker Stolt Tenacity yang berisikan 

minyak kelapa sawit Wilmar International dan dibawa dari kilang Wilmar International di 

Dumai, Indonesia. Aksi tersebut terjadi di Perairan Teluk Cadiz di dekat Spanyol. Para 

aktivis Greenpeace membentangkan spanduk bertuliskan “selamatkan hutan hujan kami” dan 

“hentikan produksi minyak kelapa sawit kotor” (BBC Indonesia, 2018). Respon dari Uni 

Eropa terhadap aksi yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia pun mendukung terhadap 

aksi tersebut. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Guerent, menyatakan bahwa 

aksi tersebut merupakan manifestasi dari kepedulian terhadap aspek keberlanjutan dari 

                                                
10
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komoditas kelapa sawit (Pramudyani, 2018). Bahkan, menurut Guerent, untuk mencegah hal 

serupa terjadi, kalangan industri harus menanggapi isu tersebut dengan serius. Berbeda 

dengan respon publik Indonesia, dimana pengusaha-pengusaha kelapa sawit Indonesia yang 

tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai bahwa aksi 

tersebut telah mengganggu kedaulatan Indonesia (Reily, 2018). Hal serupa pun dikatakan 

oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Republik Indonesia yang menyesalkan aksi tersebut 

dan menyebut bahwa apa yang dilakukan oleh Greenpeace tidaklah beradab (Bayu, 2018). 

 

Leverage Politics 

Dalam tahapan leverage politics, agar menjadikan sebuah isu dapat dinegosiasikan, maka 

hal yang penting dilakukan sebelum tahapan ini adalah bagaimana NGO menjadikan sebuah 

isu menjadi penting bagi masyarakat dengan menggunakan strategi information politics dan 

symbolic politics. Greenpeace Indonesia sebelumnya telah melakukan kedua strategi tersebut 

dengan baik sehingga dapat menstimulasi terbentuknya jaringan advokasi yang memiliki 

fokus isu yang sama yaitu deforestasi yang dilakukan oleh Wilmar International. Dengan 

demikian, power dari Greenpeace Indonesia teramplifikasi oleh jaringan yang dibuatnya 

sehingga cukup untuk menekan serta membuka jalan negosiasi dengan aktor yang lebih 

kuat—dalam hal ini yaitu Wilmar International. Kemudian, agar tekanan lebih masif 

dilakukan, maka jaringan ini tidak hanya menekan Wilmar International saja sebagai aktor 

target utama, tetapi juga menekan aktor-aktor lain baik yang berkaitan langsung maupun 

tidak berkaitan langsung dengan Wilmar International. Hal ini mengingat untuk membawa 

perubahan kebijakan, jaringan perlu menekan dan membujuk aktor yang lebih kuat. Dengan 

memanfaatkan aktor-aktor yang lebih kuat, jaringan ini mendapatkan pengaruh jauh 

melampaui kemampuan mereka untuk mempengaruhi praktik-praktik aktor target secara 

langsung (Keck & Sikkink, 1998). 

 Aktor-aktor yang lebih kuat yang dimaksud yaitu Consumer Brand yang notabene 

merupakan perusahaan yang dipasok oleh Wilmar International. Berdasarkan hasil riset dan 

investigasi yang dilakukan, Greenpeace Indonesia mengadakan pertemuan dan 

memberitahukan hasil riset dan investigasi yang ada. Laporan tersebut ternyata membuat para 

Consumer Brand terancam sehingga mereka mau membuka dialog dengan Greenpeace 

Indonesia. Kepada Consumer Brand, Greenpeace Indonesia meminta komitmen mereka 

untuk tidak menggunakan minyak kelapa sawit hasil deforestasi, termasuk dari Wilmar 

International. Hasil lobi ini menghasilkan adanya komitmen dari para Consumer Brand untuk 

menggunakan minyak kelapa sawit hasil non-deforestasi (Talocchi, 2014) (Mondelez, 2014) 

(General Mills, 2014) (Union of Concerned Scientists, 2014). 

Greenpeace Indonesia memilih menekan perusahaan-perusahaan besar yang 

merupakan konsumen dengan Wilmar International dikarenakan hal ini berpengaruh terhadap 

reputasi Wilmar International sebagai salah satu pedagang minyak kelapa sawit terbesar 

dunia. Reputasi Wilmar International dimata perusahaan-perusahaan konsumennya menjadi 

penting karena reputasi suatu perusahaan memiliki nilai moneter dan dapat menjadi bagian 

integral dari bisnis. Reputasi perusahaan memiliki nilai ekonomi seperti meningkatkan 

penerimaan pasar, memfasilitasi hubungan bisnis berdasarkan kepercayaan dan nilai, dan 

meningkatkan kemampuan untuk menarik investor serta konsumen ke perusahaan tersebut 

(Friman, 2015). Selain reputasi, Greenpeace Indonesia memilih menekan perusahaan-

perusahaan besar yang menjadi konsumen dari Wilmar International dikarenakan agar 

menarik perhatian masyarakat luas serta untuk memberikan dampak penekanan yang juga 

lebih besar kepada Wilmar International. Hal yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia 

merupakan manifestasi dari model analisa Gritten dan Mola-Yudego (2010) yaitu Blanket 

Strategy dimana NGO melakukan tekanan terhadap pihak ketiga yang berkaitan langsung 

dengan aktor target, dalam hal ini consumer brand yang menjadi konsumen dari Wilmar 
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International, untuk selanjutnya tekanan tersebut diteruskan oleh pihak ketiga kepada aktor 

target. 

 Selain itu, Greenpeace Indonesia juga menekan Uni Eropa melalui jaringannya di Uni 

Eropa. Greenpeace Uni Eropa sebagai jejaring dari Greenpeace Indonesia meminta Uni Eropa 

sebagai negara konsumen minyak kelapa sawit untuk memperhatikan produsen minyak 

kelapa sawit mana yang menggunakan prinsip perkebunan berkelanjutan sehingga Uni Eropa 

mengonsumsi minyak kelapa sawit yang diproduksi hanya dari negara yang menerapkan 

prinsip perkebunan berkelanjutan. Hal tersebut diperlihatkan dari pernyataan Sebastien Risso, 

Direktur Kebijakan Hutan Greenpeace di Uni Eropa yang pada tahun 2017 (Greenpeace 

European Unit, 2017). 

Dari pernyataan Risso terlihat bahwa tindakan nyata yang diinginkan oleh Greenpeace 

terhadap Uni Eropa adalah adanya regulasi yang bisa menjamin tidak adanya penggunaan 

minyak kelapa sawit yang tidak memperhatikan prinsip perkebunan berkelanjutan. 

Sebelumnya, Uni Eropa telah mengeluarkan resolusi yang dikeluarkan oleh Parlemen Eropa 

berjudul Palm Oil and Deforestation of the Rainforests (Kelapa Sawit dan Deforestasi Hutan 

Hujan) yang dikeluarkan pada 4 April 2017. Latar belakang resoulsi tersebut adalah Parlemen 

Eropa merasa bahwa perlu adanya sistem audit dan pengawasan terhadap segala skema 

sertifikasi kelapa sawit sehingga kelapa sawit yang masuk ke Eropa sudah dijamin memenuhi 

standar perkebunan berkelanjutan. Sertifikasi yang ada juga dirasa sifatnya tidak mandatoris 

dan mengikat terhadap produsen-produsen kelapa sawit sehingga Uni Eropa dirasa perlu 

untuk membuat regulasi yang sifatnya mandatoris dan mengikat. 

Pada tahun 2018, Greenpeace Uni Eropa juga mendesak Uni Eropa untuk melakukan 

tindakan nyata guna menanggulangi praktik Deforestasi global. Desakan ini mendapatkan 

respon dari Uni Eropa melalui pembentukan Arahan Energi Terbarukan (Renewable Energy 

Directive/ RED II) yang dituangkan dalam regulasi turunan (Delegated Act). Dalam regulasi 

tersebut, terdapat konsep Indirect Land Use Change (ILUC) dimana konsep tersebut 

menetapkan kelapa sawit sebagai tanaman yang memiliki resiko tinggi terhadap deforestasi 

sehingga tidak bisa digunakan untuk biofuel. Pelarangannya sendiri dimulai sejak tahun 2024 

dan akan berlaku total pada tahun 2030 (BBC Indonesia, 2019). Regulasi ini sebenarnya buah 

dari tidak transparannya data konsesi kelapa sawit di Indonesia. Respon pemerintah Indonesia 

untuk membuka data konsesi ini hampir selalu menolak (BBC Indonesia, 2019), sama seperti 

halnya Wilmar International yang selalu berdalih ketika diminta data konsesi oleh publik—

termasuk Greenpeace Indonesia. 

Sontak kebijakan RED II mengundang perhatian dari para stakeholders industri sawit 

Indonesia. Menurut Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia 

(Gapki) Tofan Mahdi, apabila tidak ada kebijakan yang sifatnya luar biasa yang dikeluarkan 

oleh pemerintah Indonesia, maka industri sawit nasional dalam bahaya (Redaksi Warta 

Ekonomi Online, 2019). Pemerintah Indonesia pun tidak tinggal diam. Bersama dengan 

Malaysia, Pemerintah Indonesia mengirimkan surat keberatan terhadap kebijakan tersebut 

(Friana, 2019). Sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar dunia, Indonesia dan Malaysia 

keberatan atas kebijakan tersebut dikarenakan dalam kebijakan RED II, kelapa sawit 

ditetapkan sebagai tanaman beresiko tinggi terhadap deforestasi. Hal ini ditambah dengan 

upaya Uni Eropa mencoba untuk membatasi penggunaan minyak kelapa sawit pada biofuel. 

Oleh karena sikap diskriminatif Uni Eropa terhadap kelapa sawit Indonesia, harga 

komoditas minyak kelapa sawit Indonesia di pasar global pun mengalami penurunan (BBC 

Indonesia, 2019) (Gumilar, 2019) (Susanto, 2019), yang turut juga berimbas pada pedagang-

pedagang kelapa sawit Indonesia, termasuk Wilmar International. Tidak hanya harga 

komoditas sawit yang turun, tetapi stakeholders sawit juga mengeluhkan adanya gejolak 

sosial dan ekonomi akibat sikap diskriminatif Uni Eropa. Menurut Sekretaris Eksekutif 

Jejaring Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sawit Indonesia (JAPBUSI) Nursanna Marpaung, Uni 

Eropa juga harus memperhatikan pekerja yang berada dalam sektor industri sawit (Suhendra, 

https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.9


86 - Journal of Political Issues Volume 1|Issues 2| Januari 2020 

Muhammad Arief Virgy, Yusa Djuyandi , Wawan Budi Darmawan: 
Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia  

Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International 

2019). Menurutnya, pekerja yang terlibat dalam rantai pasok sawit di Indonesia menyerap 

pekerja sebanyak 16,2 juta jiwa.  

 Strategi leverage politics merupakan manifestasi dari model analisa boomerang 

pattern dimana NGO menggunakan pihak ketiga yaitu jejaringnya di Uni Eropa dan menekan 

consumer brand yang memiliki power yang setara dengan aktor target (Keck & Sikkink, 

1998). Hal ini dilakukan karena ada blockage atau restriksi dari aktor target dalam merubah 

perilakunya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh NGO terkait. Dalam konteks ini, Wilmar 

International melakukan blockage terhadap Greenpeace Indonesia untuk berkomitmen dalam 

menjalankan kebijakan NDPE. Pada bulan Mei 2018, Greenpeace Indonesia meminta kepada 

25 kelompok dagang, termasuk Wilmar International, untuk mengkonfirmasi apakah mereka 

berkomitmen menjalankan kebijakan NDPE setelah sebelumnya pada November 2017 

Greenpeace Indonesia menunjukkan kepada Wilmar International beserta para pedagang 

kelapa sawit lainnya bahwa mereka melanggar kebijakan NDPE. Wilmar International 

beserta para pedagang kelapa sawit lainnya tidak menyatakan kesimpulan jelas bahwa ada hal 

yang tidak sesuai dengan prosedur NDPE. Sebaliknya, Wilmar International beserta para 

pedagang kelapa sawit lainnya mengklaim bahwa sistem NDPE telah berjalan dengan baik. 

CEO Wilmar International Kuok Khoon Hong, mengklaim bahwa Wilmar International 

selalu berada di jalur yang benar dalam mengimplementasikan kebijakan NDPE (Hong, 

2018). Bahkan, ketika masalah-masalah dalam konsesi-konsesi tertentu ditujukkan kepada 

Wilmar International, mereka tidak mau melakukan penyelidikan secara menyeluruh di 

semua konsesinya. Hal ini menunjukkan bahwa Wilmar International lebih memilih untuk 

tutup mata terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pemasoknya.  

 

Accountability Politics 

Setelah melalui strategi information politics, symbolic politics, dan leverage politics, 

aka strategi selanjutnya yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia yaitu strategi 

Accountability Politics. Menurut Keck and Sikkink (1999), Accountability Politics 

merupakan strategi untuk mengikat atau memperoleh komitmen dari aktor target untuk 

menjalankan perubahan kebijakan atau perilaku. Komitmen tersebut berbentuk dokumen 

legal tertulis untuk memastikan aktor target benar-benar melaksanakan perubahan kebijakan 

atau perilaku yang diinginkan oleh NGO terkait, karena komitmen dalam bentuk verbal atau 

lainnya tidak dapat memastikan pelaksanaan perubahan kebijakan atau perilaku sepenuhnya. 

Strategi ini digunakan Greenpeace Indonesia terhadap Wilmar International maupun 

consumer brand yang menjadi konsumen dari Wilmar International. 

Greenpeace Indonesia mengumpulkan dokumen tertulis dari komitmen Multi National 

Company tersebut untuk berhenti menggunakan minyak kelapa sawit hasil deforestasi 

(Talocchi, 2014) (Mondelez, 2014) (General Mills, 2014) (Union of Concerned Scientists, 

2014). Apabila kita melihat rilis-rilis dokumen tersebut menggunakan perspektif hukum, 

dokumen yang dirilis tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sehingga tidak dapat dijadikan 

sebagai alat bukti yang kuat. Sistem pembuktian hukum di Indonesia adalah sistem tertutup 

dan terbatas dimana para pihak tidak bebas mengajukan jenis atau bentuk alat bukti dalam 

proses penyelesaian perkara. Pembatasan kebebasan juga berlaku bagi hakim dimana hakim 

tidak bebas dan leluasa menerima apa saja yang diajukan para pihak sebagai alat bukti. 

Undang-undang telah mengatur secara tegas apa saja yang sah dan bernilai sebagai alat bukti 

(Harahap, 2012). Dalam pasal 164 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), menerangkan 

lima alat bukti yang digunakan dalam perkara perdata yaitu alat bukti tertulis, alat bukti saksi, 

alat bukti berupa persangkaan–persangkaan, alat bukti berupa pengakuan dan alat bukti 

sumpah. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), ada enam jenis alat bukti yang diantaranya yaitu  

keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan/atau alat bukti 
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lain termasuk yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan pelaksana 

dari HIR maupun UU PPLH tidak ada penjelasan lanjut mengenai press release atau joint 

statement bisa digunakan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum. 

Sedangkan dalam konteks hukum internasional, rilis-rilis yang dikeluarkan kepada 

publik merupakan bentuk moral obligation, dimana menurut Black’s Law Dictionary (1990), 

moral obligation merupakan Tugas yang hanya didasarkan pada hati nurani seseorang dan 

itu tidak dapat ditegakkan secara hukum. Hal ini menyebabkan Wilmar International beserta 

perusahaan rekanannya tidak memiliki keterikatan secara khusus dengan hukum dalam 

menjalankan komitmen kebijakan NDPE. Wilmar International beserta perusahaan 

rekanannya memiliki tanggungjawab kepada publik karena rilis yang dikeluarkan dinyatakan 

di publik.  

  

SIMPULAN 

Dalam penelitian studi kasus ini, kita dapat melihat interaksi antara aktor non-negara 

dengan aktor non-negara lain maupun organisasi regional dalam skala internasional. 

Greenpeace Indonesia menjalankan interaksi-interaksi tersebut dengan menggunakan empat 

strategi dari Keck and Sikkink yang dijelaskan sebelumnya sebagai bentuk dari political 

move. Aktor-aktor non-negara maupun organisasi regional ini merupakan aktor-aktor 

internasional, seperti perusahaan multinasional pelanggan dari Wilmar International hingga 

Uni Eropa. 

 Dari keempat strategi dari teori Jaringan Advokasi Transnasional, dapat disimpulkan 

bahwa Greenpeace Indonesia telah secara optimal membentuk jaringan advokasi 

transnasional di negara-negara yang memiliki concern terhadap isu lingkungan seperti 

Greenpeace US dan Greenpeace Uni Eropa lewat strategi Information Politics, Symbolic 

Politics, dan menekan Wilmar International lewat strategi Leverage Politics. Akan tetapi, 

dalam membangun jaringan advokasinya dengan NGO lingkungan lokal seperti Walhi 

(Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), Sawit Watch, SPKS (Serikat Petani Kelapa Sawit), 

FWI (Forest Watch Indonesia), JPIK (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan), Madani 

Berkelanjutan, Yayasan Pusaka, hanya strategi information politics yang optimal dilakukan 

oleh Greenpeace Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh eksklusifitas dari Greenpeace Indonesia 

dalam setiap aksinya dan jejaring yang sudah besar di lingkup transnasional sehingga 

Greenpeace Indonesia melakukan tekanan melalui jejaring yang sudah ada tanpa perlu 

membangun jejaringnya dari awal. Sedangkan untuk strategi Accountability Politics, dapat 

dikatakan bahwa Greenpeace Indonesia tidak optimal menggunakan strategi ini dalam kasus 

isu deforestasi hutan Indonesia yang dilakukan oleh Wilmar International pada kurun waktu 

2013 hingga 2018. 

 Guna membantu gerakan Greenpeace Indonesia dan NGO lingkungan lainnya 

lebih masif, maka persebaran informasi yang dilakukan harus memperhatikan momentum 

yang tepat sehingga gerakannya dapat teramplifikasi dan dapat memiliki tekanan yang lebih 

kuat sehingga dapat mendesak aktor target. Berikutnya, guna dapat mengikat aktor target 

untuk berkomitmen menjalankan kebijakan yang diinginkan oleh suatu NGO, maka 

Greenpeace Indonesia atau NGO lingkungan lainnya perlu mendapatkan bukti komitmen 

berupa dokumen legal yang memiliki kekuatan hukum mengikat sesuai dengan yuridiksi 

masing-masing. Selain itu, Greenpeace Indonesia atau NGO lingkungan lainnya perlu 

memperhatikan inklusifitas dari setiap gerakan yang dilakukan sehingga gerakannya dapat 

teramplifikasi dengan baik. Dalam setiap advokasi yang dilakukan oleh NGO, corak 

konfliktual tidaklah selalu cocok pada setiap aktor target dan konstelasi politik tempat NGO 

bersangkutan beroperasi, sehingga ke depannya NGO perlu mengidentifikasi karakteristik 

dari aktor target beserta konstelasi politik tempat NGO bersangkutan beroperasi. 
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ABSTRACT 

Abstract. Margaret E. Robert book builds on a foundation of the basic law of 

economy which is the relationship between supply and demand. She argues that 
censorship Chinese government censorship has violated free market law. In her book, 
she specified three mechanisms of censorship; fear, friction, and flooding (Roberts 
2018). She explained in detail how Chinese’s people reactions toward the censorship 
in chapter four, five and six. In this paper, I challenged Roberts idea that fear is not 
part of the censorship mechanism. I have two arguments; first fear is emotion it needs 
stimuli to appear. Second fear and curiosity are motivation behind information 
seeking. Fear appeared from negative experience while curiosity appeared from 

positive outcomes. Fear is part of information behavior, it works like a brake system 
(Heinstrom 2010). Through fear, the disappointment and punishment will be 
evaluated by individuals to decide the next move. Fear is something dynamic, as time 
evolve it creates sensitivity, but it does not stop the basic need of information. 
American astronaut Thomas P. Stafford mentioned that evolution made us the 
ultimate learning machine, and the ultimate learning machine needs to be oiled by 
curiosity (Stafford 2012). At the end of my paper, I suggested Roberts to consider 
using word threat as one of censorship mechanism rather than fear. 
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INTRODUCTION  
Beside 14

th
 Dalai Lama Tenzin Giatso, Liu Xaiobo is the only Chinese’s people that 

had received Nobel for peace category. He accepted the prestigious award for his 

achievement against injustice in China without violent (Nobel 2010). One of his speech on 

the Nobel prize was  

Freedom of expression is the foundation of human rights, the source of humanity, and 

the mother of truth. To strangle freedom of speech is to trample on human rights, stifle 

humanity, and suppress the truth (Nobel 2010).  

 

Liu Xaiobo died on 13 July 2017, after his death Chinese government censored his 

name from the internet. We can hardly find information regarding Liu Xaiobo in Chinese 

media. If Liu Xaibo is still alive at the present, he will be disappointed on how pervasive 

censorship in Chinese media.  

Tracing back to China’s censorship is like tracing back to ancient China when 

Confucius taught 苛政猛于虎也 which means “an oppressive government is fiercer and more 

feared than a tiger” (Zin 2008). This idea later developed by China’s government to control 

the public and justify the censorship. This notion best described by Tsai opinion that since 

2008  

Public access to network information becoming increasingly easier, the CCP has found 

that the old means of controlling public opinion, such as covering up, delaying, deleting 

and suppressing information, are gradually losing their efficiency. On that basis, in 

addition to continuing to delete posts, the CCP has developed more numerous and 

sophisticated procedures of control (Tsai 2016, 5–6) 

Accordance with Tsai, Creemers illustrated that “the central element of the leadership’s 

control strategy is to enhance society’s legibility” (Creemers 2017, 95) 

 

China’s cybersecurity law was promulgated in 2016 and actively enforced in June 

2017. According to Max Parasol China’s government needed the law to protect the online 

industry, informatization, to enhance efficiency and counter economic advancing problems 

(Parasol 2018), but the law was arguable as an attempt to increase the internet censorship. 

Even though the law emphasizes on data protecting but rise tension on cyber sovereignty 

especially in freedom of speech, nevertheless the law provides a legal framework for the 

Chinese government to confirm the censorship (Qi, Shao, and Zheng 2018). 

The Chinese government contends it is necessary to promote internet surveillance in 

order to monitoring illegal behavior (Wang and Hong 2010). With a tighter online censorship 

China has created a communication crisis which generates negative sentiment from its public  

(Cheng 2019).   

Conflicting finding shows by Jia Lu et al by saying  

the Internet censorship and the Internet participation reject the simplified position that 

political trust is strengthened by the Internet censorship and the Internet participation, 

which is based on the cultural theory and the institutional theory (Lu, Qi, and Yu 2019, 

7)  

 

They argue that with massive information on the internet people seek for certainty, 

therefore, they turn to traditional authorities with more familiar and trustworthy information. 

Jia Liu et al research broad us to debate, cause many Chinese people to prefer to jump the 

great wall of China. We can find numerous scholars providing evidence on how freedom of 

speech activist and common people modifying the search engine and circumventing the 

censorship tools (Bradbury 2011; Fu and Karan 2015; Shirazi 2012; Yang and Liu 2014).  

Internet censorship has profound social implication. Internet expected to create a public 

sphere, “people’s discussion, expression of emotions and opinions as a type of online 
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collective action” (Chen 2015, 285). A space to interact, express yourself and communicate 

with others. Communication provides exchange opinions, thoughts, and meanings it is part of 

human rights standards (Sen 2015).  

Chinese weiguan is a great example of how Chinese’s people practice citizenship, 

people participation in expressing emotion and opinion as part of people interaction in 

supervising governmental power (Xu 2015). Weibo is one of the examples, Weibo as a tool 

to develop new ways to connect and engage on social issues. Chinese citizen become aware 

of and engage in social problems thanks to the circulation of information on Weibo, and they 

are also able to share their views and concerns with others (Svensson 2016, 50).  

Conversely, Chinese government endeavor to limited Chinese people communication, 

it will violate the basic law of supply and demand as argued by Roberts.  One of prominent 

scholar in Chinese censorship discourse is Margaret E. Roberts. This paper focused on 

Roberts (2018) book Censored: Distraction and Diversion inside China’s Great Firewall. 

According to Roberts there are three mechanisms in censorship which are fear, friction and 

flooding.  

This paper will analyze Roberts contention on the mechanism especially in fear. In my 

argument fear is not part of the censorship mechanism, fear is the effect from the censorship. 

I will use curiosity as a counterargument. Curiosity can drive people to seek an answer and 

truth. Fear was created by the Chinese government from the coercive power owned by the 

authoritarian regime, it’s not only applied for the freedom of speech activist on the internet. It 

can occur in any circumstances which potentially against government policy. In order have a 

clear discussion I will use Roberts book to answer these two questions:  

1. To what extent the Chinese government can hinder the information seeking process as 

part of human basic need?  

2. Can fear, friction, and flooding stop people from being curious about information? 

In addition to the introduction, a brief outline of Roberts’s book presented in part two. 

Part three contains critical analysis, in this section, I will confront Roberts ideas on 

censorship mechanism. Final part remark with the conclusion and respond to this paper 

research questions.  

 

BRIEF OUTLINE OF ROBERTS’S BOOK 
Censored: Distraction and Diversion inside China’s Great Firewall is Margaret E. 

Roberts first book. Her book published in 2018. Besides the book, she has published 19 

publications in various journals. The book contains seven chapters: introduction, a theory of 

censorship, censorship in China, reactions to experience with censorship, the powerful 

influence of information friction, information flooding: coordination as censorship, the 

implication for a digital world, and she provided an extra chapter for the appendix.  

In the first chapter, she introduced the overview of the book, her findings, how she 

designed dan presented the book. She suggested future study to extend her findings especially 

in the impact of censorship toward democracy. Before explaining the censorship mechanism 

in detail in chapter four, five, and six she explains the context of her research in chapter two. 

The theoretical background of her research and a brief explanation on fear, friction, and 

flooding. Chapter three is the context of censorship in modern China started under Mao 

regime before the internet. In the second part, she described when China begins censorship on 

the internet.  

Chapter four, chapter five and chapter six are the most alluring part of her book. In 

these parts, she explains in detail step by step the mechanism of censorship with the empirical 

evidence. However, compare with fear and friction, flooding is not too lengthy in term of 

pages numbers and she used secondary data for the empirical findings. Maybe this is related 

to her argument that flooding is the least identifiable censorship compare with other forms of 
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censorship. Chapter seven is implication of her research theoretically, empirically and 

methodologically. She appealed China case important to the larger context since China case 

can be happened in other countries. 

 

CRITICAL ANALYSIS 
This paper focused on part four, five and six of Roberts book about the mechanism in China 

censorship. In depth, my paper will discuss mainly on Roberts first mechanism which is fear. 

Compare with two other forms of mechanism friction and flooding, fear does not seem as a 

tool or mechanism. In my opinion fear is the impact of the censorship. When netizen access 

or discuss a sensitive issue on the internet, the government will give disincentive and the 

disincentive will create fear. It seems the mechanism itself is the punishment. Before 

discussing further about fear, I will quote some definition of fear, friction and flooding from 

Roberts book. Later I will demonstrate my arguments. “The first way that censorship 

operates—fear—affects the flow of information by deterring the media or individuals from 

distributing, analyzing, collecting, or consuming certain types of information” (Roberts 2018, 

41–42). 

My defense why fear is not considered as a mechanism, first I will start with the definition of 

fear. According to Webster, fear is  

an unpleasant often strong emotion caused by anticipation or awareness of danger; an 

instance of this emotion; a state marked by this emotion; anxious concern: Solicitude; 

profound reverence and awe especially toward God; reason for alarm: Danger (Merriam 

Webster Incorporated 2015).  

 

Another definition from Cambridge fear is  

an unpleasant emotion or thought that you have when you are frightened or worried by 

something dangerous, painful, or bad that is happening or might happen; to 

be frightened of something or someone unpleasant (Dictionary 2019).   

 

And one more definition from Collin dictionary  

Fear is the unpleasant feeling you have when you think that you are in 

danger;a feeling of distress, apprehension,or alarm caused by impending danger, pain, 

etc.; a cause of this feeling; awe; reverence; concern; anxiety; possibility; chance; to 

be afraid (to do something) or of (a person or thing); dread; to be sorry: used 

to lessen the effect of an unpleasant statement;to feel anxiety about something (Collin 

2019).  

 

My understanding about fear from the three resources, fear is a consequences or 

reaction or emotion on something will happen or already happen to someone, my objection is, 

it means fear is not action or activities. Mechanism refer to process or technique or operation 

or action. Roberts herself mentioned that fear- affects the flow of information by deterring. 

We can emphasize the word affect in her own definition. Therefore, by categorizing fear into 

one of the censorship mechanisms it means fear need to be action or activity.  

Consider Roberts explanation on fear in “Censorship through fear is based 

fundamentally on the awareness of the punishment that can be expected if the collection, 

production, or consumption of particular types of information is carried out”(Roberts 2018, 

44). From her explanation, the activities she refers in the mechanism is the punishment. Prior 

to this description, she mentioned  

Censorship through fear functions by dissuasion—by prohibiting the expression of or 

access to information and articulating its punishment so that citizens are discouraged 

from doing so (Roberts 2018, 44)  
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The activity she implies in the sentences is the prohibiting of the expression and 

articulation of punishment. Which mean fear is a result of the prohibiting of the expression 

and articulation of punishment. Roberts described that censorship can influence the looking 

for information  

Information-seeking behavior simply by inconveniencing them, without interfering so 

much to cause widespread public backlash. Small costs of access, not draconian 

punishments or sophisticated manipulation can have huge effects on the behavior of the 

majority(Roberts 2018, 13).  

 

I want to elaborate Roberts argument on information seeking behavior and 

information need to furthermore propose that fear can stimulate curiosity and does not stop 

people in the information seeking behavior. Information need is the motivation for 

information seeking behavior. Based on Andretta description that  

the information needs or ‘knowledge void’ starts the research process, determining the 

relevance and appropriateness of the information sought to the study of a particular 

field of knowledge, and the types of sources where this information can be found 

(Andretta 2012, 93).  

 

In consequences, information need will generate people on their information seeking 

behavior. “The information seeking behavior is considered as human behavior to search for 

information in purposeful way to find the gap. This behavior is sometimes very undefinable” 

(Maamiry 2016). Nowadays information is basic of human needs. “…the right to information 

and universal access to information…” is consider as basic human right (Sen 2015, 2814). 

According to Taylor, there were four levels in questioning information. The first level 

is the visceral need, is the actual but unexpressed need for information. The second level is 

the conscious need, the conscious, within brain description of the need. The third level is the 

formalized need, the formal statement of the need and last the compromised need, the 

question as presented to the information system (Taylor 1968, 182). Chinese people can be 

considered at the fourth level as they are questioning the information level. To back up my 

argument we can look at Daniela Stockmann research. She describes media credibility is 

important because it contains two thing expertise and trustworthiness. 

Credibility means the news is unbiased, accurate, fair, to tell the whole story. 

Furthermore, Stockmann divided media into the official and non-official newspaper, the 

official paper representing the government’s opinion while nonofficial paper close to 

ordinary people.  

Even though the official paper considers as a government mouthpiece, people still want to 

read the news because they need the information, as Stockmann said less information better 

than no information at all (Stockmann 2013).  

Moreover, the utility of information is the basis of information seeking in Stockmann 

argument. Individuals seek inconsistent information if (1) the source is believed to be of low 

quality can therefore easily to be refused, (2) inconsistent information believed to be useful in 

future (Stockmann 2013, 186). As we can see from Stockmann research Chinese people 

questioning the sources of information especially from the official media, but they rather read 

the official media foremost the news about the foreign affair as they believe it will be 

beneficial in the future.  The other two censorship mechanisms constructed by Roberts were 

friction and flooding.  

Friction, the second type of censorship, acts like a tax on information by directly 

increasing the costs of distribution of and access to information, diverting the media 

and individuals away from censored information. If information is simply more costly 

to collect, analyze, or distribute, even if there are no punitive costs of accessing or 
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distributing that information, individuals and the media will be less likely to come 

across it or distribute it (Roberts 2018, 42).  

 

While “Flooding, the last type of censorship, vastly decreases the costs of particular 

information in order to increase the relative costs of competing information. Flooding can 

influence the media by presenting them with cheap, prepackaged, easy-to-publish 

information” (Roberts 2018, 43). 

When Roberts illustrates how Chinese people decide jumping the great wall for a 

piece of information using VPN is a great example on how fear and friction affect people 

behavior on the internet, but it does not stop people in seeking the information. What is 

driving people from seeking information despite it can cause them into trouble and the cost is 

not cheap. Based on (Yang and Liu 2014) research netizen motivation in bypassing Chinese 

great wall are entertainment need, information seeking, and social need. Moreover, Jannica 

Heinstrom wrote a book entitled “From Fear to Flow” the book was published in 2010. Her 

main argumentation was “the interaction between personality and information behavior is 

thus one distinguished by predictability and consistency as well as variability and change” 

(Heinstrom 2010, 177). There are five personality traits analyse by Heinstrom, and every 

personality trait acts differently in term of the interaction with information. Shortly she 

describes it in the table. 
 

Table 1 

Heinstorm Overview of Mechanisms Trough Which the Five Factor-model Personality Traits Influence 

Information Interaction 

Personality Trait Attidue Goal Strategy 

Opennes Curious Discovery 
Flexible and 

Explorative 

Conscientiousness Determined Accompishment 

Persistent 

and Goal - 

Oriented 

Extrovesion Energetic 
Problem-

solving 

Spontaneous 

and Social 

Agreeableness Trusting Harmony 
Invitational 

and Reliant 

Negative 

Affectivity 
Worrying Reassurance 

Frenetic or 

Avoiding 

Source: Heinstrom 2010, 177 

 

By developing how individuals react to the internet interaction we can understand on 

how individuals respond on legal deterrence, intimidation, and reward as part of fear. Roberts 

explained in chapter four that specific targeted of fear are activist, public opinion leaders, 

journalist, the more influential people the more credibility threatening. The government does 

not target individual social media user, as they shielded by the masses. She also provided 

evidence on matched pair design in Weibo scope project.  

A netizen who experienced censorship and have they post deleted forming two groups 

of information behavior, the first group is rebellion and the second group is self-censorship. 

We can explain these two reactions by Heinstrom information interaction. The individual 

belonging to rebellion group can be considered people with openness, conscientiousness, and 

extroversion personality traits. While the self-censorship group can be included in 

agreeableness and negative affectivity personality traits.  

Further Heinstrom explained when individuals encounter with the possible menace it 

will trigger behavioral inhibition system or BIS. “The BIS is an inhibiting mechanism 

designed to protect the organism from misfortunes. It develops through fear, previous 

disappointments, and punishment, and works like an automatic brake function” (Heinstrom 

2010, 80). Generally, all living things tend to be more reactive to negative stimuli compared 
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to positive or neutral stimuli as it is part of the survival mechanism. With fear, human will 

learn to process the source of anxiety and carefully react to the threat.  

As different personality traits will react differently. People with openness trait when 

faced with a threat, they will most likely be seeking for more information to avoid the 

misfortunes. While people with negative affectivity most likely avoiding that kind of 

information seeking and possibly terminate the interaction. Dealing with openness people, 

fear might be not a good option of censorship. Flooding can be a better alternative in facing 

with openness individuals, it can influence reaction because netizen with openness trait will 

easily distract.  

Distraction is a clever and useful strategy in information control in that an argument in 

almost any human discussion is rarely an effective way to put an end to an opposing 

argument. Letting an argument die, or changing the subject, usually works much better 

than picking an argument and getting someone’s back up (King, Pan, and Roberts 2017, 

32).  

 

I will return to Roberts central argument that censorship violated the supply and 

demand law. In her research, Roberts treat government as the producer and netizen as the 

consumer. A different point of view delivered by Rongbin Han (Han 2018), whereas Han 

treat netizen as consumer as well as producer. The main actors in Roberts research are 

government and netizen, Han introduces intermediary actors which are the internet service 

and content provider.  As comparison, I will illustrate the different approach between Roberts 

and Han discussion from my perspective. I do apologize if my illustration is an 

oversimplification of Roberts and Han complex books. 
Figure 1 

Roberts Books Overview 

 
 

From the illustration Roberts attempt to describe that censorship will influence the balance of 

the supply and demand, censorship placed in porous of the internet. As many porous were 

closed will cause a blockage. The blockage in the short period might not seem harmful, but in 

the long term, the blockage can cause serious damage like protest or demonstration from 

society in China. Now we can compare how Han perspective toward the censorship, although 

in Han book does not emphasize the censorship but people expression toward state control on 

the intermediary actor. 
Figure 2 

Han book overview 
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Han describes netizen as consumers and producers in chapter three “the Party-state 

and intermediary actors are not the only players in the struggle over control of online 

expression, however. After all, netizens are the ultimate targets of state censorship, both as 

consumers and producers” (Han 2018).  

With netizen act as producer and consumer, we can expand our understanding of the 

information behavior. Despite netizen produce of content is a reaction against state control on 

the intermediary actor by placing netizen as a producer it can rebut Roberts argument on the 

blockage of supply and demand law because netizen can be served as abundance resources. 

Fear related to negative emotion. People experienced fear when they are facing 

stimuli that triggered fear. Moscovitch illustrates a model of the fear stimulus and 

functionally in figure 3. 

 
Figure 3 

Moscovitch model of the feared stimulus and functionally related clinical sequelae in social anxiety 

 

 
Source: (Moscovitch 2009, 125) 

 

Conversely, curiosity associated with a positive experience (Maner and Gerend 2007). 

Curiosity in information seeking behavior were often juxtapose with fear. Curiosity drive to 

filling the information gap by seeking information, while fear might withdraw people from 

find information in order to protect themselves. Information and communication technology 

can be tools to fulfill people curiosity for novel experience (Yu, Lin, and Liao 2017). 

Chinese people behavior on information seeking can be driven by both fear and 

curiosity. Using fear, the authoritarian regime has created the uncertainty in the online media. 

The reaction might be positive and negative as mentioned by Mishel “reaction to uncertainty 

may also develop over time, so that a positive uncertainty may develop into fear if something 

unsettling is discovered, and negative uncertainty again may turn into hope when new 

information positively reframes the experience” (Heinstrom 2010, 154). By comparing fear 

and curiosity, we know that fear and curiosity is motivation behind the information seeking 

but with different preference. Since fear is part of information seeking motivation, I proposed 

that fear is not part of the censorship.  

Interestingly, Roberts colleague Jennifer Pan (Pan 2016), wrote about the market 

dynamic in internet censorship in 2016. In the article, Pan has mentioned before Han that 

individuals can act as a broadcaster. In her paper, Pan described two types of censorship 

which are content removal and content blocking. The content blocking considered to be less 

effective than content blocking. Pan compare 96 countries on the censorship, she compared 

the reaction of the intermediary actor which is the social media provider and search engine.  

Her primary argument is most authoritarian regimes cannot duplicate Chinese 

censorship because four reasons, first other authoritarian countries cannot import Chinese 

social media, second most of the authoritarian countries cannot create their own content 
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provider and foster the content provider. Third, other authoritarian countries cannot force the 

content provider to comply to the government like Chinese does and last, can other 

authoritarian countries decide to disconnect with the western (mostly United States) content 

provider like Google, Twitter, Yahoo.  

Inline, with Pan discussion Ya-Wen Lei describe the CCP effort in controlling the 

Chinese market.  

At the same time, CCP leaders’ goal of developing the economy also required that they 

emphasize the law’s role as an instrument to enable and advance the “commodity 

economy,” later termed the “socialist market economy” by Deng Xiaoping. To enable 

this transition from a socialist planned economy to a socialist market economy, and to 

join the global market economy, the party- state enacted civil laws— the general part of 

private law— and economic laws to delineate properties, while also governing market 

transactions”(Lei 2018, 45–46). 

 

Jennifer Pan shows that market is an important component in understanding 

information behavior. Chinese is the biggest internet market. Business competition among 

internet corporation is not the main highlight in Chinese digital discourse. The United States 

corporation like Google, Facebook, Yahoo, Youtube, Twitter knows to have dominated 

across many countries. Therefore, when pragmatist government like China meet the 

pragmatist local internet cooperation like Baidu and Weibo it is easy to make the local 

cooperation to comply with the government regulation.  

It is a mutually beneficial exchange; China government provide the market and protect 

the market by blocking western company entering the China market. Meanwhile, the local 

company smoothly obey the regulation and operate the censorship. What happens in China 

internet market showing the weakness of the free market system. That the system is not 

necessarily beneficiary without government interference. This evidence contrastingly can 

challenge Roberts foundation supply and demand. 

 

CONCLUDING REMARKS 
In this part, I summarized the answer to my research question. First, the Chinese 

government can vague the communication process by censorship especially with friction and 

flooding. Chinese government effort to obstruct the information was illustrated like water 

flow. "It is like a water flow — if you block one direction, it flows to other directions, or 

overflows" (James 2009). However, information seeking drive by information need, and 

information is part of human basic need. Chinese people prefer to have less information 

rather than no information at all, nonetheless, the resource of information is not credible 

(Stockmann 2013). Regarding my second question can fear, friction and flooding stop people 

from being curious about information? The answer is no. Information leads to an answer and 

truth. As long Chinese people quest for the truth, any censorship mechanism cannot stop 

them on searching for information. This paper encounter Roberts ideas on fear as a form of 

censorship for two reasons. First fear is emotion it needs stimuli to appear. Compare with 

other two other mechanisms which are flooding and friction, fear does not seem as an 

activity. Second fear and curiosity have the same level in drive people for information 

seeking. Therefore, fear is the motivation behind the censorship mechanism, not as a 

mechanism itself. My suggestion, Roberts can consider using word threat instead of fear. 
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ABSTRACT 

ABSTRACT, This article aims to elaborate an empirical study on the role of the 
FKPT (Coordintaing Forum on The Eradication of Terrorism). This article is based 
on an assummtion that the FKPT is a vital agent hoped to play a significant role of 
dradicalisation. The study was conducted to proof as to wether this assumtion is right 
or wrong by observing the performaance of this agent. In addition to study of its 
performance, the article also focuses on the issue of deradicalisation on the assumtion 

that it is program that the FKPT should play its role. Any affort to eradicate terrorism 
should only be efficient through a work of deradicalisation. The essence of this 
program is to shift paradigm or mindset which is believed to have been dangerous 
and misleading. Applying an empitical legal approach, this study aims to explore 
deeply the application of the deradicalisation and its influence in enhanching 
community awareness against the danger of terrorism. It is found through this study 
that the FKPT, as long as its role is concerned, has been working so efficently by 
advocating brokers to dessimanate its mission of deradicalisation. However, the study 

also revealed waknessess during its program showing that the community awareness 
over the danger of the terrorism ideology has not increasingly shifted as the program 
might have expected. Istead, as the study revealed, religious extremism seems to have 
been increased lately. It is suggested through this study that the FKPT work more 
expansively reaching the root, especially to the lay people and students as they have 
mostly been the main target of radicalisation and of potentially terrorism. 

 

ABSTRAK, Artikel ini bertujuan untuk memaparkan secara empirik peran 
deradikalisasi oleh FKPT. Diawali dari asumsi bahwa FKPT merupakan agen penting 
dalam melakukan deradikalisasi, maka studi ini berupaya menyorot kinerja dan hasil 
yang telah dicapai oleh lembaga ini. Di samping sudah menjadi bagian dari kerja 
FKPT, deradikalisasi menjadi topik makalah ini berdasarkan asumsi bahwa terorisme 
berawal dari radikalisme. Oleh karena itu, upaya memerangi terorisme lebih efektif 
melalui deradikalisasi. Esensinya adalah mengubah pemahaman atau pola pikir yang 

dianggap salah. Dengan menerapkan penelitian hukum empirik, studi ini hendak 
menjelajahi beberapa hal, yaitu pertama; bagaimana pelaksanaan program 
deradikalisasi FKPT? Kedua, bagaimana pengaruh program deradikalisasi FKPT bagi 
masyarakat dalam meningkatkan kesadaran mereka akan bahaya terorisme. Studi ini 
menemukan bahwa FKPT dalam menjalankan tugaskan bekerja secara efisien dengan 
memanfaatkan para broker sebagai perpanjangan tangan dalam menyemai misi 
deradikalisasi. Kelemahan ditemukan manakala teridentifikasi bahwa pemahaman 
masyarakat masih belum bergeser pada nilai-nilai ideologis yang dikehendaki. 
Terdapat kecendrungan faham kekerasan agama justru mengalami peningkatan. 

Karena itu, disarankan agar FKPT bekerja secara lebih luas menjangkau akar rumput, 
terutama masyarakat dan mahasiswa/pelajar mengingat faham radikalisme yang 
berpotensi pada tindakan terorisme banyak ditemukan pada kelompok tersebut. 
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PENDAHULUAN 

Program deradikalisasi belakangan ini menjadi upaya yang serius seiring dengan 

tetap maraknya aksi-aksi terorisme. Langkah deradikalisasi ini dilakukan dalam rangka 

pencegahan dini bibit-bibit terorisme akibat pemahaman ideologi yang radikal. Secara 

potensial, faham radidkal ini dianggap bersifat destruktif dan mampu merasuki hampir 

semua lapisan masyarakat. Untuk ini, Pemerintah Indonesia bahkan telah mengeluarkan 

SKB (Surat Keputusan Bersama) untuk mencegah segala macam bentuk radikalisme yang 

diduga kuat telah menyusup di kalangan untuk ASN (Aparatur Sipil Negara). SKB tersebut 

bahkan mengamanatkan dibentuknya Satuan Tugas untuk menangani tindakan radikalisme 

yang terjadi di kalangan ASN yang meliputi sikap intoleran, anti ideologi Panasila, anti 

NKRI, dan menyebabkan disintegrasi bangsa (SKB 11 Menteri: 2019).  

Terorisme sebagai sebuah kejahatan telah ditempatkan sebagai dalam rangking 

extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa. Namun berbeda dari kejahatan luar biasa 

lainnya, seperti korupsi dan narkotika, kejahatan terorimse melibatkan pemahaman yang 

keras namun dianggap legitimate oleh penganutnya. Mengingat sifatnya yang extraordinary 

dan ideologis, maka pentingnya deradikalisasi dalam konteks penanggulangan tindak pidana 

terorisme merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Pendekatan deradikalisasi berangkat 

dari suatu asumsi bahwa terorisme berpangkal dari radikalisme. Oleh karenanya, upaya 

penanggulangan tindak pidana terorisme dinilai akan jauh lebih efektif melalui pendekatan 

deradikalisasi, yaitu upaya untuk mengubah pandangan dunia atau cara berfikir yang 

dianggap berbahaya, yaitu dengan menghilangkan unsur-unsur pemikiran dan cita-cita yang 

bisa membawa manusia pada tindakan terorisme. Upaya ini dilakukan dengan cara 

memberikan pemahaman baru tentang realitas yang mereka fahami selama secara keliru 

selama ini, serta menekankan pentingnya sikap-sikap inklusif, toleran, dan moderat tentang 

isu-isu jihad (Bouzar, 2018) 

Dalam konteks Indonesia, menurut Irfan Idris, salah satu akar terorisme adalah 

faham radikalisme yang diwujudkan dalam bentuk tindakan radikal yang memaksakan 

kehendak. Menurut Sarlito Wirawan, bahwa para pelaku terorisme adalah orang-orang biasa 

yang kebetulan memiliki ideologi yang berbeda, yang sangat meyakini seolah-olah ideologi 

mereka yang paling benar, di luar itu salah dan merusak umat manusia oleh karena harus 

diperangi (Sarwono, 2012). Ideologi radikal tersebut menurut Fathurin Zen, berakar dari 

paham dan fanatisme agama atau kepercayaan yang keliru (Zen, 2012). 

Perang melawan terorisme telah terbukti mampu melenyapkan atau menangkap 

sejumlah orang yang diduga sebagai teroris. Namun pada kenyataanya, cara-cara tersebut 

tidak serta merta mampu menanggulangi kejahatan terorisme. Bahkan dalam banyak hal, 

tindakan-tindakan represif justru meningkatkan intensitas dan kuantitas kejahatan terorisme. 

Kejahatan yang dihadapi secara represif tidak jarang jusru melahirkan semacam siklus 

kekerasan yang bekerja secara simbiosis mutualisme. Terlebih bahwa persoalan ideologis 

dari terorisme, yang di antaranya menganggap bahwa kelompok di luar mereka adalah kafir 

dan layak untuk dibinasakan, menjadi faktor pendukung berkembang pesatnya kejahatan ini. 

Doktrin keselamatan yang mereka yakini menjadi faktor pendorong kalangan teroris untuk 

melancarkan serangan-serangan mematikan di tempat manapun yang mereka anggap sebagai 

musuh. Karena itu, tidak sedikit pihak yang kemudian menyarankan bahwa pendekatan 

dialogis dan bukannya represif jauh lebih efektif dalam menanggulangi kejahatan terorisme. 

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum sebagai 

panglima, pendekatan hukum (penal) terhadap suatu tindak pidana dianggap sebagai upaya 

paling efektif dalam menanggulangi tindak pidana terorisme. Despan Heryansyah & 

Muhammad Hidayatullah bahkan memandang bahwa penegakan hukum itu teramat penting 

untuk dilakukan. Jika tidak, maka hukum itu akan mati (Heryansyah, 2018) dan pasti akan 

menyebabkan rusaknya bangunan dan sistem sosial. 
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Sebagai konsekuensi dari upaya penal tersebut, penanggulangan kejahatan terorisme 

dilakukan melalui proses pemidanaan sebagaimana tindak pidana lainnya. Tujuan yang 

diharapkan dari pemidanaan tersebut tiada lain adalah untuk mengembalikan dan 

menetralisir sifat jahat dalam diri seseorang dapat dilakukan, dan selanjutnya 

mengembalikan orang tersebut pada pelukan sosialnya (Monalisa, 2019). Sekalipun 

memiliki nilai-nilai etis di balik upaya penal tersebut, faktor-faktor represif tidak bisa 

dihindarkan. Dengan demikian, upaya pemidanaan seperti itu ternyata tak cukup bekerja 

untuk membuat jera para teroris. Sebagai kejahatan yang dikembangan melalui proses 

indoktrinasi, mereka yang sudah menjelma menjadi teroris umunya akan sulit untuk 

dikembalikan pada keadaan semula. Bahkan beberapa di antara mereka dikabarkan telah 

menyebar doktrin ideologis terorisme di kalangan para narapidana lainnya.  

Salah satu kasus yang menunjukkan gagalnya program deradikalisasi yang dilakukan 

melalui pendekatan penal adalah lahirnya residivis teroris yang justru bertekad melanjutkan 

aksi dan merekrut anggota baru. Satu di antara mereka adalah kasus Afif alias Sunakin, 

pelaku teror bom Thamrin pada 14 Januari 2016. Afif mulai menghuni Lapas Cipinang pada 

2011 karena terbukti mengikuti pelatihan bersenjata di Jalin Jantho, Aceh. Afif kemudian 

dibebaskan pada tahun 2015. Sayangnya, Afif yang sudah melewati proses pemidanaan 

ternyata kembali melakukan tindakan terorisme padahal sebelumnya ia sudah dianggap 

terbebas dari unsur-unsur radikal sehingga mendapatkan pembebasan.  

Saat berada di Lapas Cipinang, Afif bersama napi lainnya, Kurnia, menjadi murid 

Aman Abdurrahman. Aman yang dipindah ke Lapas Nusakambangan adalah residivis kasus 

terorisme. Ia bahkan disebut-sebut sebagai ideolog paham ISIS di Indonesia. Saat di penjara, 

Aman bukannya terkucil. Ia bahkan mampu merekrut pengikut baru dan mengkoodinir aksi 

teror. Penjagaan yang demikian ketat di blok penjara khusus narapidana terorisme ternyata 

belum tentu mampu membuat pelaku terorisme tobat. Penjara yang sangat ketat itu justru 

menjadi media rekrutmen dan radikalisasi kelompok teror baru  (tirto.id, 2019).  

Oleh karena itulah, dibutuhkan sebuah badan seperti Forum Koordinasi Pencegahan 

Terorisme (FKPT) yang lebih kuat agar para teroris tidak lagi menyebarkan terornya dan 

meresahkan masyarakat. Untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang aman dan damai, 

upaya penanggulangan tindak pidana terorisme melalui program deradikalisasi oleh pihak 

FKPT menjadi sangat urgen. Namun, keberadaan FKPT di daerah sekalipun tampaknya 

belum mampu meredam secara signifikan pertumbuhan radikalisme di kalangan masyarakat. 

Artikel ini berupaya menelisik sejauh mana FKPT Propinsi Jambi sudah melaksanakan 

fungsi deradikalisasi dalam rangka melakukan upaya penanggulangan tindak pidana 

terorisme. Demikian pula, artikel ini ingin memaparkan bagaimana pengaruh deradikalisasi 

FKPT terhadap sikap anti radikalisme serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan 

bahaya terorisme di Propinsi Jambi. 

 

METODE PENELITIAN 

Artikel ini pada mulanya merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu sebuah 

penelitian hukum empiris yang bertugas memaparkan fakta hukum lewat pengamatan. 

(Sinamo, 2009). Pada dasarnya, hukum selalu bersifat normatif. Namun, dalam beberapa hal, 

hukum juga bisa ditampilkan dalam gejala-gejala dan praktik sosial. Dari sanalah hukum 

bisa dilihat dan dibandingkan antara sisi ideal (das sollen) dan sisi nyatanya (das sein). 

Kesenjangan antara dua sisi itulah yang melahirkan penelitian ini. Sedangkan sifat penelitian 

ini adalah bersifat deskriptif yaitu menggambarkan tentang implementasi deradikalisasi oleh 

FKPT Porpinsi Jambi. 
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PEMBAHASAN 

1. Radikalisme dan Terorisme 

Kajian mengenai deradikalisasi sebaiknya dimulai dengan mengurai arti radikalisme 

yang merupakan sasaran dari gerakan ini. Dalam sejumlah literatur, istilah radikalisme 

seringkali bertumpang-tindih dengan pemaknaan lain dari gerakan atau ideologi serupa 

seperti fundamentalisme, ektremisme, terorisme dan sebagainya. Pemaknaan radikalisme 

mesti dilakukan secara hati-hati. Karena seringkali dimaknai secara pejoratif dan negatif, 

banyak orang yang enggan disebut sebagai radikal. Din Syamsuddin, misalnya, terang-

terangan menyebut bahwa wacana anti radikalisame menyakiti hati umat Islam (politik.rmol, 

2019). 

 Radikalisme berasal dari kata “radikal” yang merupakan turunan kata dari “radix” 

(Latin) yang artinya akar (Golose, 2009), pangkal, bagian bawah, dan juga bisa berarti 

menyeluruh, habis-habisan dan amat keras untuk menuntut perubahan. Sejatinya ia 

merupakan cara berfikir falsafi yang berupaya mencari kebenaran dengan cara berfikir 

sampai ke akar permasalahan agar dapat mencapai hakikat pengetahuan demi mencapai 

kebijaksanaan.  

Dalam perkembangannya, radikalisme menjadi faham yang dianggap negatif dan 

disamakan dengan ektremisme. Astrid Bötticher menganggap bahwa penyamaan radikalisme 

dan ekstremisme adalah pandangan yang tidak tepat. Dalam penelitianya, dia berkesimpulan 

bahwa apa yang dinamakan radikalisme itu sangat berbeda dari ekstremisme. Sementara 

ekstremisme mengandung kekerasan dan illegitimate, radikalisme, menurutnya lebih netral 

dan bisa legitimate. Ia menambahkan bahwa radikalisme dianggap sebagai faham atau 

gerakan yang mengandung kekerasan hanya oleh lawannya, biasanya oleh penguasa 

(Bötticher, 2017) 

Sebagaimana ekstremisme, radikalisme biasanya merupakan respon atas setiap kondisi 

yang dianggap tidak ideal dan biasanya diikuti dengan gerakan sosial serta sikap anti 

kemapanan (Bötticher, 2017). Namun berbeda dari Bötticher, Khamami Zada justru 

menemukan bahwa radikalisme juga bisa bergerak lebih jauh untuk berupaya melakukan 

penggantian terhadap tatanan yang dianggap keliru kepada suatu bentuk lain yang mereka 

yakini kebenarannya. Sedemikian kuat keyakinan terhadap kebenaran ideologi yang mereka 

bawa – seraya menafikan kebenaran di luarnya – menjadikan kaum radikalis ini melakukan 

tindakan-tindakan yang mengatasnamakan kerakyatan atau kemanusiaan yang dapat 

mengakibatkan munculnya sikap emosional yang menjurus pada kekerasan (Khamami, 

2002). 

Apa yang dikemukakan Khammami menujukkan bagaimana radikalisme sangat 

potensial menggiring seseorang untuk melakukan tindakan ekstrem dan kekerasan. Dounia 

Bouzar menegaskan, “those radicalized beliefs lead to violence” (Bouzar, 2018). Terlebih, 

dalam perkembangannnya, radikalisme juga merasuki cara pandang terhadap agama namun 

dengan cara dan sikap yang keras. Banyaknya ayat-ayat yang berasal dari kitab suci yang 

menyeru pada jihad, amar makruf nahi munkar, dan misi transformasi sosial yang menjadi 

dalil utama yang dianggap sesuai dengan misi mereka. Tidak jarang, dalil ini juga menjadi 

konsumsi kebanyakan kelompok teroris.  

 

2. Deradikalisasi sebagai Respon terhadap Terorisme 

Sebagaimana dibahas pada halaman sebelumnya, penganggulangan terhadap kejahatan 

terorisme terbukti tidak dapat ditangani hanya dengan pendekatan represif. Diperlukan 

upaya-upaya yang lebih lembut dan dinilai lebih berkemanusiaan. Respon terkini terhadap 

terorisme itu dikenal dengan gerakan deradikalisasi, yaitu upaya menghilangkan sifat radikal 

pada diri seseorang. Radikalisme memang tidak persis sama dan tidak bisa disamakan 

dengan terorisme. Namun, menurut Ahmad Fuad Fanani,  radikalisme kadang-kala bisa 

berubah menjadi terorisme, meskipun tidak semuanya dan selamanya begitu. Radikalisme 
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sejatinya adalah satu tahapan atau satu langkah sebelum terorisme. Pada umumnya, para 

teroris yang banyak melakukan tindakan destruktif dan bom bunuh diri mempunyai 

pemahaman yang radikal terhadap berbagai hal, terutama soal keagamaan (Fanani, 2013). 

Fakta bahwa radikalisme dipercaya sebagai pemicu utama terjadinya tindakan 

terorisme, karenanya, deradikalisasi dipercaya sebagai cara yang tepat untuk melakukan 

counter terrorism, upaya pencegahan dan pengendalian terhadap terorisme. Deradikalisasi 

sendiri dianggap sebagai langkah soft line approach untuk mengubah mindset tentang 

ideologi dan radikal, yang condong pada penyembuhan psikologi (Shodiq, 2018). 

Deradikalisasi umumnya difahami sebagai tindakan untuk menetralisir paham radikal yang 

melekat pada mereka yang terlibat aksi terorisme berikut para simpatisannya. Tujuannya 

agar mereka meninggalkan paham tersebut dan tidak terlibat lagi dalam aksi kekerasan 

(Shodiq, 2018). Namun, sebagai sebuah gerakan “kontra-ideologi terorisme, (Shodiq, 2018)” 

deradikalisasi dapat diperluas menjadi setiap upaya pencegahan terhadap setiap kegiatan dan 

faham radikal dan terorisme. 

 

3. Tentang FKPT Propinsi Jambi 

Pada mulanya, ekspektasi masyarakat yang begitu tinggi akan pentingnya penanganan 

paham radikal dijawab oleh Pemerintah dengan mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2002, 

yang kemudian ditingkatkan menjadi Undang-Undangan Nomor 15 Tahun 2003 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun UU tersebut belum mencakup aspek 

pencegahan bagi penyebaran kebencian dan rehabilitasi bagi mereka yang telah mengalami 

proses hukum dan kembali kepada masyarakat. Karenanya, untuk mengisi kekosongan itulah 

dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada 16 Juli 2010  (Idris, 

2017). 

Pada perkembangan selanjutnya, BNPT berupaya lebih melebarkan sayap institusi 

pencegahan radikalisme di Indonesia. Berdasarkan peraturan Kepala BNPT Nomor 

Perka/01/BNPT/10/2012 tetang Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 

pada pertengahan awal tahun 2012 dilakukan pembentukan suatu wadah khusus yang 

diharapkan menjadi mitra strategis dan perpanjangan tangan BNPT di daerah dalam 

memasyarakatkan eksistensi badan negara ini, serta untuk mengajak seluruh komponen 

bangsa dan segenap lapisan masyarakat mewaspadai bahaya radikalisme dan teorisme. 

Sebuah forum bernama FKPT (Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme) akhirnya dibentuk 

di bawah Kedeputian 1 Direktorat Deradikalisasi BNPT pertama kali di Nusa Tenggara 

Barat (Idris, 2017) 

Jambi merupakan Provinsi ke-27 dengan kepengurusan definitif dari total 33 Provinsi 

yang dirangkul BNPT melalui pembentukan forum koordinasi. Melalui pembentukan forum 

koordinasi ini diharapkan program nasional untuk melakukan upaya preventif terhadap 

perkembangan terorisme dapat dilakukan secara optimal. Pembentukan kepengurusan Forum 

Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di Provinsi Jambi  sendiri berlangsung pada 

tanggal 5-6 Agustus 2015 oleh BNPT. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur masyarakat 

yang selama ini concern dalam upaya pencegahan paham radikalme dan terorisme, antara 

lain adalah elemen Pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh 

pemuda dan perempuan, serta organisasi pers (indonesiaku, 2019). 

FKPT dibangun dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan paham 

terhadap ancaman dan bahaya terorisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara, memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menghadapi segala bentuk 

ancaman radikal terorisme, dan mencegah berkembangnya paham radikal terorisme di 

daerah, dengan satu visi, yaitu “tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang ancaman dan 

bahaya terorisme dengan berbasis pada nilai kearifan lokal guna mewujudkan masyarakat 

indonesia yang damai" (Abd Rauf: 2018).  
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Untuk mengembangkan visi dan tujuan tersebut, FKPT memiliki misi membantu 

BNPT dalam rangka deradikalisasi di daerah. Selengkapnya misi FKPT ialah:   

“1) Membantu BNPT dan Pemerintah Daerah dalam mencegah penyebaran paham 

radikal terorisme; 2) Melakukan gerakan penyadaran atas ancaman dan bahaya 

terorisme didaerah secara berkelanjutan, terukur, dan sesuai dengan kearifan; 3) 

Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dini di Daerah melalui penanaman dan 

pengamalan nilai-nilai Pancasila dan UUD 45; 4) Menumbuhkan kearifan lokal yang 

menghargai keragaman masyarakat di Daerah; 5) Mengkoordinasikan kegiatan-

kegiatan dalam menghadapi bahaya terorisme dengan berbagai unsur masyarakat dan 

pemangkau kepentingan di Daerah. (Abd Rauf: 2018). 

 

4. Pelaksanaan Deradikalisasi oleh FKPT di Propinsi Jambi 

Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Propisni Jambi di bawah Badan 

Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai lembaga pemerintah non kementerian 

yang diamanatkan menangani terorisme berusaha mengedepankan aspek pencegahan yang 

bersifat lunak dalam upaya mewaspadai berkembangnya radikalisme dan terorisme yang 

membajak kepercayaan tertentu masyarakat. Diyakini bahwa pendekatan lunak dalam 

berbagai bentuk merupakan metode yang efektif meningkatkan daya tangkal masyarakat 

luas dan menolak ajakan kekerasan yang diinisiasi kelompok radikal terorisme. 

Sebagai perpanjangan dari visi dan misi, serta tujuan dari BNPT, upaya 

deradikalisasi FKPT Propinsi Jambi dilaksanakan dengan mengedepankan kerja-kerja 

preventif, yaitu upaya cegah faham radikal dan secara dini menumbuhkan kewaspadaan 

terhadap kemungkinan aksi terorisme yang bisa terjadi di manapun di pelosok negeri. 

Pelaksanaan deradikalisasi melalui metode soft approach ini diupayakan 

berlangsung secara berkesinambungan dan sistemik dengan melibatkan berbagai pihak. 

Cara-cara seperti ini dilakukan juga karena sesuai dengan komposisi pengurus yang terdiri 

dari berbagai bidang yang meliputi: bidang pemberdayaan agama, pendidikan dan dakwah; 

bidang pemberdayaan hukum dan ekonomi; bidang pemberdayaan pemuda dan perempuan; 

bidang pemberdayaan media, humas, dan sosialisasi; dan bidang pengkajian dan penelitian 

(Idris, 2017) 

Realisasi kerja deradikalisasi yang dilakukan FKPT Propinsi Jambi dapat 

dirumuskan dalam berbagai langkah berikut:  

1. Penyuluhan kepada masyarakat 

Upaya ini dilakukan dengan cara meneyelenggaran acara dengan menghadirkan 

tokoh-tokoh baik dari institusi pendidikan, LSM, kepolisian, maupun tokoh masyarakat 

guna menyampaikan tema-tema terkait dengan masalah dan bahaya radikalisme dan 

terorisme. Penyuluhan ini juga berguna untuk menanamkan rasa cinta terhadap Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dan mengajak masyarakat untuk melindungi falsafah Negara. 

Semua ini bersinergi dengan upaya mensosialisasikan Undang-Undang Terorisme agar 

dimengerti dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat.  

Hal yang juga menjadi sangat penting dalam setiap penyuluhan adalah upaya 

penguatan nilai-nilai agama yang moderat vis a vis ekstremisme. Komposisi pengurus 

FKPT Propinsi Jambi tampaknya cukup memadai untuk memberikan materi-materi terkait 

masalah agama ini. Ketua maupun beberapa anggota pentingnya berasal dari perguruan 

tinggi agama ternama di Jambi. 

Baru-baru ini FKPT Provinsi Jambi juga melakukan kegiatan Rembuk Aparatur 

Kelurahan dan Desa tentang Literasi Informasi dengan tema saring sebelum sharing di salah 

satu hotel di Kota Jambi. Rembuk ini dihadiri oleh aparatur kelurahan dan desa serta 

puluhan Babinsa dan Babinkamtibmas. Menurut Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat Badan 

Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), Andi Intang Dulung, yang menjadi narasumber 

pada acara ini, bahwa terorisme berkembang salah satunya akibat kemajuan tekhnologi. 
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Karena itu ia berharap Babinsa dan Babinkamtibmas untuk memantau dan memberikan 

pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat saring informasi sebelum sharing terutama 

informasi-informasi tentang radikalisme dan terorisme (imcnews.id, 2019). 

2. Pendidikan dan pelatihan 

Pelatihan merupakan salah satu program yang juga dilakukan oleh FKPT Propinsi 

Jambi. Salah satu bentuk pelatihan itu antara lain adalah diskusi bertajuk 

Literasi Media Sebagai Upaya Cegah dan Tangkal Radikalisme dan Terorisme. Menurut 

salah satu pemateri:  

“Persoalan terorisme tidak dapat dilepaskan dari pengaruh media / internet. Media 

internet memiliki algoritma yang bisa mengarahkan seseorang pada passion atau 

hobinya. Dengan algoritma ini, setiap orang akan dimasukkan pada kelompok orang 

yang memiliki hobi yang sama yang bisa dilihat dari jejak searchingnya. Inilah yang 

kemudian dikenal dengan istilah bubble zone. Dengan demikian, mereka yang 

terpengaruh pada faham radikal tidak jarang adalah mereka yang sercara tidak 

sengaja mendapatkan informasi terus-menerus dari website yang menawarkan berita 

seputar ideologi teororis. Karena itu, solusi untuk menangkal algoritma atau bubble 

syndrom ini adalah memberikan kesadaran kepada setiap pengguna untuk tidak 

terpengaruh pada kontek-konten radikal yang ditawarkan kepadanya” (wawancara, 

15/8/2019). 

Pelatihan biasanya dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga tertentu seperti 

Kementerian Agama. Selain pelatihan di atas, pelatihan lain yang pernah diberikan ialah 

pelatihan para penyuluh agama di Propinsi Jambi. Diharapkan melalui kegiatan tersebut, 

para penyuluh agama sebagai ujung tombak dalam memberikan dakwah kepada masyarakat 

memiliki pemahaman yang memadai akan bahaya radikalisme dan terorisme serta 

mengetahui cara pencegahannya. Para penyuluh tersebut diberikan pemahaman tentang 

pentingnya kearifan lokal sebagai salah satu tameng utama untuk mencegah radikalisme dan 

terorisme. 

Dalam pelaksanaannya, para penyuluh agama tersebut diberikan pelatihan berupa 

tulisan-tulisan cinta, kasih dan damai yang dirangkai dalam bentuk buku Dakwah Nusantara 

Berkemajuan dengan judul “Ayat-Ayat Damai”. Melalui pelatihan ini pula, BNPT dan 

FKPT Jambi bekerjasama dengan penyuluh agama memberikan pemahaman rahmatan lil 

alamin kepada masyarakat agar menjadi karakter manusia Indonesia yang cinta damai, cinta 

tanah air, serta cinta persatuan dan kesatuan (Penyusun, 2018). 

3. Kerjasama  

Seperti dikemukakan di atas, FKPT dalam melaksanakan kegiatannya tidak bekerja 

sendiri. Forum ini selalu bekerja dengan institusi lain di Propinsi Jambi, seperti 

Kementerian Agama, lembaga pendidikan, Pemerintah Daerah, LSM, Pers, maupun 

masyarakat luas. Kerjasama ini menjadi sangat penting artinya, bukan saja oleh pihak FKPT 

melainkan juga oleh lembaga yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Semacam simbiosis 

mutualisme dalam mensukseskan program masing-masing. Namun lebih dari itu kerja sama 

ini sangat penting agar kegiatan deradikalisasi benar-benar berjalan secara multi arah dan 

simultan. 

Deradikalisasi pada dasarnya merupakan upaya pendidikan karakter guna 

menumbuhkan sifat-sifat terpuji yang bisa membentengi diri melawan setiap paham-paham 

radikal yang ekstrem. Dalam FKPT, peberdadyaan agama, pendidikan, dan dakwah 

merupakan bidang yang paling banyak terlibat dalam kerjasama. Ini tampaknya sesuai 

dengan karakter dan komposisi masyarakat Jambi yang mayoritas beragama Islam serta 

memegang satu falsafah adat bersendi syara’, syara’ bersendi Kitabullah. Selain itu, tema-

tema agama merupakan isu yang paling relevan dengan masalah radikalisme. Sehubungan 

itu, dalam menjalankan fungsinya, bidang ini biasanya bekerja dengan Forum Komunikasi 

Umat Beragama (FKUB), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Kementerian Agama di 

https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.11
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Propinsi Jambi maupun lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren maupun perguruan 

tinggi Islam. 

Kerjasama dengan institusi agama tersebut menjadi urgen karena di sana terdapat 

sejumlah ahli-ahli agama yang diharapkan dapat menjadi penyambung lidah dan media 

penyaluran visi dan misi serta tujuan FKPT. Realisasinya biasanya dalam bentuk seminar, 

ceramah-ceramah, khutbah, safari Ramadhan yang di sana disampaikan secara langsung 

maupun tidak langsung mengenai materi-materi terkait cara beragama yang rahmatan lil 

alamain vis a vis radikalisme. Kegiatan-kegiatan semacam ini dilaksanakan baik di sekitar 

Kota Jambi maupun di Kabupaten-Kabupaten di Propinsi Jambi. Menurut Ketua FKPT 

Jambi, Ahmad Syukri, berbagai kegiatan dilakukan mengundang para penyuluh agama dan 

pihak terkait lainnya. Kegiatan seperti ini cukup mencolok mengingat atensi dari peserta 

yang luar biasa yang berasal dari kalangan siswa, mahasiswa, pegiat literasi, wartawan, 

Babinsa dan Bhabinkamtibmas (imcnews.id, 2019). 

Selain dengan tokoh agama, FKPT Propinsi Jambi juga bekerjasama dengan pers. 

Melalui pers diharapkan pesan-pesan moril dari FKPT dapat disosialisasikan secara massif 

ke tengah masyarakat. Karena itu hampir setiap kegiatan FKPT Propinsi Jambi selalu diliput 

oleh media Jambi. Untuk memperlancar kegiatannya dan hubungannya dengan pers, FKPT 

melibatkan pihak pers sebagai salah satu anggota FKPT Propinsi Jambi. 

Beberapa wawancara maupun observasi menunjukkan bahwa FKPT berupaya 

melaksanakan program deradikalisasi secara efektif dan efisien. Ini terlihat dari bagaimana 

FKPT lebih banyak mendekati agen-agen yang dianggap dapat menjadi pialang (broker) 

untuk mendiseminasi ajaran-ajaran kontra radikalisme seperti guru, LSM, tokoh 

masyarakat, atau da’i. Selain contoh-contoh kegiatan yang telah dipaparkan di atas, kegiatan 

FKPT juga menyasar para guru seperti kegiatan yang bertajuk “Harmoni Dari Sekolah; 

Integrasi Nilai-Nilai Agama Dalam Menumbuhkan Harmoni Kebangsaan” 

(metrojambi.com, 2019). 

Menurut salah seorang mantan anggota FKPT Porpinsi Jambi, “pelaksanaan program 

deradikalisasi di Jambi berjalan masih dalam bentuk yang seporadis. Hal ini tergantung dari 

pendanaan yang ada. Selain itu, pelaksanaan program deradikalisasi masih bertumpu pada 

kalangan elit. Program ini hampir tidak menyentuh masyarakat bawah yang sejatinya 

merupakan sasaran utama deradikalisasi” (Wawancara, 3/9/2019).  

Kompleksitas permasalahan yang ditimbulkan oleh radikalisme di kalangan 

masyarakat sangat menuntut pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan. Diperlukan 

kesamaan visi dan pandangan mengenai radikalisme berserta bahaya yang mungkin 

diakibatkannya. Tanpa hal itu, kerja-kerja deradikalisasi tampak hanya menjadi acara 

seremonial yang kurang tepat sasaran dan tidak mampu mebuahkan hasilkan sebagaimana 

yang diinginkan, yaitu mencitptakan masyarakat yang sehat dan terbebas dari pengaruh dan 

faham radikalisme. 

 

5. Dampak Deradikalisasi dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang 

Bahaya Terorisme 

Di Jambi, potensi radikalisme dan terorisme tidak bisa dipandang sebelah mata. 

Beberapa hasil wawancara menunjukkan bahwa potensi gerakan radikalisme cukup kuat di 

Propinsi ini. Dikatakan bahwa “beberapa kawasan hutan menjadi bais pelatihan kelopok 

teroris yang merupakan jaringan luas di Indonesia. Jambi diminati karena tempatnya yang 

relatif tenang dan jauh dari pengawasan pihak berwajib” (Wawancara, 8 /8/2019). Awal 

bulan Juni, tepatnya tanggal 7 Juni 2018, Tim Densus 88 Anti Teror Polri menangkap dua 

terduga teroris jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di Kabupaten Bungo, Provinsi 

Jambi.Kedua terduga teroris masih satu jaringan dengan Eka yang merupakan pelaku 

penyerangan dan pembakaran Polres Dharmasraya, Sumatera Barat. Eka juga tercatat 

sebagai anggota JAD yang merupakan kelompok teror di Surabaya dan Riau beberapa 
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waktu lalu (newsplus.antvklik.com, 2019). Dengan potensi faham radikal dan aksi terorisme 

di Jambi, maka upaya membangun kesadaran masyarakat untuk menangkal faham radikal 

ini sangat perlu dilakukan.  

Secara umum, dari peran yang telah dimainkan oleh FKPT di atas, tampak bahwa 

fungsi-fungsi deradikalisasi sebenarnya sudah berjalan. Dengan kata lain, kehadiran FKPT 

di kota Jambi telah banyak memberikan manfaat bagi upaya melakukan deradikalisasi di 

tengah masyarakat. Sekalipun demikian, untuk menguji sejauh mana program deradikalisasi 

oleh FKPT sudah berhasil, paling tidak dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat memiliki 

kesadaran tentang bahaya radikalisme dan terorisme, yang antara lain dapat diukur dari  

sikap masyarakat berikut: 

Pertama, mampu mendeteksi setiap gejala-gejala ke arah radikalisme. Hal ini sangat 

penting bagi masyarakat karena ketidakmampuan mengenali gejala radikalisme menjadi 

peluang bagi masuknya faham-faham radikalisme itu sendiri. Belakangan, ujaran-ujaran 

kebencian dengan mengatasnamakan agama masih sangat marak, terutama saat Pilpres 

2019. Ujaran-ujaran kebencian, misalnya, dapat disaksikan dengan mudah dari beragam 

konten di media sosial yang menampilkan ceramah-ceramah yang cenderung profokatif. 

Sayangnya, hal demikian tampak banyak diamini oleh masyarakat dan menganggap hal 

tersebut sebagai bagian dari strategi dakwah yang memang diperlukan dalam menyebarkan 

agama. Pandangan demikian tampak massif di kalangan masyarakat. Beberapa tokoh 

masyarakat yang penulis temui menyatakan sebagai berikut: “saat ini dalam agama ada 

agen-agen yang ingin merusak agama Islam secara sistematis. Karena itu perlu sikap tegas 

untuk melawan kecendrungan tersebut” (Wawancara, 8/6/2019). 

Pandangan-pandangan masyarakat di atas mengindikasikan bahwa gerakan 

deradikalisasi dengan maksud menyebarkan agama yang lembut dan damai tampak kurang 

bekerja sejauh ini. Meski perlu diakui bahwa masyarakat pada umumnya kurang menyukai 

faham radikal, namun dalam praktiknya mereka sepertinya belum mengetahuai dan belum 

mampu memberi garis demarkasi antara agama yang toleran dan yang bernada kekerasan. 

Sebagai contoh, keterlibatan masyarakat dalam membendung faham Hizbut Tahrir yang 

sudah dibubarkan pemerintah tergolong sangat rendah. Hal ini karena Hizbut Tahrir 

cendrung menggunakan agama sebagai cara dan tujuannya. Penggunaan agama di ruang 

publik – seperti simbol-simbol bendera – inilah yang menjadikan masyarakat tidak mampu 

mengenali potensi radikalisme di dalamnya. Terlebih gaya kelompok radikal saat ini 

cendrung menggunakan cara-cara yang lembut seperti tampak dalam ceramah-ceramah.  

Kedua, menjauhi dan membentengi diri dan keluarga dari pengaruh-pengaruh 

radikalisme dan terorisme. Terkait masalah ini, masyarkat menunjukkan sikap yang positif 

dan proaktif. Dengan kata lain pandangan masyarakat terhadap radikalisme dan terorisme 

sangat negatif. Namun, dalam praktinya, faham radikalisme dan terorisme bisa dengan 

mudah bersarang dalam benak masyarakat. 

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan sejumlah masyarakat di Jambi, 

didapati bahwa masyarakat kurang mengetahui cara melindungi diri dari radikalisme dan 

terorisme. Ini disebabkan karena mereka kurang mengetahui dan tidak mampu 

mengindentifikasi fenomena radikalisme dan teororisme di kalangan masyarakat, terutama 

yang berlindung di baling narasai-narasi agama. Ini persis seperti yang diungkapkan oleh 

Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Irfan Idris, 

bahwa banyak bukti menguatkan bahwa agama dapat dipergunakan sebagai cover dalam 

melampiaskan emosi dan birahi politik atas nama agama (Idris, 2017) 

Ketiga, kesediaan bekerja sama secara aktif dengan aparat kepolisian dalam 

mengungkap setiap aksi dan gerakan radikalisme dan terorisme. Bagian ini menjadi penting 

karena di samping membutuhkan kemapuan untuk mengendus faham-faham radikal dan 

teroris, juga diperlukan keberanian untuk melaporkan kepada aparat atau pihak berwajib. 

https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.11
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Pada kenyataannya, beberapa kasus terorisme di Jambi berada di luar pengetahuan 

masyarakat seperti kasus penangkapan terduga terduga teroris yang diamankan Densus 

88 Antiteror, Senin, 29 Mei 2017, di kawasan Rukun Tetangga (RT) 35, Kelurahan Kenali 

Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Menurut keterangan RT setempat bahwa dia 

sama sekali tidak pernah mengetahui bahwa terduga teroris ditangkap aparat (Densus 

88 Antiteror) ternyata adalah warganya. Demikian pula masyarakat merasa kecolongan dan 

tidak mengetahui bahwa orang tersebut adalah seorang yang memiliki jaringan dengan 

teroris. Keterangan masyarakat dan RT hanya bahwa yang bersangkutan tidak pernah 

melapor dan cendrung sangat pendiam dan terkesan anti sosial (nasional.tempo.com, 2019). 

Menilik faktor-faktor di atas, dapat difahami bahwa program-program deradikalisasi 

di Jambi masih belum efektif dalam hal memberikan pengetahuan dan pemahaman secara 

komprehensif tentang bahaya laten dari radikalisme dan terorisme yang sewaktu-waktu 

dapat muncul dalam waktu yang tidak dapat diduga. Keterbatasan sumber daya FKPT 

tampaknya menjadi alasan utama bahwa program-program yang dijalankan belum begitu 

membumi di tengah masyarakat akar rumput. Berkenaan dengan hal ini, Muhammad Abid 

mengomentari bahwa deradilisasi belum berjalan secara optimal karena masalah radikalisme 

terbilang sangat kompleks tidak bisa ditangani oleh satu institusi saja dengan segala 

keterbatasannya (Wawancara, 15/8/2019).  

Selain itu, diakui bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, FKPT menghadapi beberapa 

kendala di antaranya: pertama, penguatan kelembagaan yang belum memiliki dasar hukum 

yang memadai; kedua, respon sebagian masyarakat yang masih menganggap bahwa isu 

radikalisme dan terorisme merupakan pesanan asing; dan ketiga, masih adanya anggapan 

sebagian masyarakat bahwa menanggulangi terorisme itu adalah tugas aparat keamanan saja 

(Idris, 2017). 

Penanggulangan terorisme melalui upaya deradikalisasi oleh FKPT pada dasarnya 

telah berjalan secara terporgram. Kendati demikian, temuan-temuan di lapangan 

menunjukkan bahwa program tersebut belum mampu menyentuh akar rumput. Ini 

menyebabkan faham-faham radikal dan terorisme masih terus ada. Indoktrinasi paham 

radikal masih jauh lebih massif, terprogram, sistematik, dan berkesinambungan 

dibandingkan dengan upaya dan kerja deradikalisasi. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan pemaparan dan analisis dari permasalahan di atas, beberapa kesimpulan 

dapat diuraikan sebagai berikut. Pelaksanaan deradikalisasi oleh FKPT di Propinsi Jambi 

dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Artinya program deradikalisasi dilakukan dengan 

konsep minimal dengan hasil yang besar. Ini tentu terkait dengan keterbatasan pendanaan 

dan sumber daya yang tersedia. Caranya ialah dengan melakukan kerjasama dengan pihak-

pihak terkait yang memiliki jaringan yang luas atau massa yang besar seperti lembaga 

pendidikan, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama maupun media. Mereka ini diharapkan 

dapat menjadi agen-agen yang dianggap dapat menjadi pialang (broker) untuk 

mendiseminasi ajaran-ajaran kontra radikalisme. 

Dampak deradikalisasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya 

terorisme di Jambi masih menemui kendala yang sifatnya mendasar, di antaranya ialah 

penguatan kelembagaan yang belum memiliki dasar hukum yang memadai, respon sebagian 

masyarakat yang masih menganggap bahwa isu radikalisme dan terorisme merupakan 

pesanan asing, dan masih adanya anggapan sebagian masyarakat bahwa menanggulangi 

terorisme itu adalah tugas aparat keamanan saja. Akibatnya, fungsi deradikalisasi oleh 

FKPT Propinsi Jambi tampak belum menyentuh akar rumput. 

Upaya melakukan deradikalisasi merupakan proses menciptakan lingkungan yang 

damai dan sekaligus mencegah segala tindakan yang mengarah pada kekerasan. Upaya ini 

sajatinya berjalan secara sistematis dengan melibatkan banyak unsur yang saling terkait. 

https://nasional.tempo.co/read/news/2017/05/29/078879606/densus-88-tangkap-teroris-di-sukoharjo-polda-jateng-membenarkan
https://nasional.tempo.co/read/news/2017/05/29/058879604/densus-88-antiteror-geledah-usaha-laundry-di-sukoharjo
https://nasional.tempo.co/read/news/2017/05/29/058879604/densus-88-antiteror-geledah-usaha-laundry-di-sukoharjo
https://www.tempo.co/topik/masalah/2799/penggrebekan-penangkapan-penembakan-teroris
https://nasional.tempo.co/read/news/2017/05/29/078879606/densus-88-tangkap-teroris-di-sukoharjo-polda-jateng-membenarkan
https://nasional.tempo.co/read/news/2017/05/29/078879606/densus-88-tangkap-teroris-di-sukoharjo-polda-jateng-membenarkan
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Penelitian ini menyarankan agar FKPT dapat lebih memperluas kerjasama, terutama dengan 

pihak universitas di mana sasaran radikalisme banyak terjadi. Secara program kerja, pihak 

FKPT sejatinya mampu mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang intensif dan 

berkesinambungan dengan cara lebih mengaktifkan kerja dari para broker. Termasuk 

mengaktifkan RT-RT untuk lebih mengawasi warganya dari serangan dan pengaruh faham 

radikal dan terorisme. 
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ABSTRACT  

Abstract Local governments have the authority and obligation to implement regional 
autonomy more independently to reduce the level of fiscal dependence on the central 
goverment. One way is to maximize the recepit of PAD, one of which is local tax. The 
purpose of the study was to analyze the growth rate and contribution of entertainment 

taxes, hotel taxes and advertisement taxes on PAD in the Bangka Belitung Islands 
Province. The analysis used in this research is quantitative descriptive analysis, 
namely by collecting, compiling and calculating data in the form of reports on the 
realization of financial budgets in the Pangkalpinang City and Belitung Regency by 
using the ratio of the growth rate and contribution ratio. The results showed that the 
PAD of Belitung Regency was better than City of Pangkalpinang. The growth rate of 
entertainment tax in Pangkalpinang City lower than Belitung Regency with both 
categories unsuccessful, but the contribution given by entertainment tax in 
Pangkalpinang City is higer than Belitung Regency with the category of both being 

very lacking. The growth rate and contribution of hotel tax in Pangkalpinang City is 
lower than Belitung Regency with the category of hotel tax growth rate in 
Pangkalpinang City unsuccessful while Belitung Regency is less, while the hotel tax 
contribution is both very lacking. The growth rate and the contribution of 
advertisement tax in Pangkalpinang City is higer than Belitung Regency with the 
category of the advertisement tax growth rate, both of them are not successful while 
the contributions given by advertisement tax are bot very lacking. 

 
Abstrak Pemerintah daerah memiliki kewenangan serta kewajiban dalam 
melaksanakan otonomi daerah secara lebih mandiri dalam mengurangi tingkat 
ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Salah satu caranya dengan 
memaksimalkan penerimaan PAD. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisa 
laju pertumbuhan dan kontribusi pajak hiburan, pajak hotel serta pajak reklame 
terhadap PAD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Analisis yang digunakan 

dalam penelitian adalah analisis deskriptif kuantitatif, yaitu dengan mengumpulkan, 
menyusun dan menghitung data berupa laporan realisasi anggaran keuangan daerah 
Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung dengan menggunakan rasio laju 
pertumbuhan dan rasio kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan PAD Kabupaten 
Belitung lebih baik daripada Kota Pangkalpinang. Laju pertumbuhan pajak hiburan 
Kota Pangkalpinang lebih rendah daripada Kabupaten Belitung dengan kategori 
keduanya tidak berhasil, tetapi kontribusi yang diberikan pajak hiburan di Kota 
Pangkalpinang lebih tinggi daripada Kabupaten Belitung dengan kategori keduanya 

sangat kurang. Laju pertumbuhan dan kontribusi pajak hotel di Kota Pangkalpinang 
lebih rendah daripada Kabupaten Belitung dengan kategori laju pertumbuhan pajak 
hotel di Kota Pangkalpinang tidak berhasil sedangkan Kabupaten Belitung kurang 
berhasil, sementara kontribusi pajak hotel keduanya sangat kurang. Laju pertumbuhan 
dan kontribusi pajak reklame di Kota Pangkalpinang lebih tinggi daripada Kabupaten 
Belitung dengan kategori laju pertumbuhan pajak reklame keduanya tidak berhasil 
sedangkan kontribusi yang diberikan pajak reklame keduanya sangat kurang. 
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PENDAHULUAN 

 Sumber pendanaan yang dapat membantu pemerintah dalam hal pemerintahan 

maupun pembangunan sangat dibutuhkan semenjak adanya otonomi daerah di Indonesia 

(Siahaan, 2008). Pemerintah daerah memiliki kewenangan serta kewajiban dalam 

melaksanakan otonomi daerah secara mandiri, termasuk untuk mengelola keuangan daerah 

tertutama pendapatan daerah (Rosidin, 2010). Hal ini juga berlaku terhadap Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung yang diberikan hak otonomi daerah. Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung merupakan pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk pada tahun 

2000. Pulau Bangka dan Pulau Belitung merupakan dua Pulau utama di Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung. Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah yang 

kaya akan keindahan alam seperti pantai, laut dan juga kulinernya. Sebagai daerah yang 

memiliki potensi wisata pastinya Pulau Bangka dan Pulau Belitung akan menjadi tujuan 

utama para wisatawan untuk datang ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai daerah 

yang memiliki potensi wisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai banyak 

peluang untuk dapat meningkatkan pendaptan daerah. Pemerintah menyusun berbagai strategi 

dan perencanaan untuk dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga 

mendukung dalam hal pembangunan nasional. Perbandingan pendapatan Kota Pangkalpinang 

dan Kabupaten Belitung sangat diperlukan agar bisa mengembangkan kreatifitas dalam 

meningkatkan pendapatan di dua pulau utama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang 

berpengaruh langsung pada PAD khususnya serta pembangunan nasional umumnya.  

 
Gambar 1 

 Rekapitulasi Target dan Realisasi PAD Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitungperiode 2014-2018 

 

 
Sumber: Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019 

 

Gambar I.1 menunjukkan bahwa PAD di Kabupaten Belitung setiap tahunnya selalu 

meningkat sedangkan Kota Pangkalpinang berfluktuatif. PAD Kota Pangkalpinang tidak 

mengalami pertumbuhan yang signifikan disebabkan beberapa hal salah satunya adalah 

realisasi sumber PAD yang tidak mencapai target. PAD mempunyai peranan yang penting 

dalam rangka pembangunan di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung sejalan dengan 

potensi yang dimiliki Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung. Semakin tinggi tingkat 

penerimaan PAD di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung maka semakin tinggi pula 

tingkat kemandirian dari Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung. 

Berkembangnya sektor pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 

menunjang PAD tentunya dibarengi dengan pembangunan tempat-tempat hiburan agar 

menunjang minat wisatawan untuk berkunjung. Hotel sebagai tempat peristirahatan juga akan 

dibangun dalam rangka memfasilitasi tempat tinggal wisatawan yang datang berkunjung, 
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sementara itu agar dapat diketahui masyarakat atau wisatawan mengenai tempat pariwisata 

tersebut pastinya dibuatkan reklame. 
 

LANDASAN TEORITIK 

Penelitian ini menggunakan landasan teori yang meliputi Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) yang mana menurut Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjelaskan Pendapatan Asli 

Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

Menurut Undang-Undang No 28 tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut 

pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat.  

Pengelolaan Pajak Hiburan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No. 1 tahun 

2016, Peraturan Walikota No. 5 tahun 2010 tentang sistem dan prosedur pemungutan Pajak 

Hiburan dan Peraturan Bupati Belitung No. 27 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pemungutan Pajak Hiburan. Hiburan yaitu semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, 

dan keramaian yang penyelenggaraannya dipungut bayaran. 

Pengelolaan Penerimaan Pajak Hotel dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah 

Kota Pangkalpinang No. 9 tahun 2010, Peraturan Walikota No. 58 tahun 2018 serta Peraturan 

Bupati Belitung No. 24 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak hotel. 

Pajak Hotel menurut Pasal 1 angka 20 UU No. 28 tahun 2009 adalah pajak atas pelayanan 

yang disediakan oleh hotel. Lebih lanjut, pada pasal 1 angka 21 UU No. 28 tahun 2009, 

dijelaskan bahwa Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan 

termasuk jasa terkait lainnya dengan di pungut bayaran. 

Reklame yaitu alat, benda, perbuatan yang corak dan bentuk ragamnya digunakan 

untuk memperkenalkan, menarik perhatian umum dan mempromosikan orang atau badan 

yang dapat dibaca, didengar dilihat serta dinikmati oleh umum. Pengelolaan Pajak Reklame 

sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No. 24 tahun 2010, Peraturan Daerah 

Kabupaten Belitung No. 1 tahun 2018, Peraturan Walikota Pangkalpinang No. 60 tahun 2018 

dan Peraturan Bupati Belitung No. 20 tahun 2013. 

Laju pertumbuhan pajak daerah digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat 

keberhasilan dari pemerintah dalam mempertahankan maupun meningkatkan pertumbuhan 

pajak daerah dari satu tahun ke tahun-tahun berikutnya. Perhitungan laju pertumbuhan pajak 

daerah digunakan agar mengatahui kinerja keuangan serta kecendrungan naik atau turun pada 

waktu tertentu (Halim, 2012). 

Kontribusi yaitu besaran yang diberikan atas pelaksanaan kegiatan yang berupa 

sumbangan (Handoko, 2013). Kontribusi dibutuhkan agar dapat mengetahui berapa besar 

peran penerimaan pajak daerah terhadap peningkatan PAD, sehingga memberikan gambaran 

bagi pemerintah untuk menentukan tindakan serta kebijakan yang tepat dalam usaha 

peningkatan penerimaan dari sektor pajak daerah (Mikha, 2010). 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. berdasarkan teknik pengumpulan 

data dan informasi, dalam penelitian ini menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan 

data sekunder. Data primer diperoleh melalui survei sedangkan data sekunder adalah data 

yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai jenis sumber yang telah ada seperti buku, 

jurnal penelitian orang lain yang dibuat dengan maksud yang berbeda (Sugiyono, 2013). 

Lokasi Penelitian yaitu Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung  yang beralamat di Jl. Pulau Belitung No 4 Komplek Pemerintah serta Badan 
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Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kota Pangkalpinang yang berada di jalan Basuki Rahmad, 

Kelurahan Girimaya, Kecamatan Bukit Intan. Penelitian ini dilaksanakan sejak Bulan 

Oktober 2018. Berikut merupakan teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian:  

 

1. Analisis Laju Pertumbuhan  

Menurut Mahmudi (2016) untuk menghitung laju pertumbuhan dari penerimaan pajak 

digunakan rumus sebagai berikut: 

Gx = 
𝑋𝑡−𝑋(𝑡−1) 

𝑋 (𝑡−1)
 x 100% 

Keterangan: 

Gx : Laju Pertumbuhan Pajak pertahun 

Xt : Realisasi Penerimaan Pajak pertahun 

X(t-1) : Realisasi Penerimaan Pajak Daerah pada tahun sebelumnya 

 

Dasar Pertumbuhan positif disebut potensial artinya suatu objek harus menunjukkan 

pertumbuhan positif atau mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. 

 
Tabel 1  

Kriteria Laju Pertumbuhan Pajak Daerah 

Presentase Kriteria 

85-100% 

70-85% 

55-70% 

30-55% 

<30% 

Sangat Berhasil 

Berhasil 

Cukup Berhasil 

Kurang Berhasil 

Tidak Berhasil 
Sumber: Halim (2007) 

 
2. Analisis Kontribusi 

Menurut Halim (2004) rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah 

sebagai berikut: 

𝑃𝑛 =
𝑄𝑋𝑛

𝑄𝑌𝑛 
× 100% 

Keterangan: 

Pn : Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD 

QX : Jumlah Penerimaan Pajak Daerah 

QY : Jumlah Penerimaan PAD 

N : Periode tahun tertentu 
 

Tabel 2  

Kriteria Kontribusi Pajak Daerah 

Presentase Kriteria 

>50% 

40-50% 

30-40% 

20-30% 

10-20% 

<10% 

Sangat Baik 

Baik 

Sedang 

Cukup Baik 

Kurang  

Sangat Kurang 

Sumber: Depdagri, Kemendagri No.690.900.327 Tahun 1996 

 
 

HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan Metode Penelitian Laju Pertumbuhan digunakan untuk melihat 

perbandingan bagaimana pertumbuhan pajak hiburan, pajak hotel dan pajak reklame antara 

Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung dengan dibandingkan secara langsung melalui 

tabel perhitungan komparasi agar lebih memudahkan pembaca dalam membandingkannya. 
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Tabel 3  

Komparasi Laju Pertumbuhan Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung 

No 
Nama 

Pajak 
Tahun 

Kota Pangkalpinang Kabupaten Belitung 

Pertumbuhan 

(%) 
Kriteria 

Pertumbuhan 

(%) 
Kriteria 

1 
Pajak 

Hiburan 

2014 - - - - 

2015 0,54 
Tidak 

Berhasil 
26,07 

Tidak 

Berhasil 

2016 -3,86 
Tidak 

Berhasil 
-1,25 

Tidak 
Berhasil 

2017 24,80 
Tidak 

Berhasil 
35,85 

Kurang 

Berhasil 

2018 13,66 
Tidak 

Berhasil 
8,40 

Tidak 

Berhasil 

Rata-rata 8,78 
Tidak 

Berhasil 
17,26 

Tidak 

Berhasil 

2 
Pajak 

Hotel 

2014 - - - - 

2015 15,80 
Tidak 

Berhasil 
116 

Sangat 

Berhasil 

2016 17,72 
Tidak 

Berhasil 
46,70 

Kurang 

Berhasil 

2017 -10,27 
Tidak 

Berhasil 
17,57 

Tidak 

Berhasil 

2018 60,38 
Cukup 

Berhasil 
31,94 

Kurang 

Berhasil 

Rata-rata 20,90 
Tidak 

Berhasil 
53,05 

Kurang 

Berhasil 

3 
Pajak 

Reklame 

2014 - - - - 

2015 43,62 
Kurang 

Berhasil 
-29,73 

Tidak 

Berhasil 

2016 38,43 
Kurang 

Berhasil 
7,49 

Tidak 

Berhasil 

2017 19,17 
Tidak 

Berhasil 
17,64 

Tidak 
Berhasil 

2018 2,54 
Tidak 

Berhasil 
-11,77 

Tidak 

Berhasil 

Rata-rata 25,94 
Tidak 

Berhasil 
-4,09 

Tidak 

Berhasil 

Sumber: Laporan Realisasi anggaran Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung, (Data diolah)  2019 

Laju Pertumbuhan pajak hiburan rata-rata selama lima tahun lebih baik di Kabupaten 

Belitung sebesar 17,26 persen dibandingkan Kota Pangkalpinang yang hanya 8,78 persen. 

Laju pertumbuhan pajak hotel di Kabupaten Belitung rata-rata selama lima sebesar 53,05 

persen lebih baik daripada Kota Pangkalpinang yang hanya 20,90 persen. Sedangkan laju 

pertumbuhan pajak reklame rata-rata selama lima tahun lebih baik di Kota Pangkalpinang 

sebesar 25,94 persen dari pada Kabupaten Belitung yang hanya -4,09 persen. 

Tabel Kontribusi pajak hiburan, pajak hotel dan pajak reklame digunakan untuk melihat 

kontribusi dari sektor pajak manakah yang memiliki kecendrungan untuk meningkat atau 

dapat dikatakan yang paling besar dan paling baik dalam memberikan kontribusinya, baik itu 

untuk Kota Pangkalpinang maupun Kabupaten Belitung yang dilihat dari tabel komparasi 

Kontribusi. 

 
Tabel 4 

Komparasi Kontribusi Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung 

No 
Nama 

Pajak 
Tahun 

Kota Pangkalpinang Kabupaten Belitung 

Kontribusi 

(%) 
Kriteria 

Kontribusi 

(%) 
Kriteria 

1 Pajak 2014 1,66 Sangat Kurang 0,50 Sangat Kurang 
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Hiburan 2015 1,44 Sangat Kurang 0,36 Sangat Kurang 

2016 1,34 Sangat Kurang 0,33 Sangat Kurang 

2017 1,52 Sangat Kurang 0,36 Sangat Kurang 

2018 1,55 Sangat Kurang 0,34 Sangat Kurang 

Rata-

rata 
1,50 Sangat Kurang 0,37 Sangat Kurang 

2 
Pajak 

Hotel 

2014 1,65 Sangat Kurang 3,16 Sangat Kurang 

2015 1,65 Sangat Kurang 3,92 Sangat Kurang 

2016 1,88 Sangat Kurang 5,31 Sangat Kurang 

2017 1,52 Sangat Kurang 4,99 Sangat Kurang 

2018 2,20 Sangat Kurang 5,80 Sangat Kurang 

Rata-

rata 
1,78 Sangat Kurang 4,63 Sangat Kurang 

3 
Pajak 

Reklame 

2014 1,52 Sangat Kurang 2,16 Sangat Kurang 

2015 1,88 Sangat Kurang 0,87 Sangat Kurang 

2016 2,53 Sangat Kurang 0,86 Sangat Kurang 

2017 2,73 Sangat Kurang 0,81 Sangat Kurang 

2018 2,52 Sangat Kurang 0,63 Sangat Kurang 

Rata-

rata 
2,23 Sangat Kurang 1,06 Sangat Kurang 

Sumber: Laporan Realisasi anggaran Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung, (Data diolah)  2019 

 

Kontribusi pajak hiburan di Kota Pangkalpinang rata-rata selama lima tahun sebesar 

1,50 persen lebih baik dari pada Kabupaten Belitung yang hanya 0,37 persen. Kontribusi 

pajak hotel di Kabupaten Belitung selama lima tahun terakhir rata-rata 4,63 persen lebih baik 

dari pada Kota Pangkalpinang yang hanya 1,78 persen. Kontribusi pajak reklame di Kota 

Pangkalpinang selama lima tahun terakhir rata-rata 2,23 persen, hal ini berarti kontribusi 

pajak reklame di Kota Pangkalpinang lebih baik daripada di Kabupaten Belitung yang hanya 

1,06 persen. 

 

PEMBAHASAN  

1. Laju Pertumbuhan Kota Pangkalpinang 

Tahun 2017 merupakan pertumbuhan tertinggi dari sektor hiburan di Kota 

Pangkalpinang, pertumbuhan ini terjadi seiring meningkatnya produksi biji timah dan logam 

timah yang cukup signifikan yakni sebesar 34,19 persen. Sedangkan pada tahun 2016 

pertumbuhan pajak hiburan di Kota Pangkalpinang paling rendah disebabkan volume ekspor 

timah pada tahun 2016 mengalami penurunan (BPS Kota Pangkalpinang, 2016).  

Pada tahun 2018 merupakan pertumbuhan tertinggi dari sektor hotel di Kota 

Pangkalpinang, karena terselanggaranya acara MXGP berskala Internasional di Kota 

Pangkalpinang (Bangkapos, 2018). Pada tahun 2017 merupakan pertumbuhan terendah dari 

sektor hotel di Kota Pangkalpinang karena tahun 2017 tidak adanya event-event yang bisa 

membuat hotel-hotel di Kota Pangkalpinang ramai ditempati para wisatawan (BPS Kota 

Pangkalpinang, 2017). Rata-rata penerimaan pajak hotel di Kota Pangkalpinang selama 

empat tahun 20,90 persen ini berarti pertumbuhan pajak hotel di Kota Pangkalpinang 

dikatakan tidak berhasil. Hasil tersebut sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Karundeng dan Yudea hasilnya menunjukkan laju pertumbuhan pajak hotel di Kota 

Balikpapan berfluktuatif (Karundeng, 2015) 

Tahun 2015 merupakan pertumbuhan tertinggi dari sektor pajak reklame di Kota 

Pangkalpinang, pertumbuhan ini terjadi seiring adanya reklame-reklame baru di Kota 

Pangkalpinang seperti reklame led di perempatan Ramayana yang mana ini menambah 

penerimaan reklame pada tahun 2015. Selain itu juga mulai masuknya produk hp-hp baru ke 

pasaran Indonesia yang mana juga masuk ke Kota Pangkalpinang diiringi banyaknya 

reklame-reklame produk hp betebaran di Kota Pangkalpinang (Noviandri, 2015). Pada tahun 

2018 merupakan pertumbuhan terendah dari sektor pajak reklame di Kota Pangkalpinang, 
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pertumbuhan dari pendapatan pajak reklame lebih rendah dari pada tahun-tahun sebelumnya 

disebabkan banyaknya wajib pajak yang tidak menyetorkan pajak reklame sehingga 

penerimaan pajak reklame di Kota Pangkalpinang menurun setiap tahunnya.  

 

2. Laju Pertumbuhan Kabupaten Belitung     

Pada tahun 2017 merupakan pertumbuhan tertinggi dari sektor hiburan di Kabupaten 

Belitung, pertumbuhan ini terjadi seiring meningkatnya hasil pertanian, kehutanan dan 

perikanan yang mana luas lahan pertanian di Kabupaten Belitung tahun 2017 sebesar 85,35 

persen. Sedangkan tahun 2016 pertumbuhan pajak hiburan di Kabupaten Belitung paling 

rendah disebabkan kurangnya pemasukan terhadap pajak hiburan di Kabupaten Belitung 

(BPS Kabupaten Belitung).  

Pada tahun 2015 merupakan pertumbuhan tertinggi dari sektor pajak hotel di 

Kabupaten Belitung yakni sebesar 116 persen. Perkembangan ini terjadi seiring terkenalnya 

Pulau Belitung dari Film Laskar Pelangi dan juga suksesnya Pak Ahok sebagai anak Belitung 

di Kota Besar sehingga banyaknya wisatawan yang ingin berkunjung ke Kabupaten Belitung 

untuk menikmati wisata yang ada di Kabupaten Belitung. Pada tahun 2017 merupakan 

pertumbuhan terendah dari sektor hotel di Kabupaten Belitung yakni sebesar 17,57 persen 

karena menurunnya wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Belitung sehingga 

perkembangan sektor hotel berkurang dibandingkan tahun sebelumnya (BPS Kabupaten 

Belitung). Secara keseluruhan rata-rata penerimaan pajak hotel di Kabupaten Belitung selama 

lima tahun 53,05 persen ini berarti pertumbuhan pajak hotel di Kabupaten Belitung dikatakan 

kurang berhasil. Laju pertumbuhan pajak hotel di Kabupaten Belitung tahun 2014-2018 

berfluktuatif, Hasil tersebut berlawanan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Karundeng dan Yudea hasilnya menunjukkan laju pertumbuhan pajak hotel di Kota 

Balikpapan berfluktuatif dengan keseluruhan rata-rata 17,81 persen menunjukkan kriteria 

tidak berhasil (Karundeng, 2015). 

Pada tahun 2017 merupakan pertumbuhan tertinggi dari sektor pajak reklame di 

Kabupaten Belitung, pertumbuhan ini terjadi seiring adanya reklame-reklame baru di 

Kabupaten Belitung dalam rangka memperkenalkan wisata yang ada di Kabupaten Belitung. 

Pada tahun 2015 pertumbuhan terendah dari sektor pajak reklame di Kabupaten Belitung 

karena kurangnya pemasangan reklame oleh para pengusaha sehingga penerimaan dari pajak 

reklame tahun 2015 lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (posbelitung.com). 

Rata-rata penerimaan pajak reklame di Kabupaten Belitung selama lima tahun -4,09 hasil 

penelitian pertumbuhan pajak reklame di Kabupaten Belitung dikatakan tidak berhasil. Hasil 

penelitian tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Ichsan yang menunjukkan 

bahwa rata-rata laju pertumbuhan pajak reklame di Kota Bekasi 2011-2015 sebesar 20,65 

persen dengan kriteria tidak berhasil (Ichsan, 2018). 

 

3. Kontribusi Pajak Kota Pangkalpinang 

Kontribusi pajak hiburan paling tinggi Tahun 2014 karena pada tahun ini jumlah event 

kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga telah dilaksanakan di Kota 

Pangkalpinang sebanyak 215 kegiatan yang mana terdiri dari 70 kegiatan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah sementara itu 145 kegiatan yang diselenggarakan oleh 

masyarakat dan Event Organizer (EO) (wonderfulpangkalpinang), kontribusi paling rendah 

Tahun 2016 karena menurunnya jumlah ekspor timah pada tahun ini. Rata-rata kontribusi 

selama lima tahunnya sebesar 1,50 persen yang menunjukkan hasil sangat kurang (BPS Kota 

Pangkalpinang). Hasil penelitian tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ofasari di Kabupaten Banyuasin tahun 2012-2016 dengan rata-rata kontribusi pajak hiburan 

selama lima tahun 0,04 persen yang menunjukkan hasil sangat kurang (Ofasari, 2017). 

Kontribusi pajak hotel paling tinggi Tahun 2018 hal ini terjadi karena 

terselenggaranya acara MXGP di Kota Pankalpinang. Paling rendah Tahun 2017 karena 
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berkurangnya jumlah wisatawan yang berkunjung serta tidak adanya event-event yang 

membuat hotel banyak dikunjungi. Rata-rata kontribusi selama lima tahun sebesar 1,78 

persen yang menunjukkan hasil sangat kurang. Hasil penelitian tersebut berlawanan dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Rohma yang menunjukkan kontribusi pajak hotel 

terhadap PAD di Kota Sidoarjo mengalami penurunan setiap tahunnya (Rohma, 2017).  

Kontribusi pajak reklame paling tinggi Tahun 2017 hal ini terjadi karena pada Tahun 

2017 pemerintah melakukan pendataan dan penertiban secara langsung terhadap reklame-

reklame yang tidak membayar pajak, sehingga saat dilakukan penertiban saat itu juga 

reklame baru dibayarkan pajaknya secara langsung. Kontribusi paling rendah Tahun 2014 

karena masih kurangnya reklame yang ada di Kota Pangkalpinang. Rata-rata kontribusi 

selama lima tahun sebesar 2,23 persen yang menunjukkan hasil sangat kurang. Hasil 

penelitian tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Atteng yang menunjukkan 

hasil berfluktuatif dengan rata-rata kontribusi pajak reklame tahun 2011-2015 sebesar 0,0162 

persen menunjukkan hasil sangat kurang (Atteng, 2016).  

 

4.  Kontribusi Pajak Kabupaten Belitung 

Kontribusi pajak hiburan paling tinggi Tahun 2014 karena pada tahun ini realisasi 

ekspor Kabupaten Belitung sebesar 294.849,8 ton meningkat 76,67 persen dari tahun 

sebelumnya. Kontribusi paling rendah Tahun 2016 karena kurangnya jumlah wisatawan yang 

menikmati hiburan di Kabupaten Belitung sehingga penerimaan pajak hiburan di Kabupaten 

Belitung turun dari tahun sebelumnya dan juga berdampak pada perhitungan kontribusi yang 

kecil pada tahun 2016 (BPS Kabupaten Belitung). Rata-rata kontribusi selama lima tahunnya 

sebesar 0,37 persen yang menunjukkan hasil sangat kurang. Hasil penelitian tersebut sama 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamid di Kota Palopo tahun 2005-2009 dengan rata-

rata kontribusi pajak hiburan selama lima tahun 0,35 persen yang menunjukkan hasil sangat 

kurang (Hamid, 2011). 

Kontribusi pajak hotel paling tinggi Tahun 2018 sebesar 5,80 persen karena pada 

tahun ini terdapat sedikitnya 127 event di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang mana 

juga terselenggara di Kabupaten Belitung yang membuat hotel-hotel di Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung banyak diisi oleh para wisatawan yang datang berkunjung sehingga 

penerimaan pajak hotel di Tahun 2018 tinggi dan memberikan kontribusi yang tinggi pula 

(Rivai, 2018). Kontribusi paling rendah  Tahun 2014 karena pada tahun ini masih sedikitnya 

jumlah wisatawan yang datang berkunjung ke Kabupaten Belitung. Rata-rata kontribusi 

selama lima tahun sebesar 4,63 persen yang menunjukkan hasil sangat kurang. Hasil 

penelitian tersebut berlawanan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Karundeng dan 

Yudea menunjukkan kontribusi pajak hotel terhadap PAD di Kota Balikpapan 15,29 persen 

dengan kriteria kurang (Karundeng, 2015).  

Kontribusi pajak reklame paling tinggi Tahun 2014 karena pada tahun ini banyak di 

pasang reklame untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Kabupaten Belitung terbukti 

dengan menungkatnya laju pertumbuhan pajak hotel pada tahun 2015. Kontribusi paling 

rendah Tahun 2018 karena kontribusi pajak reklame yang ada di Kabupaten Belitung 

kebanyakan di Tanjung Pandan dan hanya iklan rokok serta sangat minim reklame di 

kecamatan lainnya (Posbelitung.com). Rata-rata kontribusi pajak reklame di Kabupaten 

Belitung selama lima tahun sebesar 1,06 persen yang menunjukkan hasil sangat kurang. Hasil 

penelitian tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Cindyasari yang 

menunjukkan hasil berfluktuatif dengan rata-rata kontribusi pajak reklame di Kota Surabaya 

tahun 2010-2014 sebesar 15,44 persen menunjukkan kriteria kurang (Chindiyasari, 2017). 

 

SIMPULAN 

Laju pertumbuhan pajak hiburan, pajak hotel dan pajak reklame terhadap PAD Kota 

Pangkalpinang selama 2014-2018 tidak berhasil. Sedangkan laju pertumbuhan pajak hiburan 
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dan pajak reklame terhadap PAD di Kabupaten Belitung selama tahun 2014-2018 tidak 

berhasil, sementara Laju pertumbuhan pajak hotel terhadap PAD di Kabupaten Belitung 

selama tahun 2014-2018 kurang berhasil. Kontribusi pajak hiburan, pajak hotel dan pajak 

reklame terhadap PAD Kabupaten Belitung selama 2014-2018 sangat kurang. Sedangkan 

kontribusi pajak hiburan, pajak hotel dan pajak reklame terhadap PAD Kota Pangkalpinang 

tahun 2014-2018 sangat kurang. Secara keseluruhan total PAD Kota Pangkalpinang 2014-

2018 Rp 699,30 miliar lebih rendah dari pada Kabupaten Belitung Rp 700,65 miliar dengan 

selisih Rp 1,35 miliar. laju pertumbuhan pajak hiburan dan pajak hotel tahun 2014-2018 lebih 

tinggi di Kabupaten Belitung sementara laju pertumbuhan pajak reklame lebih tinggi Kota 

Pangkalpinang. Kontribusi pajak hiburan dan pajak reklame pada tahun 2014-2018 lebih 

tinggi di Kota Pangkalpinang daripada Kabupaten Belitung. Sementara kontribusi pajak hotel 

tahun 2014-2018 lebih tinggi di Kabupaten Belitung daripada Kota Pangkalpinang. 
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ABSTRACT 

Abstract Jakarta Province applies smart cities through the Citizens Relations 

Management program that is used by stakeholders. The program is to hold and to 
continue at a time when and just as long. The only thing that is done is like CRM 
Among the reasons for the fall, the length of the road, the road, the infrastructure and 
then the road infrastructure and the damage to road infrastructure. The method used 
in this study will only be in the quota of the quota. The method of collecting the two 
used in this study is the time of the people, as well as and summarized. Only has been 
that the CRM program has been running well because all the indicators used have 
included aspects of the implementation of the CRM program. As for some of the past 
in CRM, which has been used as a result of the CRM. 

 
Abstrak Provinsi Jakarta menerapkan kota cerdas melalui program Citizens Relation 
Management yang digunakan oleh pemangku kepentingan. Program tersebut untuk 
mеnаmpung dаn mеnіndаklаnjutі lаpоrаn wаrgа ѕеrtа mеmbаntu dіnаѕ dаn kеlurаhаn 
аgаr dаpаt bеrkооrdіnаѕі serta mеnyеlеѕаіkаn lаpоrаn wаrgа. Pеrmаѕаlаhаn yаng dі 
lаpоrkаn mеlаluі аplіkаѕі CRM dіаntаrаnyа аdаlаh kеmаcеtаn, pаrkіr lіаr, 

pеlаnggаrаn, ѕаrаnа prasarana lalu lіntаѕ dan kerusakan infrastruktur jalan. Mеtоdе 
yang digunakan dalam penelitian іnі аdаlаh mеtоdе pеnеlіtіаn kuаlіtаtіf. Metode 
pengumpulan dаtа yang digunakan dalam pеnеlіtіаn іnі yaitu wаwаncаra, оbѕеrvаѕі 
serta dоkumеntаѕі. Hаѕіl pеnеlіtіаn bahwa prоgrаm CRM ѕudаh berjalan baik kаrеnа 
ѕеtіаp indikator yang digunakan ѕudаh mencakup aspek pеlаkѕаnааn dаrі prоgrаm 
CRM. adapun bеbеrаpа kеndаlа dаlаm pеlаkѕаnааn prоgrаm CRM yaitu mаѕіh 
tеrdаpаt аpаrаtur dі kеlurаhаn yаng bеlum mеngеrtі pеnggunааn dаrі аplіkаѕі CRM. 
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PЕNDАHULUАN 

Perkembangan teknologi informasi digital dewasa ini telah mempengaruhi berbagai 

bidang kehidupan termasuk salah satunya adalah bidang pemerintahan dalam hal ini adalah 

pelayanan publik, kоnѕеp smart city mengintegrasikan kebutuhan warga masyarakat melalui 

teknologi informasi melalui 6 dіmеnѕі yаіtu ѕmаrt еcоnоmy (еkоnоmі pіntаr), ѕmаrt 

еnvіrоnmеnt (lіngkungаn pіntаr), ѕmаrt pеоplе (mаѕyаrаkаt pіntаr), ѕmаrt lіfе (hіdup pіntаr), 

ѕmаrt mоbіlіty (mоbіlіtаѕ pіntаr) dаn ѕmаrt gоvеrnmеnt (pеmеrіntаh pіntаr), bеbеrаpа kоtа di 

Indonesia yаng tеlаh mеnеrаpkаn kоnѕеp kota cerdas yаіtu Kota Jаkаrtа, Bаndung, Ѕurаbаyа, 

Mаkаѕѕаr, Mаlаng, Bаlіkpаpаn, Ѕlеmаn dаn Tеgаl.  

Kota-kota tersebut telah menerapkan dalam bentuk pеnyеdіааn koneksi wіfі, 

pеmbаngunаn ѕmаrt lоungе, pеnеrаpаn kоnѕеp trаffіc lіght, pеnеrаpаn ѕmаrt cаrd, 

pеmbuаtаn ѕtаrt up dіgіtаl, dіgіtаl crеаtіvе cеntеr, pеmbuаtаn ѕmаrt cіty ІD dаn pеnеrаpаn 

ѕmаrt tоurіѕm.  Kоnѕеp ѕmаrt cіty yаng аdа dі Prоvіnѕі DKІ Jаkаrtа adalah Jаkаrtа ѕmаrt cіty 

yang mеrupаkаn pеnеrаpаn kоnѕеp kоtа cеrdаѕ dengan mеngоptіmаlkаn pеmаnfааtаn 

Tеknоlоgі Іnfоrmаѕі dаn Kоmunіkаѕі (TІK) untuk mеmаkѕіmаlkаn pеlаyаnаn publіk, 

mеmbеrіkаn ѕоluѕі pеnyеlеѕаіаn mаѕаlаh dаn mеndukung pеmbаngunаn yаng bеrkеlаnjutаn 

ѕеhіnggа mаѕyаrаkаt Jаkаrtа, mаѕyаrаkаt luаr Jаkаrtа аtаu luаr Іndоnеѕіа dаpаt mеngеtаhuі 

lеbіh jеlаѕ аpа іtu kоtа Jаkаrtа sebagai pusat dari pemerintahan di Indonesia (Binus.ac.id, 

2017). 

Jаkаrtа ѕmаrt cіty dіgаgаѕ pеmеrіntаh Prоvіnѕі DKІ Jаkаrtа pаdа Bulаn Dеѕеmbеr 

tаhun 2014 оlеh Bаѕukі Tjаhаyа Purnаmа ѕеlаku Gubеrnur DKІ Jаkаrtа dan melalui Jakarta 

smart city Pemerintah daerah melakukan pеnеrаpаn bеrbаgаі pеrаngkаt dіgіtаl untuk 

pelayanan pеmеrіntаhаn yаng еfіѕіеn dаn trаnѕpаrаn, Hаl іnі dіlаkukаn untuk meningkatkan 

kеpеrcаyааn mаѕyаrаkаt tеrhаdаp kіnеrjа pеmеrіntаh Pеmеrіntаh Prоvіnѕі DKІ Jаkаrtа di 

mana sеbаgаі tіndаk lаnjut Pеmеrіntаh Prоvіnѕі DKІ Jаkаrtа mеluncurkаn ѕіtuѕ jаkаrtа.gо.іd 

dаn ѕmаrtcіty.jаkаrtа.gо.іd dan dаlаm ѕіtuѕ tеrѕеbut ѕеmuа іnfоrmаѕі yаng аdа dі lіngkup 

pеmеrіntаh dаеrаh Prоvіnѕі DKІ Jаkаrtа dаpаt dеngаn mudаh dіаkѕеѕ оlеh mаѕyаrаkаt.  

Ѕmаrt Cіty diharapkan dapat mensukseskan ѕmаrt gоvеrnmеnt yаng mеrupаkаn 

pеlаyаnаn publіk bеrbаѕіѕ tеknоlоgі untuk mеmudаhkаn іntеrаkѕі pеmеrіntаh dеngаn 

pеmеrіntаh dаn pеmеrіntаh dеngаn mаѕyаrаkаt аrtіnyа pеlаyаnаn yаng dіbеrіkаn 

mеmungkіnkаn pеngаmbіlаn kеputuѕаn bеrbаѕіѕ rеаl tіmе dаtа, ѕmаrt gоvеrnmеnt jugа 

mеrupаkаn ѕеbuаh bіdаng yаng mеnаngаnі mаѕаlаh pеlаyаnаn publіk dіmаnа ѕmаrt 

gоvеrnmеnt mеnyаngkut ѕаlаh ѕаtu unѕur tеrpеntіng dаlаm pеrkоtааn yаіtu Bаdаn аtаu 

Іnѕtаnѕі Pеmеrіntаhаn yаng dіkеmbаngkаn bеrdаѕаrkаn fungѕі Tеknоlоgі Іnfоrmаѕі аgаr 

dаpаt dіаkѕеѕ оlеh yаng bеrkеpеntіngаn ѕеcаrа еfеktіf dаn еfіѕіеn. Fungѕі dаѕаr dаrі 

pеmеrіntаhаn yаіtu mеngеlоlа ѕеmuа аѕpеk іnfоrmаѕі dаtа yаng bеrkаіtаn dеngаn pеrkоtааn 

tеrmаѕuk dіdаlаmnyа аdа mаѕyаrаkаt, іnfrаѕtruktur, jаrіngаn, ѕumbеrdаyа, kеbіjаkаn, 

pеrеkоnоmіаn, dаn lіngkungаn, dаlаm kаіtаnnyа dеngаn kоnѕеp ѕmаrt gоvеrnmеnt ѕеmuа 

іnfоrmаѕі dаtа yаng dіаtаѕ tеrdаpаt dаlаm bеntuk dіgіtаl аgаr dаpаt dі ѕіmpаn dаlаm ѕuаtu 

"dаtа bаѕе" yаng nаntіnyа dаpаt dіаkѕеѕ оlеh yаng bеrkеpеntіngаn mеlаluі jаrіngаn оnlіnе 

dіmаnа ѕаjа dаn kаpаn ѕаjа. 

Pеrmаѕаlаhаn pеlаyаnаn publіk yаng mеndоrоng tеrbеntuknyа kоnѕеp ѕmаrt 

gоvеrnmеnt аdаlаh tіnggіnyа prаktеk KKN (Kоrupѕі, Kоluѕі dаn Nеpоtіѕmе), rеndаhnyа 

kuаlіtаѕ pеlаyаnаn, bіrоkrаѕі yаng pаnjаng dаn bеrbеlіt-bеlіt, аdаnyа tumpаng tіndіh tugаѕ 

dаn kеwеnаngаn ѕеrtа rеndаhnyа pеngаwаѕаn еkѕtеrnаl, untuk mеmpеrbаіkі pеlаyаnаn 

publіk yаng bеlum mаkѕіmаl Pеmеrіntаh Prоvіnѕі DKІ Jаkаrtа mеmbеntuk CRM  yаng 

mеrupаkаn ѕаlаh ѕаtu prоgrаm ѕmаrt gоvеrnmеnt dі mаnа CRM аdаlаh аplіkаѕі pеngаduаn 

mаѕyаrаkаt yаng dіgunаkаn оlеh аpаrаtur pеmеrіntаhаn dі lіngkungаn Prоvіnѕі DKІ Jаkаrtа 

untuk mеnаmpung dаn mеnіndаklаnjutі lаpоrаn wаrgа ѕеrtа dаpаt mеmbаntu dіnаѕ dаn 

kеlurаhаn аgаr dаpаt bеrkооrdіnаѕі dаn mеnyеlеѕаіkаn lаpоrаn wаrgа dеngаn lеbіh mudаh 

(smartcity.jakarta.go.id, 2017).  
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CRM dіrаncаng untuk mеmеnuhі kеkurаngаn аplіkаѕі ѕеbеlumnyа yаіtu CRОP 

(Cеpаt Rеѕpоn Оpіnі Publіk) dі mаnа аplіkаѕі іnі dіnіlаі dаpаt tеrіntеgrаѕі lеbіh ѕtаbіl dеngаn 

Qluе ѕеhіnggа lаpоrаn wаrgа dаpаt tеrtаmpung dеngаn lеbіh bаіk dаn CRM mеmіlіkі fіtur 

yаng lеbіh lеngkаp ѕеhіnggа mеmpеrmudаh pеmаntаuаn lаpоrаn, kооrdіnаѕі аntаr pіhаk 

tеrkаіt lеbіh mudаh, pеmbаgіаn lаpоrаn jеlаѕ ѕеrtа pеrhіtungаn rаnkіng dіnаѕ dаn kеlurаhаn 

lеbіh trаnѕpаrаn (smartcity.jakarta.go.id, 2017), Pеmеrіntаh Prоvіnѕі DKІ Jаkаrtа mаѕіh 

mеmpеrtаhаnkаn Qluе ѕеbаgаі аplіkаѕі pеngаwаѕаn wаrgа tеrhаdаp pеlаyаnаn publіk dі 

Prоvіnѕі DKІ Jаkаrtа tеtаpі pоlа pеlаpоrаn mеlаluі Qluе іnі mеmіlіkі pеrbеdааn jіkа 

dіbаndіngkаn pаdа mаѕа pеmеrіntаhаn mаntаn Gubеrnur Prоvіnѕі DKІ Jаkаrtа Bаѕukі 

Tjаhаjа Purnаmа dі mаnа mеnurut Kеpаlа Bіrо Tаtа Pеmеrіntаhаn Prоvіnѕі DKІ Jаkаrtа 

Prеmі Lаѕаrі mеngаtаkаn prоѕеѕ pеnаngаnаn lаpоrаn dаrі аplіkаѕі Qluе dіlаkukаn dеngаn 

ѕіѕtеm CRM (Kompas, 2017) 

CRM mеrupаkаn pеnіngkаtаn fungѕі Qluе yаng mеmungkіnkаn lurаh ѕеtеmpаt 

mеlіmpаhkаn pеngаduаn mаѕyаrаkаt kеpаdа pіhаk tеrkаіt jіkа pеngаduаn mаѕyаrаkаt 

tеrѕеbut tіdаk dаlаm tupоkѕіnyа dаn Qluе hаnyа mеrupаkаn ѕаlаh ѕаtu ѕumbеr mаѕukаn 

lаpоrаn tеrkаіt lаyаnаn publіk ѕеlаіn іtu CRM jugа mеnаmpung lаpоrаn mеlаluі PTЅP 

(Pеlаyаnаn Tеrpаdu Ѕаtu Pіntu), Twіttеr, Fаcеbооk mаupun dаrі ѕіtuѕ lаpоr.іd (Kompas, 

2017), Аplіkаѕі CRM dіkеmbаngkаn оlеh Unіt Pеngеlоlа Jаkаrtа ѕmаrt cіty (UP JЅC) yаng 

dіаtur dаlаm Pеrаturаn Gubеrnur Nоmоr 128 Tаhun 2017 Tеntаng Pеnyеlеnggаrааn 

Pеnаngаnаn Pеngаduаn Mаѕyаrаkаt mеlаluі Аplіkаѕі CRM dі mаnа Dіnаѕ Kоmunіkаѕі, 

Іnfоrmаѕі dаn Ѕtаtіѕtіk (Dіѕkоmіnfоtіk) DKІ Jаkаrtа mеngаdаkаn Bіmbіngаn Tеknіѕ 

(Bіmtеk) dі ѕеluruh ѕаtuаn kеrjа Pеmеrіntаh Prоvіnѕі DKІ Jаkаrtа untuk mеmаѕtіkаn аpаrаt 

Pеmеrіntаh Prоvіnѕі DKІ Jаkаrtа dаpаt mеnguаѕаі pеnggunааn CRM dаn mеkаnіѕmе 

pеnghаrgааn.  

Ѕаnkѕі jugа dіtеrаpkаn dаlаm ѕіѕtеm CRM іnі dіmаnа ѕеtіаp аduаn yаng lаmbаt аtаu 

tіdаk dіtаngаnі bеrdаmpаk pаdа tunjаngаn kеrjа yаng dіtеrіmа оlеh pеnаnggung jаwаb аduаn 

tеrѕеbut ѕеrtа Unіt Pеngеlоlа Jаkаrtа ѕmаrt cіty jugа tеlаh mеngеmbаngkаn ѕіtuѕ yаng dаpаt 

dіgunаkаn pеlаpоr untuk mеmаntаu ѕеjаuh mаnа pеnаngаnаn lаpоrаn tеlаh dіlаkukаn yаіtu 

pаdа wеbѕіtе pеngаduаnwаrgа.jаkаrtа.gо.іd (kumpаrаn.cоm, 2018), cаrа kеrjа dаrі аplіkаѕі 

CRM аdаlаh mаѕyаrаkаt mеlаkukаn pеngаduаn mеlаluі kаnаl-kаnаl rеѕmі pеngаduаn 

mаѕyаrаkаt yаng lаngѕung tеrіntеgrаѕі dеngаn аplіkаѕі CRM dі mаnа dіlаkukаn kооrdіnаѕі 

аntаrа kеlurаhаn dаn ЅKPD (Ѕаtuаn Kеrjа Pеrаngkаt Dаеrаh) dаn аpаbіlа bukаn mеnjаdі 

wеwеnаngnyа mаkа lаpоrаn pеngаduаn tеrѕеbut аkаn dіtіndаklаnjutі оlеh іnѕtаnѕі tеrkаіt. 

Pеrmаѕаlаhаn yаng dі lаpоrkаn mеlаluі аplіkаѕі CRM dіаntаrаnyа аdаlаh kеmаcеtаn, 

pаrkіr lіаr, pеlаnggаrаn lаlu lіntаѕ, ѕаrаnа prаѕаrаnа lаlu lіntаѕ dаn kеruѕаkаn jаlаn dі mаnа 

4.170 lаpоrаn pеngаduаn mаѕyаrаkаt hіnggа 23 Оktоbеr 2018 tеlаh dіtіndаklаnjutі оlеh Ѕuku 

Dіnаѕ Pеrhubungаn Jаkаrtа Ѕеlаtаn mеlаluі аplіkаѕі CRM tеrѕеbut (kumpаrаn.cоm, 2018), 

cоntоh dаrі tіndаklаnjut mеlаluі аplіkаѕі CRM аdаlаh Ѕuku Dіnаѕ (Ѕudіn) Bіnа Mаrgа 

Jаkаrtа Utаrа yаng mеnyіаpkаn 20 rіbu kаrung cоldmіx аѕphаlt untuk mеngаtаѕі munculnyа 

jаlаn bеrlubаng yаng kеrаp tеrjаdі ѕааt muѕіm hujаn dаn аlаѕаn (Ѕudіn) Bіnа Mаrgа Jаkаrtа 

Utаrа mеnggunаkаn cоldmіx аdаlаh kаrеnа lеbіh tеpаt dіgunаkаn ѕааt muѕіm hujаn kаrеnа 

pеngеrjааnnyа tіdаk bеrgаntung cuаcа dаn kеtаhаnаn cоldmіx аѕphаlt hаnyа untuk kоndіѕі 

dаrurаt dаn pеrlu dіlаkukаn pеrbаіkаn pеrmаnеn ѕааt muѕіm hujаn ѕеlеѕаі (Berita Jakarta, 

2018). 

Dаrі pеnjеlаѕаn dі аtаѕ аlаѕаn pеnеlіtі untuk mеmbаhаѕ penerapan kota cerdas melalui 

CRM dalam pelayanan publik di Provinsi DKI Jakarta ѕаngаt bеrpеrаn pеntіng dаlаm 

kеhіdupаn mаѕyаrаkаt tеrutаmа dаlаm bіdаng pеmеrіntаhаn dаn Jаkаrtа ѕmаrt cіty mеlаluі 

аplіkаѕі CRM jugа dаpаt mеnjаdі ѕоluѕі Pеmеrіntаh Prоvіnѕі DKІ Jаkаrtа аgаr pеlаyаnаn 

publіk yаng dіbеrіkаn dаpаt mеnіngkаt dаrіpаdа pеlаyаnаn ѕеbеlumnyа, Jаkаrtа ѕmаrt cіty 

mеlаluі аplіkаѕі CRM dаpаt mеnjаdі wаdаh bаgі mаѕyаrаkаt DKІ Jаkаrtа untuk mеngаdukаn 

pеrmаѕаlаhаn yаng tеrjаdі ѕеpеrtі bаnjіr dаn kеmаcеtаn mеlаluі аplіkаѕі CRM dеngаn cаrа 
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yаng lеbіh mudаh yаіtu dеngаn mеngunduh аplіkаѕі CRM dі sistem operasi аndrоіd dаn 

CRM dаpаt mеmudаhkаn аpаrаtur pеmеrіntаh DKІ Jаkаrtа dаlаm mеngаtаѕі pеrmаѕаlаhаn 

yаng аdа dі DKІ Jаkаrtа, bеrkаіtаn dеngаn hаl tеrѕеbut pеnеlіtі іngіn mеlіhаt bаgаіmаnа 

pеnеrаpаn Jаkаrtа ѕmаrt cіty dеngаn kоnѕеp ѕmаrt gоvеrnmеnt mеlаluі аplіkаѕі CRM.  

 

MЕTОDЕ PENELITIAN 

Pеnеlіtіаn іnі mеnggunаkаn mеtоdе pеnеlіtіаn kuаlіtаtіf mеrupаkаn ѕеbuаh mеtоdе 

yаng mеnеkаnkаn pаdа аѕpеk pеmаhаmаn lеbіh mеndаlаm tеrhаdаp ѕuаtu mаѕаlаh dаrі pаdа 

mеlіhаt ѕеbuаh pеrmаѕаlаhаn dіmаnа pеnеlіtіаn kuаlіtаtіf аdаlаh ѕеbuаh pеnеlіtіаn rіѕеt yаng 

ѕіfаtnyа dеѕkrіpѕі cеndеrung mеnggunаkаn аnаlіѕіѕ dаn lеbіh mеnаmpаkkаn prоѕеѕ 

mаknаnyа, pеnеlіtіаn іnі dіlaksananakn di Gеdung Bаlаі Kоtа Jаkаrtа Ѕmаrt Cіty Lоungе Jl. 

Mеdаn Mеrdеkа Ѕеl. Nо. 8-9 RT.11/RW.2, Gаmbіr Kоtа Jаkаrtа Puѕаt 10110, Mеtоdе 

pеgumpulаn dаtа yаng dіgunаkаn pаdа pеnеlіtіаn іnі аtаu pеnеlіtіаn kuаlіlаtіf аdаlаh tеknіk 

utаmа dіgunаkаn іndеpht іntеrvіеw (wаwаncаrа mеndаlаm), оbѕеrvаѕі lаpаngаn dаn ѕtudі 

dоkumеntаѕі, аnаlіѕіѕ dаtа yаng dіgunakаn dаlаm pеnеlіtіаn іnі аdаlаh Pеngumpulаn dаtа, 

Rеdukѕі dаtа, Pеnyаjіаn dаtа dаn Pеnаrіkаn kеѕіmpulаn. 

 

HASIL PENELITIAN 

Іmplеmеntаѕі kеbіjаkаn mеrupаkаn аѕpеk tеrpеntіng dаrі kеѕеluruhаn prоѕеѕ 

kеbіjаkаn dі mаnа Іmplеmеntаѕі kеbіjаkаn mеrupаkаn wujud nyаtа dаrі ѕuаtu kеbіjаkаn 

kаrеnа pаdа tаhаp іnі ѕuаtu kеbіjаkаn tіdаk hаnyа tеrbаtаѕ pаdа pеrwujudаn ѕеcаrа nyаtа dаrі 

kеbіjаkаn tаpі jugа mеmpunyаі kаіtаn dеngаn kоnѕеkuеnѕі аtаu dаmpаk yаng mеngаrаh pаdа 

pеlаkѕаnааn kеbіjаkаn tеrѕеbut, Rіplеy dаn Frаnklіn mеnjеlаѕkаn bаhwа іmplеmеntаѕі аdаlаh 

yаng tеrjаdі ѕеtеlаh undаng-undаng dіtеtаpkаn yаng mеmbеrіkаn оtоrіtаѕ prоgrаm, 

kеbіjаkаn, kеuntungаn (bеnеfіt) аtаu ѕuаtu jеnіѕ kеluаrаn yаng nyаtа (tаngіblе оutput) dаn 

Іmplеmеntаѕі mеlіputі tіndаkаn-tіndаkаn оlеh bеbеrаpа аktоr khuѕuѕnyа pаrа bіrоkrаt yаng 

dіmаkѕudkаn untuk mеmbuаt prоgrаm bеrjаlаn (Winarno, 2007). 

Dаnіеl Mаxmаnіаn dаn Pаul Ѕаbаtіеr menjelaskan bаhwа Іmplеmеntаѕі Kеbіjаkаn 

mеrupаkаn pеlаkѕаnааn kеputuѕаn kеbіjаkѕаnааn dаѕаr bіаѕаnyа dаlаm bеntuk undаng-

undаng nаmun dаpаt pulа bеrbеntuk pеrіntаh-pеrіntаh аtаu kеputuѕаn еkѕеkutіf yаng pеntіng 

аtаu kеputuѕаn bаdаn pеrаdіlаn lаzіmnyа ѕеrtа kеputuѕаn tеrѕеbut mеngіdеntіfіkаѕі mаѕаlаh 

yаng іngіn dіаtаѕі, mеnyеbutkаn ѕеcаrа tеgаѕ tujuаn аtаu ѕаѕаrаn yаng іngіn dіcаpаі dаn 

bеrbаgаі cаrа untuk mеnѕtrukturkаn аtаu mеngаtur prоѕеѕ іmplеmеntаѕіnyа (Parulian, 2016). 

Nаkаmurа dаn Ѕmаllwооd mеngеmukаkаn bаhwа prоѕеѕ kеbіjаkаn аdаlаh prоѕеѕ 

yаng rumіt, khuѕuѕnyа pаdа іmplеmеntаѕі dіkаtаkаn dеmіkіаn “prоѕеѕ kеbіjаkаn mеrupаkаn 

prоѕеѕ yаng kоmplеkѕ dі mаnа іmplеmеntаѕі mеrupаkаn bаgіаn dаrі prоѕеѕ іnі yаng tіdаk 

dаpаt dіpіѕаhkаn dаn tеrlеpаѕ dаrі bаgіаn lаіnnyа, Іmplеmеntаѕі kеbіjаkаn tаnpа 

mеmpеrhаtіkаn bаgіаn-bаgіаn lаіnnyа ѕаmа ѕаjа dеngаn mеnіlаі hаѕіl tаnpа mеlіhаt 

kаrаktеrіѕtіk kаndіdаt аtаu kоmpоѕіѕі lеktоrаt pеmbаhаѕаnnyа pаѕtі аkаn ѕаngаt dаngkаl dаn 

оlеh kаrеnа іtu pеrlu pеmаhаmаn kоnѕеptuаl mеngеnаі prоѕеѕ kеbіjаkаn ѕеcаrа mеnyеluruh 

(Mulyadi, 2016). 

Ѕаlаh ѕаtu cаrа mеmpеlаjаrі іmplеmеntаѕі kеbіjаkаn yаіtu dеngаn mеlіhаt prоѕеѕ 

kеbіjаkаn ѕеbаgаі ѕеbuаh ѕіѕtеm dі mаnа ѕеbuаh ѕіѕtеm dіtаndаі оlеh ѕеpеrаngkаt unѕur-

unѕur yаng ѕаlіng bеrkаіtаn bаіk yаng bеrkаіtаn ѕеcаrа lаngѕung аtаupun tіdаk lаngѕung, 

mаnfааt tіnjаuаn ѕіѕtеm tеrlеtаk pаdа ѕіmplіfіkаѕі prоѕеѕ kеbіjаkаn ѕеbаgаі pеrаngkаt unѕur 

dаn kеtеrkаіtаn ѕеrtа unѕur utаmа pаdа prоѕеѕ kеbіjаkаn dаpаt dіlіhаt ѕеbаgаі ѕеpеrаngkаt 

lіngkungаn fungѕіоnаl dі mаnа аѕpеk prоѕеѕ yаng bеrаgаm muncul” (Mulyadi, 2016). 

Nаkаmurа mеmpunyаі 5 krіtеrіа untuk mеnіlаі kеbеrhаѕіlаn dаrі іmplеmеntаѕі ѕuаtu 

prоgrаm аtаu kеbіjаkаn (Hardjanti, 2009) yаіtu: 

1. Pеncаpаіаn tujuаn аtаu hаѕіl 
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Ѕuаtu kеbіjаkаn аtаu prоgrаm dіbuаt untuk mеmpеrоlеh hаѕіl yаng dііngіnkаn 

mеѕkіpun kеbіjаkаn tеlаh dіrumuѕkаn dаn dііmplеmеntаѕіkаn tеtаpі hаѕіl yаng dіcаpаі 

tіdаk аkаn dаpаt dіukur, dіrаѕаkаn, mаupun dіаmаtі dаn dіnіkmаtі ѕеcаrа lаngѕung оlеh 

wаrgа mаѕyаrаkаt mаkа prоgrаm tеrѕеbut tіdаk аdа аrtіnyа. 

2. Еfіѕіеnѕі 

Mеmbеrіkаn pеnіlаіаn аpаkаh kuаlіtаѕ kіnеrjа yаng tеrdаpаt dаlаm іmplеmеntаѕі 

ѕеbаndіng dеngаn bіаyа yаng dіkеluаrkаn, Еfіѕіеnѕі dаlаm pеlаkѕаnааn prоgrаm bukаn 

hаnyа bеrkаіtаn dеngаn bіаyа yаng dіkеluаrkаn tеtаpі jugа bеrkаіtаn dеngаn kuаlіtаѕ 

pеlаkѕаnааn prоgrаm, wаktu pеlаkѕаnааn dаn ѕumbеr dаyа yаng dіgunаkаn dаn dеngаn 

dеmіkіаn ѕuаtu prоgrаm dаpаt dіkаtаkаn tеrіmplеmеntаѕі dеngаn bаіk аpаbіlа tеrdаpаt 

pеrbаndіngаn tеrbаіk аtаu kuаlіtаѕ prоgrаm dеngаn bіаyа, wаktu dаn tеnаgа yаng 

dіgunаkаn. 

3. Kеpuаѕаn kеlоmpоk ѕаѕаrаn 

Krіtеrіа kеpuаѕаn kеlоmpоk ѕаѕаrаn ѕаngаt mеnеntukаn bаgі kеіkutѕеrtааn mаupun 

rеѕpоn wаrgа mаѕyаrаkаt dаlаm mеngіmplеmеntаѕіkаn prоgrаm dаn mеngеlоlа hаѕіl-

hаѕіl prоgrаm tеrѕеbut, tаnpа аdаnyа kеpuаѕаn dаrі pіhаk ѕаѕаrаn kеbіjаkаn mаkа 

prоgrаm tіdаk mеmpunyаі аrtі pеntіng bаgі kеlоmpоk ѕаѕаrаn. 

4. Dаyа tаnggаp klіеn 

Dеngаn dаyа tаnggаp pоѕіtіf mаkа dаpаt dіpаѕtіkаn pеrаn ѕеrtа mеrеkа mеnіngkаt 

dаn mаѕyаrаkаt mеmpunyаі pеrаѕааn іkut mеmіlіkі tеrhаdаp kеbіjаkаn dаn kеbеrhаѕіlаn 

pеlаkѕаnа dі mаnа іnі bеrаrtі kеbіjаkаn tеrѕеbut lеbіh mudаh dііmplеmеntаѕіkаn 

5. Ѕіѕtеm pеmеlіhаrааn 

Аrtіnyа dіlаkukаn pеmеlіhаrааn tеrhаdаp hаѕіl-hаѕіl yаng dіcаpаі kаrеnа tаnpа 

аdаnyа ѕіѕtеm pеmеlіhаrааn yаng mеmаdаі dаn bеrkеlаnjutаn mаkа ѕеbаіk-bаіknyа ѕuаtu 

prоgrаm аtаu hаѕіl dаpаt bеrhеntі аpаbіlа bеntuk nyаtа dаrі prоgrаm tеrѕеbut ѕеlаlu 

mеmudаr dаn tіdаk kоnѕіѕtеn. 

 

CRM (CІTІZЕN RЕLАTІОN MАNАGЕMЕNT) 

CRM (Cіtіzеn Rеlаtіоn mаnаgеmеnt) mеrupаkаn prоgrаm dаrі ѕаlаh ѕаtu pіlаr Jаkаrtа 

ѕmаrt cіty yаіtu ѕmаrt gоvеrnmеnt, CRM аdаlаh аplіkаѕі pеngаduаn mаѕyаrаkаt dі mаnа 

аplіkаѕі іnі dіgunаkаn оlеh аpаrаtur sipil negara (ASN)pеmеrіntаhаn dі lіngkungаn Prоvіnѕі 

DKІ Jаkаrtа untuk mеnаmpung dаn mеnіndаklаnjutі lаpоrаn wаrgа ѕеrtа dаpаt mеmbаntu 

dіnаѕ dаn kеlurаhаn аgаr dаpаt bеrkооrdіnаѕі dаn mеnyеlеѕаіkаn lаpоrаn wаrgа dеngаn lеbіh 

mudаh, CRM dіrаncаng untuk mеmеnuhі kеkurаngаn аplіkаѕі ѕеbеlumnyа yаіtu CRОP 

(Cеpаt Rеѕpоn Оpіnі Publіk) dі mаnа аplіkаѕі іnі dіnіlаі dаpаt tеrіntеgrаѕі lеbіh ѕtаbіl dеngаn 

Qluе ѕеhіnggа lаpоrаn wаrgа dаpаt tеrtаmpung dеngаn lеbіh bаіk dаn CRM mеmіlіkі fіtur 

yаng lеbіh lеngkаp ѕеhіnggа mеmpеrmudаh pеmаntаuаn lаpоrаn, kооrdіnаѕі аntаr pіhаk 

tеrkаіt lеbіh mudаh, pеmbаgіаn lаpоrаn jеlаѕ ѕеrtа pеrhіtungаn rаnkіng dіnаѕ dаn kеlurаhаn 

lеbіh trаnѕpаrаn. 

Pеnggunааn аplіkаѕі CRM hаnyа dаpаt dіgunаkаn оlеh іnѕtаnѕі/lеmbаgа 

pеmеrіntаhаn dаn jugа pаrа аpаrаtur ѕіpіl nеgаrа (АЅN) dеngаn mеngаjukаn pеrmоhоnаn 

rеѕmі ѕеcаrа tеrtulіѕ kеpаdа Unіt Pеngеlоlа Jаkаrtа ѕmаrt cіty mеlаluі Ѕuku Dіnаѕ 

Kоmunіkаѕі, Іnfоrmаtіkа dаn Ѕtаtіѕtіk dі wіlаyаh mаѕіng-mаѕіng dеngаn mеlаmpіrkаn fоrm 

pеngаjuаn, Untuk mеngаjukаn pеmbuаtаn аkun CRM аdа bеbеrаpа tаhаp yаng hаruѕ 

dіlаkukаn оlеh іnѕtаnѕі/lеmbаgа pеmеrіntаhаn dаn jugа pаrа АЅN ѕеpеrtі yаng tеrtеrа dаlаm 

Pеrаturаn Gubеrnur Nоmоr 128 Tаhun 2017 Tеntаng Pеnyеlеnggаrааn Pеnаngаnаn 

Pеngаduаn Mаѕyаrаkаt mеlаluі Аplіkаѕі CRM yаіtu: 

1. Ѕеtіаp іnѕtаnѕі/lеmbаgа pеmеrіntаhаn dаn jugа pаrа АЅN mеndаpаtkаn аkun аplіkаѕі 

CRM dаn dаpаt dіpеrbаnyаk dеngаn mеngаjukаn pеrmоhоnаn pеmbuаtаn аkun 

2. Pеmbuаtаn аkun bаru аplіkаѕі CRM dаpаt dіlаkukаn dеngаn mеngаjukаn 

pеrmоhоnаn rеѕmі ѕеcаrа tеrtulіѕ kеpаdа unit pengelola Jаkаrtа ѕmаrt cіty (UP JЅC) 
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mеlаluі Ѕuku Dіnаѕ Kоmunіkаѕі, Іnfоrmаtіkа dаn Ѕtаtіѕtіk dі wіlаyаh mаѕіng-mаѕіng 

dеngаn mеlаmpіrkаn fоrm pеngаjuаn 

3. Ѕuku Dіnаѕ Kоmunіkаѕі, Іnfоrmаѕі dаn Ѕtаtіѕtіk Kоtа/Kаbupаtеn Аdmіnіѕtrаѕі 

ѕеlаnjutnyа mеngіrіmkаn Fоrmаt А kе UP JЅC mеlаluі ѕurаt еlеktrоnіk dеngаn 

аlаmаt crm.ѕmаrtcіty@jаkаrtа.gо.іd 

4. UP JЅC аkаn mеngіrіmkаn kеmbаlі dаftаr аkun yаng ѕudаh dіbuаt untuk kеmudіаn 

аkаn dіbеrіkаn kе unіt pеmоhоn оlеh Ѕuku Dіnаѕ Kоmunіkаѕі, Іnfоrmаtіkа dаn 

Ѕtаtіѕtіk Kоtа/Kаbupаtеn Аdmіnіѕtrаѕі 

 

Mаѕyаrаkаt Prоvіnѕі DKІ Jаkаrtа dаpаt mеmbuаt lаpоrаn pеngаduаn mеlаluі 

kаnаl-kаnаl pеngаduаn mаѕyаrаkаt yаng ѕudаh dіѕеdіаkаn оlеh pеmеrіntаh dаn 

tеrіntеgrаѕі dеngаn CRM dіаntаrаnyа аdаlаh: 

 

Kanal-Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan CRM 

 

No Kanal Keterangan 

1. Aplikasi Qlue 

2. Akun Twitter @DKIJakarta 

3. Akun Media Sosial/Facebook 1. Pemerintah provinsi DKI Jakarta 

2. Akun media sosial gubernur DKI 

Jakarta Anis  Baswedan 

4. SMS 0811272206 

5. Layanan Pelaporan 

Pengaduan/Balai Warga 

www.jakarta.go.id 

6. Surat Elektronik dki@jakarta.go.id 

7. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 1. Pengaduan di Kecamatan 

2. Pengaduan di Kelurahan 

3. Pengaduan Pendopo Balai Kota DKI 

Jakarta 

4. Pengaduan Inspektorat Provinsi DKI 

Jakarta 

Sumber: Kompas.com 

 

PЕMBАHАЅАN 

Pеlаkѕаnааn dаrі prоgrаm CRM dаlаm pеlаyаnаn publіk dі Prоvіnѕі DKІ Jаkаrtа tеlаh 

dіаtur dаlаm Pеrаturаn Gubеrnur Nоmоr 128 Tаhun 2017 Tеntаng Pеnyеlеnggаrааn 

Pеnаngаnаn Pеngаduаn Mаѕyаrаkаt Mеlаluі Аplіkаѕі CRM dі mаnа tujuаn dаrі dіbuаtnyа 

аplіkаѕі іnі аdаlаh untuk mеnjаdі wаdаh bаgі pеmеrіntаh untuk mеnаmpung dаn 

mеnіndаklаnjutі lаpоrаn pеngаduаn mаѕyаrаkаt mеlаluі kаnаl-kаnаl pеngаduаn rеѕmі yаng 

dіѕеdіаkаn pеmеrіntаh mеngеnаі pеrmаѕаlаhаn yаng аdа dі ѕеkіtаrnyа dеngаn lеbіh cеpаt dаn 

mudаh. 

Ѕеbеlum аdаnyа аplіkаѕі CRM Pеmеrіntаh Prоvіnѕі DKІ Jаkаrtа ѕudаh mеmbuаt 

аplіkаѕі tеrdаhulunyа yаіtu CRОP (Cеpаt Rеѕpоn Оpіnі Publіk) dі mаnа аplіkаѕі іnі jugа 

dіgunаkаn Pеmеrіntаh Prоvіnѕі DKІ Jаkаrtа untuk mеnіndаklаnjutі lаpоrаn pеngаduаn 

mаѕyаrаkаt dаn аplіkаѕі іnі tеrhubung dеngаn аplіkаѕі Qluе wаlаupun tеrkаdаng іntеgrаѕі 

yаng bеrjаlаn аntаrа duа аplіkаѕі tеrѕеbut tіdаk bеrjаlаn dеngаn muluѕ, Kеkurаngаn dаrі 

аplіkаѕі CRОP tеrѕеbut mеmbuаt Pеmеrіntаh Prоvіnѕі DKІ Jаkаrtа mеrеѕmіkаn аplіkаѕі 

CRM dі mаnа аplіkаѕі іnі tіdаk hаnyа tеrіntеgrаѕі lеbіh ѕtаbіl dаn kоnѕіѕtеn dеngаn аplіkаѕі 

Qluе mеlаіnkаn dеngаn kаnаl-kаnаl rеѕmі pеngаduаn mаѕyаrаkаt, аplіkаѕі CRM dіlеngkаpі 

mailto:crm.smartcity@jakarta.go.id
http://www.jakarta.go.id/
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dеngаn fіtur utаmа yаng mеndukung pеnggunааn аplіkаѕі CRM tеrѕеbut yаіtu pеmаntаuаn 

kіnеrjа, tіndаk lаnjut, kооrdіnаѕі dаn dіѕpоѕіѕі. 

Cаrа kеrjа dаrі аplіkаѕі CRM dаlаm mеnіndаklаnjutі lаpоrаn pеngаduаn mаѕyаrаkаt 

аdаlаh mаѕyаrаkаt mеlаkukаn аtаu mеmbuаt pеngаduаn mеlаuі kаnаl-kаnаl rеѕmі pеngаduаn 

mаѕyаrаkаt ѕеpеrtі Qluе, Twіttеr dаn Fаcеbооk dаn nаntіnyа pеngаduаn tеrѕеbut lаngѕung 

tеrіntеgrаѕі dеngаn аplіkаѕі CRM, ѕеtеlаh pеngаduаn tеrѕеbut mаѕuk kе аplіkаѕі dіlаkukаn 

kооrdіnаѕі аntаrа ЅKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dаn Lurаh untuk mеnеntukаn 

tіndаkаn ѕеlаnjutnyа yаng аkаn dіаmbіl untuk mеnаngаnі pеngаduаn tеrѕеbut dаn ѕеlаnjutnyа 

dіlаkukаn dіѕpоѕіѕі kеpаdа pеtugаѕ аtаu UKPD (Unіt Kеrjа Pеrаngkаt Dаеrаh), Bеrdаѕаrkаn 

hаѕіl pеnеlіtіаn mеngеnаі Іmplеmеntаѕі Ѕmаrt Gоvеrnmеnt mеlаluі CRM (Cіtіzеn Rеlаtіоn 

Mаnаgеmеnt) dаlаm pеlаyаnаn publіk dі Prоvіnѕі DKІ Jаkаrtа yаng mеngаcu kеpаdа tеоrі 

іmplеmеntаѕі dаrі Nаkаmurа dеngаn mеnggunаkаn 5 іndіkаtоr untuk mеngukur tіngkаt 

kеbеrhаѕіlаn yаіtu pеncаpаіаn tujuаn dаn hаѕіl, еfіѕіеnѕі, kеlоmpоk ѕаѕаrаn, dаyа tаnggаp 

klіеn ѕеrtа ѕіѕtеm pеmеlіhаrааn dі mаnа dаrі kе 5 іndіkаtоr tеrѕеbut dіtеmukаn bеbеrаpа 

kеndаlа dаlаm pеlаkѕаnааn аplіkаѕі CRM tеrѕеbut. 

Іndіkаtоr pеrtаmа yаіtu pеncаpаіаn tujuаn dаn hаѕіl dі mаnа dаlаm pеnеlіtіаn іnі 

pеnеlіtі mеlіhаt tujuаn dаn hаѕіl yаng dіcаpаі Pеmеrіntаh Prоvіnѕі DKІ Jаkаrtа dаrі аdаnyа 

аplіkаѕі CRM tеrѕеbut аdаlаh dаlаm mеmbеrіkаn pеlаyаnаn publіk kеpаdа mаѕyаrаkаt 

Pеmеrіntаh Prоvіnѕі DKІ Jаkаrtа mеlаluі аplіkаѕі CRM tеrѕеbut dаpаt dеngаn mudаh untuk 

mеlаkukаn pеmаntаuаn аtаu pеngаwаѕаn tеntаng tіndаklаnjut yаng dіlаkukаn dаlаm 

mеnаngаnі pеngаduаn mаѕyаrаkаt dаlаm ѕаtu аplіkаѕі, adаnyа аplіkаѕі CRM mеmbuаt 

Pеmеrіntаh Prоvіnѕі DKІ Jаkаrtа tіdаk pеrlu lаgі tаkut bаhwа lаpоrаn pеngаduаn mаѕyаrаkаt 

yаng mаѕuk kе kаnаl-kаnаl rеѕmі pеngаduаn mаѕyаrаkаt tеrаbаіkаn kаrеnа kаnаl-kаnаl 

tеrѕеbut ѕudаh tеrіntеgrаѕі lаngѕung kе аplіkаѕі CRM ѕеhіnggа lаpоrаn pеngаduаn tеrѕеbut 

dаpаt ѕеgеrа dіtіndаklаnjutі dаn dеngаn аdаnyа аplіkаѕі CRM jugа dаpаt mеmbuktіkаn 

bаhwа Pеmеrіntаh Prоvіnѕі DKІ Jаkаrtа dаpаt mеmpеrbаіkі kіnеrjа dаrі аplіkаѕі ѕеbеlumnyа 

yаng mаѕіh mеmpunyаі kеkurаngаn. 

Kеndаlа yаng dіhаdаpі untuk mеncаpаі tujuаn dаn hаѕіl dаlаm pеnеrаpаn CRM 

аdаlаh untuk mеnggunаkаn аplіkаѕі CRM tеrѕеbut Pаrа Аpаrаtur Ѕіpіl Nеgаrа (АЅN) hаruѕ 

mеngаjukаn fоrm pеngаjuаn untuk mеmbuаt аkun CRM tеrѕеbut kеpаdа Unіt Pеngеlоlа 

Jаkаrtа ѕmаrt cіty аgаr dаpаt mеnggunаkаn аplіkаѕі tеrѕеbut kаrеnа tіdаk ѕеmuа оrаng dаpаt 

mеnggunаkаn аplіkаѕі tеrѕеbut dаn tіdаk ѕеmuа kеlurаhаn mеnguаѕаі pеnggunааn CRM yаng 

ѕеhаruѕnyа mеnjаdі kеwаjіbаnnyа dаlаm mеnіndаklаnjutі lаpоrаn pеngаduаn mаѕyаrаkаt 

аpаbіlа lаpоrаn tеrѕеbut mеnjаdі wеwеnаngnyа. Іndіkаtоr еfіѕіеnѕі pеlаkѕаnааn аplіkаѕі 

CRM dаpаt dіlіhаt dаrі kuаlіtаѕ kіnеrjа dаrі pіhаk-pіhаk yаng tеrkаіt dаlаm pеlаkѕаnааn 

аplіkаѕі CRM, kuаlіtаѕ kіnеrjа dаrі pеlаkѕаnааn CRM yаng pеrtаmа dаpаt dіlіhаt dаrі ѕumbеr 

dаyа mаnuѕіа yаng mеmаdаі dі mаnа ѕumbеr dаyа mаnuѕіа yаng tеrkаіt dеngаn pеlаkѕаnааn 

CRM ѕudаh cukup mеmаdаі kаrеnа bаnyаk pіhаk yаng tеrlіbаt ѕеpеrtі mаѕyаrаkаt, ЅKPD, 

UKPD аtаu Pеtugаѕ, Lurаh, Аdmіn Jаkаrtа ѕmаrt cіty dаn Pеtugаѕ yаng ѕаlіng bеrkооrdіnаѕі 

ѕаtu ѕаmа lаіn untuk mеnyеlеѕаіkаn lаpоrаn mаѕyаrаkаt ѕеcаrа еfіѕіеn dаn еfеktіf.  

Ѕumbеr dаyа mаnuѕіа yаng cukup mеmаdаі tеrѕеbut yаng mеndukung pеlаkѕаnааn 

аplіkаѕі CRM аgаr dаpаt bеrjаlаn dеngаn bаіk kаrеnа аpаbіlа tіdаk mеmpunyаі ѕumbеr dаyа 

mаnuѕіа yаng mеmаdаі mаkа pеlаkѕаnааn prоgrаm CRM tеrѕеbut tіdаk bеrjаlаn ѕеpеrtі yаng 

dіhаrаpkаn dаn kеuntungаn dаrі аdаnyа аplіkаѕі CRM tеrѕеbut mаѕyаrаkаt tіdаk pеrlu 

mеngеluаrkаn bіаyа untuk mеngаdukаn pеrmаѕаlаhаn kеpаdа pеmеrіntаh ѕеcаrа lаngѕung 

cukup mеlаluі аplіkаѕі CRM yаng mеrupаkаn pеnghubung аntаrа pеmеrіntаh dаn 

mаѕyаrаkаt, sеlаіn іtu аdа ѕumbеr dаyа lаіn yаng dіgunаkаn untuk mеndukung pеlаkѕаnааn 

ptоgrаm CRM аdаlаh mеngеnаі ѕаrаnа prаѕаrаnа yаng mеmаdаі dіаntаrаnyа аdаlаh mоnіtоr 

bеѕаr yаng аdа dі ruаng pеngаwаѕаn (Mоnіtоrіng Rооm) Jаkаrtа ѕmаrt cіty yаng dіgunаkаn 

untuk mеlаkukаn pеngаwаѕаn tеrhаdаp tіndаklаnjut аplіkаѕі CRM, lіѕtrіk yаng mеmаdаі, 

https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.15


132 - Journal of Political Issues      Volume 1|Issues 2| Januari 2020 

Asya Putri Cahyani, Samsul Ode, dan Dewi Maria Herwati:  
Penerapan Kota Cerdas melalui Citizen Relation Management dalam Pelayanan Publik 

gеnѕеt аpаbіlа tеrjаdі pеmаdаmаn lіѕtrіk dаn jаrіngаn іntеrnеt yаng mеmаdаі dаlаm 

pеlаkѕаnааn prоgrаm CRM. 

Ѕаrаnа prаѕаrаnа dаlаm pеlаkѕаnааn prоgrаm CRM ѕаngаt mеmbаntu pеmеrіntаh 

dаlаm mеmprоѕеѕ dаn mеngаwаѕі ѕеtіаp tіndаklаnjut pеngаduаn mаѕyаrаkаt yаng mаѕuk 

mеlаluі аplіkаѕі CRM tеrѕеbut dan аpаbіlа dаrі ѕаrаnа prаѕаrаnа tеrѕеbut tіdаk cukup 

mеmаdаі mаkа pеlаkѕаnааn prоgrаm CRM tеrѕеbut tеrhаmbаt cоntоhnyа fungѕі dаrі ruаng 

pеngаwаѕаn (Mоnіtоrіng Rооm) аdаlаh untuk mеngаwаѕі ѕudаh ѕеjаuh mаnа pеngаduаn 

tеrѕеbut dіtіndаklаnjutі, Іndіkаtоr kеpuаѕаn kеlоmpоk ѕаѕаrаn pеlаkѕаnааn prоgrаm CRM 

аdаlаh kеpuаѕаn mаѕyаrаkаt Prоvіnѕі DKІ Jаkаrtа dаlаm kіnеrjа pеmеrіntаh untuk 

mеnіndаklаnjutі lаpоrаn pеngаduаn mаѕyаrаkаt tеntаng pеrmаѕаlаhаn yаng аdа 

dіlіngkungаnnyа, tіngkаt kеpuаѕаn mаѕyаrаkаt dаpаt dіlіhаt dаrі rаnkіng pеnіlаіаn 

mаѕyаrаkаt dеngаn mеmbеrіkаn bіntаng pаdа аplіkаѕі pеngаduаn mаѕyаrаkаt mulаі dаrі 1 

ѕаmpаі 5 bіntаng dаn ѕеmаkіn bеѕаr аngkа yаng dіbеrіkаn mаkа tіngkаt kеpuаѕаn mаѕyаrаkаt 

ѕеmаkіn tіnggі. 

Іndіkаtоr dаyа tаnggаp klіеn dі mаnа dаlаm pеnеlіtіаn іnі dаyа tаnggаp klіеn dіlіhаt 

dаrі pеrаn mаѕyаrаkаt dаlаm pеlаkѕаnааn prоgrаm CRM kаrеnа dеngаn аdаnyа pеrаn 

mаѕyаrаkаt dаlаm pеlаkѕаnааn prоgrаm CRM tеntunyа mеmpеrmudаh pеmеrіntаh dаlаm 

pеngіmpеlеmеntаѕіаn prоgrаm tеrѕеbut, pеrаn mаѕyаrаkаt Prоvіnѕі DKІ Jаkаrtа dаlаm 

pеlаkѕаnааn prоgrаm CRM dаpаt dіlіhаt dаrі mаѕyаrаkаt yаng pеdulі аkаn pеrmаѕаlаhаn 

lіngkungаn ѕеkіtаrnyа dаn mеlаpоrkаn pеrmаѕаlаhаn tеrѕеbut mеlаluі kаnаl-kаnаl rеѕmі 

pеngаduаn mаѕyаrаkаt, pеrаn ѕеrtа mаѕyаrаkаt jugа mеmbаntu untuk mеnіlаі kіnеrjа 

Pеmеrіntаh Prоvіnѕі DKІ Jаkаrtа аgаr dаpаt mеmpеrbаіkі kіnеrjа yаng mаѕіh bеlum 

mаkѕіmаl dеngаn mеmbеrіkаn rаnkіng pеnіlаіаn dаn mеmbеrіkаn mаѕukаn аtаu tеgurаn 

аpаbіlа lаpоrаn pеngаduаn mаѕyаrаkаt tеrlаmbаt dіtаngаnі dаn аpаbіlа tіdаk аdа pеrаn ѕеrtа 

mаѕyаrаkаt dаlаm pеlаkѕаnааn prоgrаm CRM mаkа prоgrаm tеrѕеbut bеlum bеrjаlаn dеngаn 

bаіk. 

Іndіkаtоr yаng tеrаkhіr аdаlаh ѕіѕtеm pеmеlіhаrааn dі mаnа dаlаm pеlаkѕаnааn 

prоgrаm CRM Prоvіnѕі DKІ Jаkаrtа untuk mеnjаgа аgаr prоgrаm tеrѕеbut tеruѕ bеrjаlаn 

dеngаn kоnѕіѕtеn Pеmеrіntаh Prоvіnѕі DKІ Jаkаrtа mеmbеrlаkukаn ѕаnkѕі bеrupа pоtоngаn 

gаjі ѕаmpаі tunjаngаn kіnеrJA АЅN yаng tеrlаmbаt аtаu mеngаbаіkаn pеngаduаn mаѕyаrаkаt 

mеlаluі аplіkаѕі CRM tеrѕеbut, dеngаn аdаnyа ѕаnkѕі tеrѕеbut tеntunyа kіnеrjа dаrі 

pеlаkѕаnааn prоgrаm CRM dаpаt tеrjаgа untuk mеmbеrіkаn pеlаyаnаn yаng mаkѕіmаl 

kеpаdа mаѕyаrаkаt dаlаm mеnаngаnі ѕеtіаp pеngаduаn yаng mаѕuk kе аplіkаѕі CRM dаn hаl 

tеrѕеbut jugа mеmbuаt mаѕyаrаkаt Prоvіnѕі DKІ Jаkаrtа dаpаt mеmpеrcаyаі kіnеrjа 

pеmеrіntаh yаng ѕеmаkіn mеmbаіk kаrеnа ѕеlаmа іnі kеpеrcаyааn mаѕyаrаkаt kеpаdа 

kіnеrjа pеmеrіntаh mеnurun kаrеnа dіаnggаp pеlаyаnаn yаng dіbеrіkаn mеmbutuhkаn wаktu 

yаng lаmа dаlаm pеngеrjааnnyа. 

 

KЕЅІMPULАN 

Іmplеmеntаѕі Ѕmаrt Cіty mеlаluі CRM (Cіtіzеn Rеlаtіоn Mаnаgеmеnt) dаlаm 

pеlаyаnаn publіk dі Prоvіnѕі DKІ Jаkаrtа dеngаn mеnggunаkаn 5 (lіmа) іndіkаtоr untuk 

mеngukur tіngkаt kеbеrhаѕіlаn ѕuаtu prоgrаm ѕudаh bеrjаlаn cukup bаіk kаrеnа ѕеtіаp 

іndіkаtоr yаng dіgunаkаn ѕudаh mеncukupі pеlаkѕаnааn dаrі prоgrаm CRM wаlаupun аdа 

bеbеrаpа kеndаlа dаlаm pеlаkѕаnааn prоgrаm tеrѕеbut. 

Penggunaan aplikasi CRM seharusnya diadakan sosialisasi dengan melakukan Bimbingan 

Teknis (Bimtek) di setiap Kelurahan Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan semua 

Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta dapat menguasai penggunaan CRM dan dapat segera 

menangani setiap pengaduan masyarakat mengenai permasalahan yang ada di lingkungan 

sekitarnya dan penggunaan aplikasi CRM lebih dimudahkan karena saat ini untuk 

menggunakan aplikasi CRM harus mengajukan lembar pengajuan kepada Unit Pengelola 

Jakarta smart city sehingga menyulitkan dalam penggunaannya. 
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Pelaksanaan program CRM juga harus dipertahankan walaupun Gubernur Provinsi 

DKI Jakarta terus berganti karena dengan adanya program CRM sangat berperan penting 

dalam memudahkan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dengan 

menggunakan teknologi dan membantu pemerintah untuk saling berkoordinasi dengan 

instansi terkait dalam menindaklanjuti laporan masyarakat menggunakan satu aplikasi dan 

dengan dipertahankannya aplikasi CRM permasalahan yang ada di Provinsi DKI Jakarta 

dapat segera diselesaikan dengan waktu yang lebih cepat dalam pengerjaannya. 
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ABSTRACT 

Abstract In the pesantren tradition the pattern of interaction between the kyai and the 
santri is very sacred. Culture of obedience and reverence in the pesantren environment 
is automatically attached to every santri. For students, this obedience is an honor to 
get blessings from the ulema. This paper aims to explore the paradigm shift of santri 
in determining political choices in the electoral process. This research is a descriptive 
study with qualitative methods. Determination of informants using techniques 
purposive to adjust data needs for research purposes. The results showed a paradigm 
shift that used to be very dependent on wasilah, now is more open in person. Santri's 

knowledge of good political science and concern about politics are the main factors in 
being able to formulate personal political choices without any intervention from the 
pesantren. 

 
Abstrak Di dalam tradisi pesantren pola interaksi antara kyai dan santri sangat sakral. 
Budaya patuh dan takzim di lingkungan pesantren secara otomatis melekat kepada 

setiap santri. Bagi santri sikap patuh tersebut merupakan penghormatan untuk 
memperoleh berkah dari ulama. Tulisan ini bertujuan mengupas pergeseran 
paradigma santri dalam menentukan pilihan politik dalam proses pemilu. Penelitian 
ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Penentuan informan 
menggunakan teknik purposive dengan menyesuaikan kebutuhan data untuk 
kepentingan penelitian. Hasil penelitian menujukkan terjadi pergeseran paradigma 
yang dahulu sangat bergantung kepada wasilah kini lebih terbuka secara personal. 
Pengetahuan santri tentang ilmu politik yang baik dan kepedulian tentang politik 

menjadi faktor utama untuk dapat merumuskan pilihan politik pribadi tanpa ada 
intervensi dari pihak pesantren. 

Tentang Penulis: 

Imam Sumantri Ms, menyelesaikan studi Magister (S2) di Universitas Gadjah 

Mada. Saat ini penulis adalah anggota komunitas belajar menulis (KBM) Jogja. 
Penulis pernah aktif magang di institute Dian Interfidei yang fokus dalam advokasi 
hak-hak multikultur. 
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PENDAHULUAN 

Berkembangnya demokrasi di Indonesia secara otomatis akan berimplikasi pada 

semua sektor termasuk masyarakat pesantren. Pesantren sebagai suatu lembaga yang cukup 

unik dengan budaya pesantren yang luhur mampu mempertahankan kemurnian budayanya 

ditengah perkembangan zaman saat ini. Pada konteks politik, masyarakat pesantren tidak bisa 

lepas dari dinamika politik khususnya dalam menentukan pilihan-pilihan politiknya. 

Sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia, pesantren menjadi magnet tersendiri 

dalam kanca politik Indonesia. Sejak era kolonial pesantren memiliki andil yang besar dalam 

mewujudkan kemerdekaan. Wajar hingga saat ini pesantren selalu menjadi kajian menarik 

dalam melihat eskalasi politik yang berkembang. 

Para sarjana sudah sangat menyadari bahwa pesantren memiliki pengaruh yang kuat 

dalam membentuk dan memelihara kehidupan sosial, politik, dan keagamaan orang Jawa 

pedesaan (Dhofier Z. , 2011). Hal ini disebabkan pesantren dalam masyarakat Jawa sudah 

memiliki histori yang sangat panjang, bahkan sejak awal kedatangan Maulana Malik Ibrahim 

ketika awal penyebaran Islam di Indonesia. Pesantren pun dimulai dari pedesaan dengan 

memberikan pengetahuan agama kepada para santri oleh sang kyai. 

Pesantren menurut Dr. Soebardi dalam the place of Islam, mengatakan bahwa kunci 

dalam membentuk watak masyarakat Jawa tentang Islam dan penyebaran Islam di tanah Jawa 

adalah pesantren. Dengan demikian, pesantren memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap 

kehidupan masyarakat Islam di Jawa (Dhofier Z. , 2011). 

Perkembangan modernisasi proses pendidikan, pesantren yang pada awalnya 

menganut sistem individual yang kepemimpinannya berada di tangan kyai, kini mulai masuk 

unsur-unsur baru seperti sekolah, madrasah yang menganut sistem yang lebih demokratis dan 

rasional. Organsisasi dapat menggantikan peranan kiai sebagai pemegang hak tunggal dalam 

penafsiran ajaran Islam (Mulkhan, 1992).Oleh karena itu, dalam kehidupan kaum santri, 

masih terdapat banyak anggapan bahwa dalam berpolitik masih sangat didasarkan pada 

pandangan kaum elit keagamaan, dalam hal ini yang dimaksud adalah pimpinan pesantren 

atau kiai yang menjadi tokoh dan pemimpin pesantren. 

Seiring perkembangan zaman, pesantren sebagai lembaga keagamaan yang dahulunya 

dikenal tradisonal kini sebagian telah bertransformasi menjadi sebuah lembaga pesantren 

modern. Dengan menjadikan pendidikan umum dan kegaamaan menjadi satu. Hal ini muncul 

sejak adanya pesantren modern Gontor yang sudah termasuk kategori pesantren modern 

(Dhofier Z. , 2005). Meskipun demikian, kebudayaan pesantren yang khas tetap 

dipertahankan sebagai identitas budaya pesantren yang terus terjaga. 

Indonesia sebagai Negara mayoritas penduduknya memeluk agama Islam tidak bisa 

lepas dari andil pesantren termasuk eskalasi politik yang berkembang hingga saat ini. Sejak 

reformasi, dengan perubahan transisi sistem menuju lebih demokratis juga tidak lepas 

memberikan implikasi pada kebudayaan pesantren. Dengan system yang lebih terbuka dapat 

memberi ruang yang lebih luas kepada setiap warga Negara dalam menentukan pilihan politik 

termasuk di kalangan para santri pesantren. 

Di lingkungan pesantren terdaapat budaya yang sangat khas seperti sikap takzim 

kepada kyai atau pimpinan pesantren. Bahkan, terkadang budaya ini tidak hanya berlaku 

dikalangan santri pesantren tetapi juga masyarakat penduduk di sekitar pesantren. Sikap 

tunduk, patuh terhadap kyai ini telah sejak lama menjadi budaya khas pesantren. Salah satu 

yang menguatkan budaya ini adalah di pesantren diajarkan suatu kitab tentang adab seorang 

murid kepada guru yang lebih dikenal dengan kitab ta’allimul muta’allim. Kitab tersebut 

sangat familiar di kalangan santri sebagai panduan adab seorang murid kepada gurunya 

dalam hal ini kyai di pesantren. 

Selain itu, posisi kyai sebagai pimpinan pesantren dianggap memiliki kharisma 

tersendiri. Adab tunduk kepada kyai diyakini memberikan berkah kepada para santri 

pesantren. Figur kyai pesantren dijadikan sebagai uswatun hasanah atau teladan yang baik 

https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.17


136 - Journal of Political Issues Volume 1|Issues 2| Januari 2020 

Imam Sumantri: 
Menyoal Pilihan Politik Santri Studi kasus Ponpes Al Munawwir Krapyak Bantul 

oleh para santri, sehingga proses interaksi antara kyai dan santri akan melahirkan sikap 

imitasi yang dilakukan santri terhadap adab perangai kyai. Keteladanan para santri pun belum 

cukup, kyai dianggap sebagai figur ideal pewaris para ulama sehingga santri perlu melakukan 

indentifikasi untuk menyambung silsilah keilmuan di pesantren (Rahardjo, 1988). 

Hal tersebut menyebabkan kentalnya sikap patuh pada budaya pesantren yang telah 

berlangsung sangat lama di kalangan santri. Sikap patuh tersebut tidak jarang mencakup pada 

segala aspek kehidupan para santri termasuk pada aspek pilihan politik santri. Sikap politik 

kyai dapat dianggap sebagai pilihan yang paling arif bagi masyarakat. Figur ideal kyai 

dianggap lebih mampu dan dapat memberikan keputusan yang terbaik bagi masyarakat dan 

pesantren khususnya. 

Oleh karena itu, tidak sedikit kalangan santri maupun dari masyarakat mengikuti dan 

patuh terhadap apa yang menjadi keputusan kyai. Termasuk dalam hal mengambil keputusan 

politik dalam memilih calon pemimpin baik Presiden, kepala daerah hingga para calon 

legislatif di tingkat pusat dan daerah. Sehingga, tidak sedikit pula para elite politik yang 

melakukan sowan sebagai cara mereka meminta restu untuk mengikuti kontestasi politik. 

Cara tersebut dinilai lebih efektif untuk menadapatkan dukungan politik dari seorang 

pimpinan pesantren atau kyai. 

Kepentingan politik pesantren sangat terbatas pada religius poweratau legitimasi 

kekuasaan keagamaan (Dhofier Z. , 2011), terdapat kepentingan politik juga yang dimiliki 

pesantren sehingga harus terlibat dalam kegiatan politik, pengembangan Islam di masyarakat 

sangat penting untuk menjadi tujuan utama agar Islam dapat tetap terlestarikan di dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

Oleh karena itu, dibutuhkan paradigma baru bagi para santri dalam melihat fenomena 

politik yang terjadi, dengan melakukan studi lebih lanjut pada penelitian ini diharapkan agar 

dapat melihat persepsi santri dalam berpartisipasi politik dalam pemilu, sehingga para santri 

yang juga memiliki hak sebagai warga negara yang akan memberikan suara pada pemilu 

dapat berjalan dengan baik, dan sikap partisipasi politik yang aktif akan sangat membantu 

dalam mewujudkan sistem politik yang baik karena adanya sikap tidak acuh terhadap sistem 

politik. 

Pada konteks penelitian ini, berusaha mengkaji pilihan-pilihan politik para santri 

pondok pesantren Al-Munawwir Krapyak Bantul. Pemilihan lokasi di Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY) sangat menarik sebagai sentra pendidikan atau dikenal sebagai Kota 

pelajar. Sehingga, dapat dikatakan mayoritas santri merupakan pelajar dan bahkan berstatus 

sebagai mahasiswa di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di DIY. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Penentuan 

informan menggunakan teknik purposive dengan menyesuaikan kebutuhan data untuk 

kepentingan penelitian. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan penyajian 

data dengan melakukan reduksi data dan display data. 

 

PEMBAHASAN  

 Pasca runtuhnya rezim Orde Baru, konstelasi politik nasional berubah sangat 

signifikan. Dinamika politik cenderung lebih menjadi terbuka dan lebih demokratis. Salah 

satu implikasinya adalah lahirnya berbagai macam partai politik baru di Indonesia termasuk 

partai politik yang berbasis Islam. Seperti misalnya Nadhatul Ulama menciptakan sekoci baru 

dalam bentuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Munculnya para pemain baru tersebut 

menunjukkan semangat reformasi yang aktif dan melahirkan semangat islamisme dalam ikut 

andil pada pemerintahan di era reformasi. 

 Kemunculan partai-partai Islam baru pasca reformasi diharapkan memberikan 

semangat baru bagi umat Islam. Termasuk antusiasme yang positif dari umat termasuk para 
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santri. Terlebih, mayoritas kader yang berkecimpung di partai politik yang berbasis Islam 

adalah berasal dari kalangan santri atau pesantren. Hal ini tentu menjadi atensi bagi 

masyarakat pesantren sebagai seluran atau wadah yangaspiratif bagi kemajuan bersama. 

Faktanya, seiring dengan perkembangan zaman partai politik mengalami distrust yang 

cukup siginifikan. Fenomena ini tidak hanya berlaku pada partai politik non Islam, akan 

tetapi juga partai politik yang berbasis Islam juga mengalami penurunan kepercayaan publik. 

Hal ini menjadi pukulan telak bagi parpol sebagai wadah aspiratif yang tidak dipercaya lagi 

oleh publik. 

Fenomena ini juga sampai di kalangan para santri, secara umum kepercayaan kepada 

parpol yang berbasis Islam menurun. Selain itu, persoalan lain muncul yakni tidak adanya 

figur dari parpol Islam yang dinilai baik untuk mendapatkan kembali simpati masyarakat 

maupun santri. Krisis kepercayaan dan sosok figur parpol ini lah yang menjadikan santri 

cukup sulit dalam menentukan pilihan politiknya. 

Hal yang menarik yang dapat menjadi fakta terhadap penurunan kepercayaaan 

masyarakat terhadap parpol berbasis Islam adalah ketika belum pernah sekalipun parpol yang 

berbasis Islam tersebut memenangkan pemilu ditengah jumlah pendudukan yang mayoritas 

beragama Islam ini. Sehingga hal ini menegaskan bahwa faktor agama bisa saja tidak menjadi 

faktor utama dalam memilihnya seseorang khususnya dalam pilihan-pilihan politik berkaitan 

dengan pemimpin publik. 

Para santri di pondok pesantren Al Munawwir Krapyak pun memiliki pandangan yang 

sama bahwa keberadaan partai politik yang berbasis Islam belum bisa mewakili aspirasi umat 

Islam seutuhnya. Rendahnya kepercayaan masyarakat membuat partai politik harus 

melakukan introspeksi internal yang serius guna memperbaiki kekurangan yang terjadi pada 

parpol. 

Krisis tersebut membuat citra partai politik Islam tidak begitu memiliki eksistensi 

yang baik sekalipun di kalangan masyarakat pesantren. Hal ini menjadi koreksi sebagaimana 

salah satu tujuan politik Islam kontemporer yang mensyaratkan kehadiran partai politik Islam 

yang didominasi oleh personalia yang berlatar belakang Islam kuat dalam hal ini santri serta 

pengambilan keputusan yang cenderung memihak kepada kepentingan umat Islam (Azra, 

2000). 

 

A. Pengaruh Kyai Dalam Politik 

Di dalam tradisi pesantren pola interaksi antara kyai dan santri tentu sangat sakral. 

Budaya patuh dan takzim yang melekat di lingkungan pesantren secara otomatis melekat 

kepada setiap santri yang mondok di pesantren. Sikap tunduk patuh seorang santri tidak lepas 

dari ajaran adab terhadap guru memalui kitab ta’allimul muta’allim yang diajarkan di semua 

pesantren di Jawa. 

Elemen-elemen dasar sebuah pesantren tidak lepas dari lima hal yakni, pondok, 

masjid, santri, pengajaran kitab klasik dan kiai. Dengan demikian, suatu lembaga pengajian 

yang telah memenuhi kelima hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai (Dhofier Z. , 2011). 

Pertama, pondok adalah merupakan tempat mukim atau asrama yang menjadi tempat 

tinggal para santri yang mukim di pesantren. Pondok para santri ini terletak di lingkungan 

pesantren itu sendiri sehingga para santri lebih mudah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan 

pondok. 

Pondok tempat tinggal para santri merupakan elemen paling penting dalam tradisi pesantren, 

hal tersebut akan menopang perkembangan pesantren meskipunkeadaan pondok sangat 

sederhana. Dan hal itu akan mempermudah para santri yang datang dari berbagai daerah 

untuk mendapatkan tempa tinggal yang baru (Dhofier Z. , 2011). 

Kedua, masjid merupakan elemen yang tidak kalah penting di sebuah 

pesantren.Masjid dapat berfungsi sebagai sarana yang tepat untuk mendidik santri, terutama 

berkaitan dengan ibadah dan pengkajian kitab-kitab Islam klasik kepada para santri (Dhofier 
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2011).Masjid sebagai tempat yang bukan hanya sebagai pusat ibadah akan tetapi juga sebagai 

tempat berbagi ilmu atau menuntut ilmu. Masjid sebagai rumah ibadah dapat berfungsi lebih 

banyak lagi demi menghasilkan manfaat bagi umat atau santri yang ada di pesantren. Seorang 

kyai yang akan menidirikan sebuah pesantren biasanya memulai dengan membangun sebuah 

masjid terlebih dahulu. Langkaah ini biasanya diambil atas perintah gurunya yang telah 

menilai dirinya akan mampu memimpin sebuah pesantren (Dhofier Z. , 2011). 

Ketiga, pengajaran kitab-kitab klasik terutama karangan-karangan faham syafi’i 

merupakan satu-satunya pengajaran formal yang diberikan oleh lingkungan pesantren. Tujuan 

utamanya adalah untuk mendidik calon-calon ulama, para santri yang ingin menjadi ulama 

biasanya akan mengembangkan keahliannya di bidang bahasa Arab. Kemudian setelah itu 

baru akan dididik di pesantren (Dhofier Z. , 2011). 

Keempat, santri sendiri adalah murid-murid yang tinggal di lingkungan 

pesantren.Santri sendiri terbagi menjadi dua tipe, yakni santri mukim dan santri kalong.Santri 

mukim adalah santri yang menetap dalam kelompok pesantren sedangkan santri kalong 

adalah santri yang bolak-balik atau nglajudan biasanya berasal dari desa-desa di sekitar 

pondom pesantren (Dhofier Z. , 2011). 

Kelima, kiai merupakan elemen yang paling esensial dari suatu pesantren.Bahkan kiai 

lah yang seringkali merupakan pendiri pondok pesantren. Sudah hal yang wajar jika 

perkembangan suatu pesantren akan bergantung pada kemampuan pribadi kiainya. 

Kebanyakan para kiai beranggapan bahwa pesantren ibarat sebuah kerajaan kecil di mana kiai 

memiliki power and authorityatau kekuasaan dan kewenangan dalam kehidupan dan 

lingkungan pesantren (Dhofier Z. , 2011). 

Santri dalam kebudayaan pesantren, juga memiliki kebiasaan-kebiasaan tertentu, 

santri memberikan penghormatan yang berlebihan kepada kiainya. Kebiasaan ini bisa 

menjadikan santri bersikap pasif karena khawatir kehilangan barokah, dan sikap khas santri 

ini yang membedakan santri dengan siswa-siswi di lembaga lainnya (Qomar, 2007). 

Sikap hormat dan patuh kepada kyai yang ada di pesantren sejatinya bukanlah 

penyerahan secara total kepada kyai sebagai guru yang memiliki otoritas, melainkan adanya 

keyakinan bahwa guru sebagai penyalur berkah Tuhan kepada murid-muridnya (Karim, 

1995). Sehingga, kedudukan kyai di pesantren akan sangat tinggi dan dihormati oleh para 

santri dan bahkan masyarakat sekitar pesantren. 

Figur kyai yang sangat tinggi membuat pendapatnya sering dijadikan rujukan oleh 

masyarakat di sekitarnya dalam konteks apapun. Oleh karena itu, kyai dituntut tidak hanya 

mengetahui persoalan-persoalan agama saja akan tetapi juga persoalan umum di luar konteks 

agama yang menyangkut kehidupan masyarakat sekitar.      

  Kyai pada lingkungan tertentu seperti di pesantren merupakan elite, bahkan 

kuntowijoyo mengatakan kyai merupakan elite desa yang secara khusus menangani persoalan 

atau urusan keagamaan (Kuntowijoyo, 2002). Figur kyai dapat dikatakan menjadi sosok 

sentral karena tidak hanya menjadi panutan para santrinya akan tetapi juga sampai pada 

lapisan masyarakat di sekitar pesantren. 

 Dengan status sosial yang tinggi dan sebagai simbol keagamaan yang melekat sebagai 

seorang ulama pewaris para nabi dan pewaris keilmuan para ulama terdahulu, para kyai 

memiliki legitimasi yang kuat sebagai tokoh elite dan memiliki citra yang ideal baik di 

lingkungan pesantren maupun masyarakat lebih luas (Rahardjo, 1988). Hal tersebut cukup 

membuat posisi para kyai sebagai elite memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam 

penentuan arah kebijakan pesantren termasuk dalam konteks kebijakan politik pesantren. 
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Gambar 1. Pola Hirarki Pesantren 

 
 

 Oleh karena itu, pesantren sering diibaratkan sebuah kerajaan kecil. Kyai sebagai 

pemegang otoritas merupakan sumber kekuasaan dan kewenangan mutlak di lingkungan 

pesantren (Dhofier Z. , 1982). Dengan kekuasaanya tersebut para kyai sebagai elite dapat 

membangun jaringan yang harmonis dengan para elite di luar lingkup pesantren. 

 Salah satu wadah bagi para kyai adalah melaui organisasi keagamaan Nahdlatul 

Ulama (NU). Meskipun NU tidak merupakan organisasi yang ikut berpolitik praktis, akan 

tetapi kebesaran organisasi NU memiliki afiliasi dengan berbagai kelompok atau organisasi 

yang ikut dalam politik praktis seperti partai politik. Keakraban NU dengan politik 

sebenarnya sudah terjadi sejak lama, pilihan politik warga NU justru terpecah-pecah seperti 

ke PPP atau PKB. Bahkan, sebagian lainnya memilih untuk mengafiliasikan diri dengan 

partai yang berbasis non Islam melainkan nasionalis. 

 Jika menilik sekilas sejarah politik NU maka tidak lepas dengan dibentuknya PPP 

sebagai parpol yang berbasis Islam dan NU hingga terjadi perpecahan suara. Perubahan 

haluan politik NU yang tidak berpolitik praktis baru terjadi pasca dirumuskannya khittah 

pada mukamatar NU tahun 1984. Hasil mukatamar tersebut melahirkan dua hal penting 

pertama, penegasan bahwa dimensi baru gerakan politik NU yang tidak lagi bermuatan 

politik praktis dan kelembagaan. Kedua, tentang penegasan sikap NU yang netral terhadap 

setiap organisasi politik (Karim, 1995). 

 Implikasi sikap netral NU disini adalah dengan melepas afiliasinya dengan PPP saat 

itu sebagai bentuk kepatuhan hasil muktamar. Sejak saat itu konflik sesama warga NU dalam 

politik sangat dinamis, sehingga perpecahan suara NU tidak dapat dihindarkan. Setelah 

reformasi Indonesia kebanjiran dengan munculnya partai-partai politik baru termasuk partai 

politik Islam. NU setelah reformasi membuat sekoci dalam bentuk partai politik yang dikenal 

dengan nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 

 Afiliasi NU dan PKB terjalin sangat kental dengan banyaknya kader NU dan 

pesantren yang ikut dalam menggerakkan partai politik tersebut. Dengan demikian, posisi 

kyai pesantren sebagai elite keagamaan akan semakin kuat dengan adanya afiliasi dengan NU 

dan partai politik yang memiliki nilai tawar dikalangan elite politik lainnya. Peran sebagai 

kyai dan figure ideal akan menjadikan kyai sebagai tokoh panutan para pelaku politik atau 

kader partai yang notabene sebagian besar adalah dari kaum santri.           

   Fenomena sowan politik yang dilakukan oleh para kandidat calon pejabat publik ke 

pesantren-pesantren sangat dapat dipahami sebagai komunikasi antar elite. Pertemuan anatara 

elite partai dan elite pesantren kerap kali terjadi menjelang pergelaran pemilu. Kharisma kyai 

yang kuat hingga saat ini masih dipercaya akan memberikan implikasi positif bagi 

kepentingan elektoral masing-masing kandidat. 

 Pilihan politik kyai tetap saja menjadi perhatian para santri dan masyarakat di sekitar 

pesantren. Meskipun, terkadang tidak seluruh pilihan politik kyai diikuti oleh santrinya, 

 

Kyai  

Ustad dan 
Pengurus 

Santri 
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namun sosok figur ideal yang ada pada kyai dianggap mewakili kepentingan umat dengan 

sikap bijaknya dalam memilih pilihan politiknya. Sehingga, tidak sedikit para santri yang 

untuk mengikuti pilihan kyainya sebagai wujud dari rasa percaya kepada kyai untuk memilih 

yang terbaik untuk kemaslahatan umat. 

 Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika politik yang berkembang, para 

santri pun sudah banyak yang minat dengan persoalan-persoalan politik, bahaka tidak sedikit 

pula yang memilih kuliah di jurusan ilmu politik yang memberikan warna baru bagi santri 

khususnya dalam memilih pilihan politiknya seperti dalam proses pemilu. 

 

B. Pergeseran Paradigma Politik Santri        

Kaum santri selalu identik dengan masyarakat pesantren dan kebudayaan pesantren 

yang dijalankannya.Secara etimologis, memang tidak begitu jelas asal usul kemunculan dari 

kata “santri” itu sendiri. Ada yang mengaitkan istilah santri tersebut dengan kata melayu, 

santeriyang menurut Robson, istilah santeri tersebut diturunkan dari bahasa Jawa dan terkait 

dengan etimologi bahasa sanskerta (sastri) dan bahasa tamil (sattiri). Makna yang terkandung 

dari kedua bahasa itu adalah “terpelajar” (learned) atau juga bermakna “ulama” ( scholar) 

(Ja'afar, 2008). 

Dengan demikian dapat diartikan bahwa santri adalah kalangan terpelajar, di kalangan 

masayarakat pesantren memang santri juga berperan sebagai pelajar yang menuntut ilmu di 

pesantren sesuai dengan ilmu yang diberikan oleh kyai di pesantren yang berperan sebagai 

guru dan pembina para santri dan peranannya sebagai pimpinan non formal di kalangan 

masyarakat pesantren. 

Hubungan kyai dan santri akan terus berlanjut meskipun santri tersebut lulus dari 

pesantren sebagai tempat menuntut ilmu. Hubungan yang terjalin secara terus menerus ini 

memberikan dampak positif tentang adab dan sikap takzim kepada kyai yang selalu menjadi 

pegangan santri ketika sudah lulus. 

Konsep tersebut akan selalu dipegang oleh para santri lulusan pesantren khususnya 

ketika berbicara tentang konteks agama. Akan tetapi, di lingkungan pesantren terdapat 

banyak juga perbedaan pandangan yang berkaiatan dengan hal-hal diluar wilayah keagamaan 

khususnya persoalan pilihan politik. 

Kepatuhan santri terhadap kyai sangat erat karena bentuk relasi yang lebih khusus 

lebih dari sekedar antara murid dan guru. Kyai memiliki kewenangan untuk memberikan 

hukuman kepada santrinya dan keridhaan santri ketikan menerima hukuman akan 

memberikan berkah tersendiri bagi santri tersebut. Menanamkan sikap patuh dan takzim 

kepada kyai merupakan hal pertama yang dilakukan oleh pesantren.  

Sikap hormat patuh bahkan diperluas lagi hingga menghormati para ulama terdahulu 

sebagai pewaris keilmuan dan ulama yang mengarang kitab yang dipelajari di pesantren. Bagi 

pengamat di luar hal ini tampak lebih penting dari penguasaan ilmu, akan tetapi menurut para 

kyai hal merupakan suatu bagian integral dari ilmu yang akan dikuasai (Bruinessen, 1999). 

Di pondok pesantren Al Munawwir Krapyak Bantul, khususnya di kampus L putra 

terdapat berbagai macam latar belakang santri. Mulai dari tingkat pelajar hingga mahasiswa 

yang kuliah di PTN/PTS di Yogyakarta dan sorenya kembali mondok di pesantren. Mayoritas 

dari mahasiswa yang nyantri adalah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.  

Lengkapnya pengetahuan agama dan umum yang diperdalam secara bersamaan oleh 

para santri sedikit banyak merubah paradigma santri itu sendiri khsuusnya dalam konteks 

politik. Konsep takzim yang mereka jalankan di pesantren tetap menjadi pegangan kuat para 

santri dalam mengkaji ilmu agama di pesantren. Sikap hormat kepada kyai pun masih sangat 

dijujung tinggi tanpa meninggalkan budaya yang ada di pesantren. 

Dengan perkembangan pola kehidupan sosial santri telah mengalami suatu perubahan 

cara pandang yang pada awalnya kiai adalah tokoh yang tidak dapat dibantah oleh santri. 
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Kini hal tersebut telah beralih, santri bahkan dapat berdiskusi tentang berbagai hal dengan 

sang kiai (Mulkhan, 1992). 

Dapat dikatakan bahwa dalam hal pandangan politik, santri pun dapat memiliki 

perbedaan persepsi dalam berpartisipasi politik. Selama ini yang menjadi masalah adalah 

fenomena partai yang berbasis keagamaan atau partai Islam yang tidak dapat meraup suara 

yang banyak di tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam. 

Para santri yang sudah memiliki hak pilih di pesantren mayoritas adalah mahasiswa 

dan sebagian pula masih menjadi pemilih pemula. Pendangan kyai yang menyangkut hal-hal 

sifatnya non keagamaan menjadidiskusi yang hangat dikalangan para santri. Terlebih lagi jika 

membahas persoalan politik yang memang sangat dinamis dan menarik untuk dibahas dari 

berbagai perspektif. 

Untuk menjelaskan posisi santri dalam memberikan pendapatnya tentang bagaimana 

dengan persamaan dan perbedaan sikap politik dengan kyai, maka peneliti memetakan 

kedalam dua kategori santri. Pertama adalah santri partisipatif, pada kategori ini santri yang 

memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi serta pengetahuan politik yang cukup 

baik. Pada kategori ini santri memiliki analisa tersendiri terhadap pertimbangan pribadi yang 

menjadi hak politiknya. Pilihan politik kyai tidak harus menjadi hal yang selalu diikuti oleh 

para santri. Meskipun demikian, pendapat atau pilihan politik para kyai akan mereka hargai 

dan melakukan analisa terlebih dahulu tanpa menelan secara mentah-mentah.  

Hal ini dapat dicontohkan pada proses pemilihan umum yang berlangsung di 

pesantren dan diikuti oleh para santri yang sudah memenuhi kriteria pemilih. Para santri yang 

melek politik dan peduli dengan politik cenderung memiliki pilihan politik sendiri yang 

terkadang berbeda dengan pilihan kyai. Pada saat pemilihan umum yang lalu sebagaian besar 

santri yang sudah berstatus mahasiswa memilih untuk tidak memilih calon atau partai politik 

yang berbasis Islam. 

Berbagai analisa tentu menjadi landasan mereka untuk menentukan pilihan politik. 

Salah satu alasannya adalah karena ketidakpercayaan terhadap partai politik yang bahkan 

berbasis Islam sekalipun dan juga kuarngnya figur yang dianggap ideal dari para kader di 

partai politik yang berbasis Islam tersebut. Hal ini menunjukan ada kebebasan memilih oleh 

para santri tanpa mendapat tekanan sedikit pun termasuk dari pihak pesantren. 

Kemudian kedua adalah kategori santri non-partisipatif, pada kategori ini santri 

mayoritas sebagai pemilih pemula pada pesta demokrasi. Selain itu, latar belakang 

pendidikan sebagai pelajar sekolah menengah atas tingkat akhir juga memiliki implikasi 

keterbatasan akses pengetahuan dan informasi untuk menganalisa pilihan politik. Sehingga, 

santri dalam kategori ini belum mampu melakukan pertimbangan yang matang terkait pilihan 

politiknya. 

Pada kategori santri ini dapat dikatakan cenderung untuk berisikap patuh dan takzim 

kepada kyai meskipun dalam konteks hak pilih pada kontestasi politik. Keputusan politik 

kyai yang diikuti dianggap telah mewakili kepentingan seluruh warga pesantren. Berbagai 

pertimbangan politik yang diambil oleh kyai dianggap merupakan pertimbangan yang paling 

ideal oleh santri.  

Kyai tercermin sebagai sosok atau tokoh yang sangat ideal dan yang paling paham 

dalam memberi masukan maupun pilihan politik. Sehingga apapun yang menjadi pilihan 

politik kyai merupakan pilihan yang terbaik juga buat para santrinya. Pendapat ini masih 

dipertahankan oleh sebagian kecil santri yang masih memerlukan wasilah kyai dari berbagai 

aspek kehidupan termasuk aspek politik para santri.          

 

KESIMPULAN  

Sikap patuh dan takzim para santri terhadap kyai merupakan salah satu budaya khas 

pesantren. Budaya ini memiliki adab yang sangat menghormati kyai sebagai guru dan ulama 

sesuai yang diajarkan dalam kitab adab guru dan murid ta’allimul muata’llim yang diajarkan 
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hampir di seluruh pesantren di pulau jawa khususnya pesntren NU. Bagi santri sikap patuh 

tersebut merupakan penghormatan untuk memperoleh berkah dari ulama yang disebut 

sebagai pewaris para nabi. 

Hal tersebut menimbulkan legitimasi yang kuat bagi kyai sebagai pemegang otoritas 

di pesantren. Para santri akan selalu mengikuti wasilah para kyai yang dianggap sebagai 

keberkahan dan tidak terbatas pada soal keagamaan saja akan tetapi lebih luas kepada 

kehidupan sosial masyarakat. Pada konteks politik budaya patuh atau takzim masih diikuti 

oleh sebagian santri pesantren dewasa ini. Figur ideal sang kyai merupakan wujud 

representasi terbaik dalam menentukan sikap politik. 

Sikap takzim terhadap hal-hal di luar keagamaan khususnya pada konteks politik baru 

terasa berbeda di kalangan santri senior. Ada pergeseran pandangan bahwa sikap takzim 

dalam konteks politiktidak selalu harus mengikuti titah kyai. Bekal pengetahuan politik yang 

cukup memberikan pandangan yang terkadang berbeda sesuai dengan analisa politik masing-

masing. Tentu kebijakan politik kyai tetap sangat dihargai dan dijadikan bahan pertimbangan 

politik, akan tetapi tidak harus mutlak sama dengan pilihan politik kyai. Pilihan politik 

pribadi yang diyakini dapat secara bebas diekspresikan tanpa adanya intervensi dari pihak 

pesantren. 
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